
MENTERI PERTANIAN
REPIJBLIK INDONESTA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28slKPrs/H(.320 lW 06/ 2023

TENTANG
PETA JALAN PEMBEBASAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (FOOT AND

MOWH DISEASE,) DARI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mengembalikan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai
negara bebas Penyakit Mulut dan Kuku perlunya
membuat panduan pembebasan Penyakit Mulut
dan Kuku (Foot and Mouth Disease);

b. bahwa agar panduan pembebasan Penyakit Mulut
dan Kuku (Foot and Mouth Disease/ dimaksud
dilaksanakan secara terencana, terukur,
terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan,
perlu menetapkan Peta Jalan Pembebasan
Penyakit Mulut dan Kuku /Foof and Mouth Disease)
dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang
Peta Jalan Pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku
(Foot and Mouth Dbease/ dari Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I 1

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan T\rmbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2O0,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 64 1 1) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2Ol2
tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2Ol4
tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 14 Nomor 130, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5543);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang
Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022
tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
PK.32O I 12l2Ol5 tentang Pemberantasan Penyakit
Hewan Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1866);
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETA
JALAN PEMBEBASAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
(FOOT AND MOWH DISEASE) DARI WILAYAH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Peta Jalan Pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku lrFoot
and Mouth Disease) dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai program resmi Pembebasan
Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Dbease).

Peta Jalan Pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku (Poot
and Mouth Disease) dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU memuat strategi pembebasan Penyakit
Mulut dan Kuku lrFool and Mouth Disease).

Strategi pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku /Foot
and Mouth Disease) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA terdiri atas:
a. Strategi I berupa pengendalian penyebaran Penyakit

Mulut dan Kuku /Foot and Mouth Disease) berbasis
risiko secara bertahap pada seluruh wilayah; dan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA
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KELIMA

b. Strategi II berupa memperkuat sistem kesehatan
hewan nasional dalam mendukung pengendalian
Penyakit Mulut dan Kuku lFoof and Mouth Disease).

Strategi I pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku (Foof
And Mouth Disease) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA, memuat kegiatan:
a. Optimalisasi vaksin dan vaksinasi untuk seluruh

hewan rentan;
b. Pelaksanaan surveilans dan pelaporan;
c. Peningkatan pelaksanaan bioseanitg dan

pembatasan lalu lintas hewan dalam meminimalisir
penyebaran;

d. Penerapan kesiapsiagaan dan tanggap darurat;
e. Pemulihan produksi dan produktivitas hewan pasca

terkena Penyakit Mulut dan Kuku /Foot and Mouth
Dbease);

f. Penanganan dampak sosio-ekonomi khususnya bagi
peternak;

g. Koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder
dalam negeri maupun luar negeri dalam
mengendalikan Penyakit Muiut dan Kuku (Foot and
Mouth Disease);

h. Peningkatan kesadaran (atuareness) stakeholde4 dan
i. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan

serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Strategi II pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku /Foot
And Mouth Disease) sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA, memuat kegiatan:
a. Optimasi kewenangan sumber daya manusia

kesehatan hewan dalam menjalankan peran dan
fungsi veteriner;

b. Peningkatan ketersediaan dan kompetensi sumber
daya manusia tenaga kesehatan hewan dan para
profesionai kesehatan hewan ;

c. Penataan dan/atau pen1rusunan peraturan
perundang-undangan sistem kesehatan hewan
nasional;

d. Peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi
veteriner;

e. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana
dan sarana pelayanan kesehatan hewan; dan

f. Perencanaan, implementasi serta monitoring, dan
evaluasi pelaksanaan program resmi pembebasan

Penyakit Mulut dan Kuku /Foot And Mouth Disease)

(ocP-FMD).

Peta Jalan Pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku /Foot

And. Mouth Drisease) dari wilayah Negara Kesatuan
KEENAM
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Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sebagai acuan bagi:
a. Pemerintah pusat;
b. Pemerintah daerah provinsi;
c. Pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
d. Stakeholder lainnya.

Peta Jalan Pembebasan Penyakit Mulut dan Kuku /Foot
and Mouth Disease) dari wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesa sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja
Pendapatan Negara (APBN) dan Anggaran Belanja
Pendapatan Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Belanja
Pendapatan Daerah (APBD) kabupaten/kota, dan/atau
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Jrni 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
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SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yth:
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
Menteri Dalam Negeri;
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Menteri Keuangan;
Menteri Perdagangan;
Menteri Luar Negeri;
Menteri Kesehatan;
Menteri Perhubungan;
Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
Kepala Badan Pangan Nasional;
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
Gubernur seluruh Indonesia; dan
Bupati/wali kota seluruh Indonesia.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
t4.
15.
16.
t7.
18.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 285lKPrS/H(. 320 lW 06 / 2023
TENTANG PETA JALAN
PEMBEBASAN PENYAKIT MULUT
DAN KUKU (FOOT AND MOUTH
DISEASE) DARI WILAYAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA

A Latar Belakang

Peternakan 
_ 
merupakan salah satu subsektor yang memilikiperanan,penting bagi perekonomian Indonesia, terutama perekonomianmasyarakat di pedesaan. Berdasarkan data' yang dikeluarkan olehBadan Pusat Statistik (BpS) pada t"fr"" ZOif, subsektor peternakanmenghasilkan Rp. 268,t2 Triliun, UerttntriUusi 

".,.;;--;;ii;terhadap pDB nasional (BpS, p;'te;ltu"rr" o"t"_ argk 20221.Disamping itu, subsektor p"L."ut""*'li,g, u..r.or.,i.it-fr ;""i;i;penyerapan tenaea kerja. Berdasarkan hasii sensus pertanian 2013yang dilakuku., "ol.h eps,...riJrl"y" 'i".iror, 
sekirar 14.8oo.248rumah tangga yang bergerak di bidang p.,..T.U., (BpS, peternakanDalam Angka 2022). Setain b..ko;;.iffi"i,..i.arp pDB nasional danpenyerapan tenaga kerja, subsektor peternakan juga berkontribusiterhadap ketersediaan sumber Ufoii j.., - protein hewani bagimasyarakat. produk hewani, 

.se.pe.rti aagir;]^'teru.,_ dan susu sangatdibutuhkan untuk memenuhi teUutuhin-?"to., dan protein harianmasyarakat.

BAB I
PENDAHULUAN

. T.rn.k Blsar
20,222,a77

o.5to6

. AnllaT.rn.k
16,429,702

o.4204

Tcrnrk Kccil
45,143,8t4

t.l5%

Ungtas
3,851,081,05

5

97.92%

, Gambar I. Sebaran populasi hewan temak(sumber: BpS, petemikin Dalam aisii iDzl
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Kementerian pertanian membagi populasi hewan ternak ke dalam
1^_(:i3a9 t<1to1not, yaitu. ternak besar (sapi potong, 

""pi ;;;;:KerDau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi;, iernak
""Cq3: 

(ayam buras, ayam ras,peteiur, ayam ras pedaging, itik,'dan itikmanila), dan aneka ternak (kelinci dan iuyrrh). eopulisi"hew"r, t...r.Iterbanyak di Indonesia (202 1) berasat iari ketompok 
""gg; d;;;;jumlah sekitar 3,8 miliar ekor atau sekitar sz,sz% a".i tJ6r-p"p"i""iternak nasional. Jumlah tersebut diikuti oleh kerompok t.i"li.- tl"iidengan jumlah sekitar 

,4S J^.r|"_ ^ekor 
(1,15%), ternak besar denganjumlah sekitar 20 juta ekor [O,St%y, dan aneta ternak dengan jumlahsekitar 16 juta ekor(o,42o/ol. populasi ternak-ternak tersebut tersebar dimasing-masing provinsi di Indonesia dengan rincian sebagai b".ik;;, 

*'

1. Ternak besar: populasi hewan yang termasuk ke dalam kelompok
lernak besar yaitu: sapi potong, Japi perah, kerbau, d"" k;;;.Populasi ternak besar yang dibagi berdlsarkan p"f r"l_ii"V"fr-JiIndonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabei 1 Popuiasi ternak besar- per wilayah di Indonesia (ekor)(sumber: BpS, peternaian Dalim Aigka 2022)

Populasi ternak besar nasional secara keseiuruhan berjumlah20.222.87T ekor, dimana g:p*:i terUanyat-aaaiah sapi potongsebanyak 18.053.710 ekor gb,2zvo), diik;ii;; kerbau sebanvakt.19e.26o ekor (5,88%), sapi p;;;-';;;il"';A.#;-:r;:
(2,860/0l, dan kuda se ba nya k,i o r .-sl J'.k". " 

fT,i av"l. 42 % populasisapi potong nasional berada ai-p"f""";I*1' lz.szs.sts .to.;dimana mayoritas bera.ta_di p.out"Ii-jli"""ii'ri.r. 
1o. rss .82 4) dan

i]ff",i:?,-,h (1.863.322r,'""p",ii- ;;Gil;:" pada gambar

Wilayah Sapi
Poto

Sapi
Perah Kerbau Kuda

Sumatera 3.556.262 7.492 45L.397 6.085
Jawa 7.573.518 .428 229.867 29.99sBali dan Nusa
Ten 3.179.633 43 308.74L 75.778
Kalimantan 546.303 350 44.435 275Sulawesi 2.790.890 1.247 137.037 184.928Maluku dan pa ua 407.104 19 17.783 4.267Indonesia 18.053.710 78.579 1.189.260 01.328
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Gambar 2. sebaran populasi temak besar
(sumber: BPS, Petemakan Dalam Angka 2022)

Grafik di atas menunjukkan bahwa populasi ternak besar
terbanyak adalah jenis sapi potong yang mayoritas tersebar di
pulau Jawa (37,45o/ol, Sumatera (lT,ZSo/ol, serta Bali dan Nusa
Tenggara (15,72o/ol. Populasi hewan ternak terbanyak ke-dua
setelah sapi potong adalah jenis sapi perah yang mayoritas juga
berada di pulau jawa, yakni sekitar 9g%o dai totil populasi. 

-Sa]pl

p.gto.ng nasional terbanyak berada di provinsi Jawa Timur (3d 1
ribu),- Jawa Tengah (142 ribu), dan Jawa Barat (119 ribu). Adapun
ler3af kerbau terbanyak berada di pulau Sumatera 14St ritu1,
Bali & Nusa Tenggara (308 ribu), serta pulau Jawa iZZO ,iAu|.
Disamping itu populasi kuda nasional mayoritas berada di provinsi
Sulawesi Selatan (126 ribu) dan Nusa Tenggara Timur (125 ribu).

Ternak kecil: populasi hewan yang termasuk ke dalam kelompok
ternak kecil yaitu: kambing, domba, dan babi. Komposisi popuiasi
ternak kecil di Indonesia dapat dilihat pada gralik berikut ini;

Babi
8,011,776

t7.7 504

. K.mbint
19,229,057

42.50P4

Domb.
17,902,991

39.6604

Gambar 3. populasi ternak keci I
(sumber: BpS, petemakan Dalam Angka 2022)

Berdasarkan data terkait peternakan yang dikeiuarkan oleh BpS,pada tahun 2O2l total populasi t..r"t t.-"iir.""iorraf s.tita, +i]i
.1uta ekor yang terdiri dari 19.229.06T ekor tamting, lT.gO2.ggIekor domba, serta g.Oll.ZZ6 .to.- J.Ull'Ternak kambing
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w Kambing Domba Babi
Sumatera 4.633.718 1.086.814 738.09s
Jawa 10.096.726 16.671.126 t92.492
Bali dan Nusa Tenggara 1.805.651 116.808 3.081.610
Kalimantan 364.531 3.343
Sulawesi 1.979.O98 13.428 r.909.r84
Maluku dan Papua 349343 r1.472 1.294.644
Indonesia 19.229.067 17.902.997 4.o11.776

Tabel 2 Popuiasi ternak kecii per wilayah di Indonesia (ekor)
(sumber: BpS, peternakan Dalam Angka 2022)

Tabel 2 menunjukkan bahwa populasi kambing (S2,Slo/ol d,andomba 
.(93,_12%) mayoritas te.aaa di pulau Jawa, sedangkan

P^"^pyl1:i babi mayoritas berada di wiiayah Bali dan Nrl"" f.rrgl"ra(38.,46%) serta wilayah 
fr1taw91i (23,83%1. populasi f.amtii! ai

flrlLu Jawa berjumlah sekitar l0 juta ekor yang mayoritas berada
1,,_^.-:""]i: 

.l1wa 
lensah -(3,7s 

juia er.or1, jawi Timur (3,76 juta
eKorJ, dan Jawa Barat (1,4 juta ekor). Adapun populasi domUamayoritas berada di provinsi Jawa Barat 1t'Z,i luti ekor), .lawaTengah (2,3 juta ekor), dan Jawa Timur i1,4 j;i; ekor). Sedangkanmayoritas populasi babi berada di provinsi irtusa f.nggara Timurdengan jumlah 2,S juta ekor dan airkuti oiefr" provinsi SulawesiSelatan dengan jumlah sekitar 96T ribu.t o._ 

-..

J I:illO ,unggas: populasi hewan yang termasuk ke dalamkelompok ternak unggas yaitu: 
. 
ayam b"r.rr. 

"y"_ ras petelur,ayam ras pedaging, itik, dan itil manila. Komposisi poprfu"iternak unggas di Indonesia dapat dilihai p"J" S."ft berikut ini;

Ayam Ras

Pet.lur
368.191.874

9.550J

. Aylm Ra!
Ped.ting

3,r07,183,05
4

80.6a"1

Itik
50,311,991

1.31%

r ltik Mlnil.
8,339,847

o,22",6

r Ayam Burag
317,054.290

8.23"1

,^- _.,G"\?y 4. populasi ternak unggas
[sumber: BpS, petemakan Dalam eijXa ZOZzI

merupakan populasi yang terbanyak yaitu 42,600/o dari totalpopulasi ternak kecil. Popurasi ternak Lecil tersebar di seluruh
wilayah di Indonesia, yang dapat dijabarkan pada tabel berikut ini;

795.751
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Berdasarkan data petemakan terkait populasi ternak unggas yang
dikeluarkan oleh BPS, populasi ternak unggas nasional secara
keseluruhan berjumlah 3,85 miliar ekor. populasi terbesar adalah
jenis ayam ras pedaging sebanyak 3,1 miiiar ekor, kemudian ayam
ras petelur sebanyak 368, 19 juta ekor, ayam buras sebanyak 317juta ekor, itik sebanyak 50, 31juta ekor dan terakhir populasi itik
manila sebanyak 8,3 juta ekor. Seluruh populasi hewin ternak
tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Lebih jelas
terkait .sebaran populasi ternak unggas di berbagai wilayah
Indonesia, dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 3. Populasi unggas per wilayah di Indonesia (ekor)
(sumber: BpS, peternakan Dalam Angka2O22i

Tabel di atas. menunjukkah bahwa populasi unggas yang paling
dominan adalah jenis ayam ras ped-aging 1S, t tvtitiar- .to'4' yar,[populasi terbesarnya berada^di puiau.lawi, yaitu Jawa earatlZS6juta.ekor), Jawa Tengah (580 juta ekor), daniawa Timur (a01 juta
ekor). Be.rdasarkan pulau-, populasi 

"yu- ,r" pedaging paaa ta"frun2021 terbesar berada pada pulau Jawa sebesar 65,04%, kemudianterbesar kedua berada di pulau Sumatera sebesar 2O,2Oo/o.

P.d.TgfT pulau lainnya memiliki populasi ayam ras pedaging dibawah 10%o.

Aneka ternak: populasi hewan yang termasuk ke dalam kelompokaneka ternak ini adalah: .burung pry.rh dan kelinci. K";p;:i;ianeka ternak unggas di Indonesia d"p.t aifn"t pada grafik berikutlnl;

(.linri
1,202,57L

7.3204

Burunt
Puyuh

15,227,L3L
92.6801

Wilayah Ayam
Buras

Ayam Ras
Pedaging

Ayam Ras
Petelur rtik Itik

Manila
Sumatera 85.344.737 627.565. 135 86.499.305 1o.345.856 1.7 34.937
Jawa 119.613.787 2.021.059.080 232.877 .265 24.627 .541 4.896.105
Bali dan Nusa
Tenggara 22.237.977 | 17 .927 .621 16.267.292 1.538.600 60.511
Kalimantarr 25.728.2t5 221 .40A.37 3 r 4.872.588 s.562.088 t7 s.802
Sulawesi 57.4a7.350 I t2.O52.466 16.647.798 7 .695.571 1.325.549
Maluku dan
Papua 6.642.224 7.t70.379 LO27 .626 542.335 146.943
Indonesia 3.107.183.O54 368. 191.874 50.31 I .991 8.339.847

. Gambar 5. populasi aneka temak
(sumber: BpS, petemakan Dalam Angi.a 2022)

317.O54.290
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Populasi aneka ternak nasional pada tahun 2021 berjumlahsekitar 76,42 juta ekor yang terdiri dari ti,iZ 1lt^ ekor burungpuyuh .dan 7,2 juta. ekoi .kelinci p.p"L"i burung pulrrhmerupakan populasi teftinggi daiam kelomior. ,r"r.t, ,..rirti vli,,mencapai hingga 92,6g2" Silg seperti p"p"lr"i kelompok ternaklainnya, populasi aneka ternak;uga te.selal?ll..U"g"i wilayah diIndonesia. Sebaran populasi ,;.i; a;;;',}".ur, dapat ditihatpada tabel di bawah ini;

Tabel 4. populasi aneka ternak per wilayah di Indonesia (ekor)(sumber: BpS, peternak"" Oafuir*a, gka 20221
Tabel di aras menunjukkan bahwa mavorirasaneka ternak, ;il'";;;,; "I'l':.:'v_:ntas 

populasi kelompok
k.t ; ;;;;; ;i;,,fl:i'.il,ryTi,:"#1, *ffiH;\:H*jpuy,uh di pulau Jawa me.ngapai hingga f f ,iS:rta ekor dan totalpopulasi kelinci mencapd f,ingga 99?tt",it... populasi burunspuy.uh terbanyak beraia prd;-p.;;;;;;; rengah dan JawaTimur. populasi burung puyr:h provin;l ;;;; Tengah berjumlahsekitar 4,s9 juta .u":_-i.,-i" 

""1";". ;*";; 3o,rro/o dari totalpopulasi nasional. Adapun populasi Ur.i.rg puyrrh di provinsiJawa Timur beriumlah ..r.i,r^. iZal";r-;il: arau serara dengan28,t6o/o dari totat populasi. s.*"';;p,;;;b;;rg pu),uh, mayoritaspo.putasi kelinci juga u..ra"--Ji-"t'r"r;;;:, yaitu berjumlahsekrtar 993 ribu ekor arau ".tr." d.nj** g2,61%. Mayoritaspopulasi ketinci berada ai provlnsi.t;;;";;r. 
dengan jumlahsekitar 3S3 ribu ekor atau ".t.., a..rg"., 29,4Oo/o dari totalpoputasi nasionat. pooutasi k"ti;;; ,*'illrru setetah provinsij#A.r,UH .fl,it":, p-;.;;;;i, "#"ry- 
9ers,., jumrah

p o g ri r a si,, 
" 

i o,,-J. ilfu :.H;.,,iii.,X. X:ru ;*n : 
r; * :. j ::xjudut peternakan 

data m A"gk^';6;';,",Jf,i*proorksi 
subsek_torpeternakan nasional a ;"..ti.itur-rir-.i..J.T, 

"Ju,rr. 1 1,6 jura ton
IX:Er::'o''t 

dari hasii ternak besar, 
-f,.iui"'r.."i1, 

dan ternak

Wilayah Burung
Puf,uh Kelinci

Sumatera 2.770.659 95.019
Jawa 11.297.o45 993.497
Bali dan Nusa
Ten 90.7 79 7.323
Kalimantan 791.940 24.703
Sulawesi 319.445 9.8i8
Maluku dan pa a 17.323 72.217
Indonesia 15.227.131 1.202.571

No Jenis Produksi 2022 o/o

1
n

AydPro ku S Te ur ma Pete ur
5.1ss.998,00 44,24%

2 AyamdPro ku S D nagl c Ras
Pe on 3.426.O42,oo

J
29,4OVo

onProdukS uS uS S 962.676 ,66 8,26%
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BAB II
KONDISI PENYAKIT MULUT DAN KUKU SAAT INI

Kondisi PMK di Dunia

_ Terdapat 7 (tujuh) varietas pMK yang berbeda di dunia, yaitu varietas
9, A, C, Asia 1, SAT 1, SAT 2 dan SAT 3. Semua menimbulkan penyakit
dan infeksi yang sama, tetapi kekebalan terhadap 

"rt, u".i.tr" iii.t
memberikan kekebalan terhadap jenis varietas yang lain.

Pemetaan kondisi pMK global bertujuan untuk mengetahui kondisidan sebaran wabah di beberapa ,,.g"r, di dunia. Hiirgga saat ini,ancaman wabah pMK masih nyata. Lebih dari 1 miliar pEi""i r..tii aiseluruh dunia bergantung pada ternak untuk mata pencahariaa mereka;
"."Ty", wabah penyakit mulut dan kuku (pMK) menimbulkan k.;;i;"global 

_ 
tahunan yang diperkirakan mencapai miliaran aohr ?a.,menimbulkan risiko penyebaran penyakit yang berkelanjutan te aaerar,bebas. Pemetaan FMD terbagi -..,;"ai Z poot seiagai berii<ut:. Pool I : Asia Tenggara, Asia Timur dan esia Tengah. Pool 2: Asia Selatan

Pool 3: Eurasia Barat dan Timur Tengah
Pool 4: Afrika Timur
Pool 5: Afrika Tengah dan Afrika Barat
Pool 7: Amerika Seiatan

F

t
)

ckadl*ek&h,|6.1t!

Gambar 11. peta Sebaran pMK globalsumber: worrd Reference Laboratory i, r*i "ri u"uth Disease (*RLFMD)
Gambar di atas meruoakan sebaran pMK Global yang dimutakhirkanSeptember 2022. Dari 

,tsz .,.g.."*e"s;.r.i;onr{, sratus penyebaranPMK dapat dipetakan sebagai berikut:1. Sebanyak 9g nesara endemik dan belum berhasil bebas pMK (S3,g%)2. Sebanyak 6r neiara U.u"" plvrx tr;;;;J#"" i (s6,Bo/o)3. Sebanyak 2 nee;ra u.t"" prrax-a.ie;i 
"liil'r"", tr, rzto 

lr:?ilru 
13 nEgara memliki ,";;il;;;;;;san atau tanpa vaksinasi

5. Sebanyak 2 negara yang s^ebelumnya bebas pMK, kembali terlanekitwabah pMK pada tahun 2ozz, v"ii""i")^iilta., dm Indonesia tt,fu,l.

.,L

T

,'

I
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Pemetaan kondisi PMK global didetaiikan melalui data yang dirangkum
oleh FAo world Reference Laboratory for FMD (WRLFI\.iD) l..ar"i.t ..
]3qo.3l setiap negara (deteksi dan varietas, Genotipe dan pencocokan
Vaksin). Menurut WRLFMD, terdapat beberapa benua dimana wabahFMD- tidak terjadi dalam- 2 (dua) tahun teiakhir. Beberapa _if"y"f,tersebut meliputi: Amerika Utara (termasuk Amerika tengar. 

- 
ianKepula-uan Karibia), Benua Amerika seratan, Antartika dan BenuaAustralia. Di Benua Eropa sendiri, wabah FMD hanya terjadi di ;.g;;"Rusia pada relrtang periode Desember 2021 - Januari zozi a."g^"1?"i"varietas O/ME-SA/tnd-2 001e. Wabah FMD banyak terjadi dI BenuaAfrika dan Benua Asia.

i. PMK di Afrika

Penyakit Mulut dan Kuku (pMK) endemik di Kawasan Afrikamerupakan salah satu penyakit 
_ 
ternak paling menuil. ;;;;membawa kerugian ekonomi yang bergantrrg p"-a, ekspor t.i""[sebagai pendapatan. Kerugian aisiUaUt-an karEna penoiakan negaratu.iual ekspor dengan _kekhawatiran penyebaran pMK. Seb"agaicontoh, Botswana (pool 6)_te1ah menangguhian ekspor d"gi"; ;;;setelah adanya dugaan pMK (Reuter"]I e".""_" dengan AfrikaSelatan dan Namibia, Botswana .".*p.t." 

"alah satu- .k"p;;;daging sapi ke Uni Eropa. Selain itu, got"*a.r" j"g" _.",;[";;;daging^sapi dan sapi hidup ke ZamLia, iiiiua*r, Namibia danAfrika S-elatan. Negara lain seperti N"-iUi, j"g, melakukan ekspor
I"**. hidup dan daging 

"".pi ke negara ef?ika S.tutur, 
";;&;lrmportir terbesarnva. selain ellspor ke ingola fberbatasan lu,lg";.;dengan Namibia) dan Norwegia, 

-fra 
terseUit dapat Uerpotensi untukmemperluas wabah pMK ke rvilayah t".;""" .t'"por yang berada dibenua Afrika maupun benua Eropa.

r -- --a rloa

Iffi" --l 1

. x^ul,r

Gambar i2. peta Sebaran FMD di Benua
Berdasarkan Tahun d.an VarietiiSumber: World. Reference Laborato)rg i; ;;;;:;;;

(WRLFMD)

Afika

Mouth Di-sease



Gambar di.atas merupakan sebaran wabah FMD yang terjadi pada19 negara di Benua Afrika. Berdasarkan informasi L^EU"I,i..alpli
3 (tiga) jenis negara berdasarkan wabah pMK, meliputi:

1. Mengalami wabah pMK di tdnun 2O2l dan tahun 2022 (warnamerah)
2. Mengaiami wabah pMK di tahun 2022 (kuning), dan3. Mengalami wabah pMK di tahun ZOZf ifri;au).

Berdasarkan data di atas,. mayoritas negara di Afrika mengalamiwabah PMK di tahun 2022 (tanda kuningl Eengan persentase sebesar58%. berikutnya adatah jenis 3 (tiga) d;;;;;eux hr.,y, terjadi ditall,un 2O2l dan tidak ter.ladi lagi ji ,"f,"" iOZ2 dengan persentasesebesar 32Yo. Sisanya sebesa. if% ..rr"rt t.-a"t"-"i.rri" p".,1.""(merah) dimana wabah pMK terjadi berturut-tu.ut pada tahun 2021dan tahun 2022.

-)c -

2. PMK di Asia

I

r;
\

. PAKI'IAfl I:
Gambar i3. peta Sebaran FMD di Benua AsiaBerdasarkan Tahun d.an VaietasSumber: Wortd Reference Laboratorg fo, pJoilana-ruouth Disease

(WRLFMD)

Berdasarkan gambar Ol1!1:, beberapa negara di Asia (diluar Asia
Hi-frXTL tX'j[, i'jff:'u'" adanva t.fiiln pMK. bedd;kn;;;
seuagai b..il;;;'^'' 'rv5aro yang masih melaporkan terlaainya etili

Tiongkok: 23 Mei 2022, wabah tunggal dilaporkan pada babi dirumah jagal di Distrik.chancrh;;:";;;fr"d,o.,o*i 
Guangxi

3l:rie_Jtoqk ada genotrpe yang ditaporkan.tran: 153 wabah dilaoo.kr"^"p3_aZ il;r;;ill dengan strain yangberedar adalah o/ panasia-zerv;:n ;;; iTi."rlija*_. r r . Aktivitas
;:I'i'8H i1]t f#":.t-i" .i"ik; ";i;; iiiJt",.,^r.u,, Le bi;
trivalen (o, A & Asia- 1) 

telah divaksinasi -menggun"t"., 
urt 

"i,diselesaiLan_ 
* ,,urq_ r./ oan pemantauan pasca-vaX"i"r"i i.lrf,

a

b

lribNCoLra

CHINI.PQot --
.INDIA

]
:Lt

P

]I

t t
r

It,
lil
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c. Mongolia: Telah terjadi wabah O/ME_SA/lnd_2001e yangberlangsung sejak Agustus 2021. per 13 eprit ZOZZ, ka.aritinadiberlakukan di 145 lokasi yang tersebar al iS p.o"i""i.--- 
*-'

d. Israel: antara bulan April dan Juni 2022, SI *.b"f, ptr,X fipe Oditaporkan pada sapi, domba, kambing a"" U"Ui- ai'^U"iy"tlokasi di seluruh negeri. pada 12 Mei ZOZZ, 
".prrfr}, ""*p.fditerima dari Dokter Hewan Kimron. S.*tii"" 

- 
""*p"fdiidentifikasi sebagai FMD tipe O, sementara satu genom FMDVterdeteksi. Genotipe mengungkapkaa bahwa t.I"r.rUiiurr' it,milik sublineage O/ ME-SA/ p"rl6"i"_2arvr-ro

e. Palestina: pada bula:n Aprii dan Mei 2022, dua wabah pMK tipeO diiaporkan pada domba di Dura rlan sapi di eilqis, keduanyatertetak di Heb^ron di Tepi Barat. Sebanyai 12 ;;;;.i;;;-"pada t2 Mei 2022,. Semuanya adalah pMK tip. b.-C.".tip.mgngungkapl<11_U{_rwa delapan virus (dari f.pi e"r"tf i_riftsubline age O / ME_SA/ parrg"i"-2eNr- ro, 
"La""gt"."- ._*t ii*,- Jalur Gaza) milik toporipe EA-3.f. Uni Emirat Arab: p;da iVI ei 2022, 15 sampel (2 ekor kijang arabdan 13 dari sapi, domba dan kambing) dliterima. C."l,ip? a*i

:]1: Irj""*. berasal dari O/ ME-SA/ panAsia_2eNr-ro. Sementaravrrus yang *1"j".1 memiliki garis keturunan yang ,"t"tii L.ruyaitu O/ME-SA/SA_2018, ib.lr-rry" ditemukan di India(2018) dan Sri Lanka (2O1g).

Kondisi pMK di Asia Tenggara

Distribusi pMK secara global selanjutnya adalah wilayah AsiaTenggara. witavah Asia Tenggala a;."_;;;;;i mengatami seransan pMKbaru dari ,.g.i"-.r.g".. o-p-t"t 
"ler"ir.d."t,, Nepal dan InJial yangtermasuk garis keturunan- o/ME-SA/inJ-ruOl. yang sekarang dominan.WoAH metaporkan wabah. ai .ii"iJ-x1.iio;a pada awat 2O2t d,anFebruari 2022. Berikur lebih T"_;i;.;;;ii .,.gu., di wilayah AsiaTenggara yang melaporkan wabah prrrrip"j"'ilr-l un 2022.

1. Indonesia: Wabah pMK Tipe O dilaporkan perrama kali pada bulanMei 2022 di pulau Sumatera d.; ilil;;;, provinsi di pulau Jawa.pada bulan Mei dan. Juni 2oii *"["fr-i.r:.Ai di banyak daerah.Berdasarkan hasil, identifik";i-g;;;6 menunjukkan virus yangmenyebar termasuk kedalam ;"b ;;;i: k.tr.ur,rr, o/ME_SAltnd_2001e. Lebih rinci rnsngsn"i p.ry"ir."n pMK di Indonesia, akandibahas lebih rinci pua" J"uu"f,;;L;;il..
2. Malaysia: pada 11 iuni 2022, sebanyak 14 sekuens pMK tipe O Vplditerima dari Maiavsia" Nr;;;i"il;,r i,l-.rr,oo (MNFMDL). Samperdiperoleh dari kertau, s.ap1 .dan t"_U-i"f"Ji berbagai lokasi denean

ffi ::i?*H5'Xdi:ilHi,"'-'.i,#r;y,l:;'zozil-'o.","ti0."'i5l*
3. Thailand: pada 10, Mei 2022, sebanyak 20 sekuens FMDV Vplditerima dari Thailand R.si;""i";:i;;;ce 

. 
Laboratory (TRRL) dipakchong. Sampet ".tr."" Elr.rlrr;i,i;;,:"^., sapi di tujuh provinsi(Chiang ir4ai, 

-Chiang. 
Rai, X.rUi,--lr'*in,r,.,, Lopburi, NakhonRatchasima dan rua"trron 'si";;;#:,i"! 

antara Januari danNovember 202 1. Geotipe-menunjukka",-I plrf rermasuk tipe O ME _SA/ rn d -2 00 I e d.an 1 2'pu r i.._,"1"1*iio". i,i.ro 2.., _ r,

B.
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C. Kondisi PMK di Indonesia

- Indonesia dinyatakan bebas pMK pada tahun 19g6 dan diakui worrd
Organiation for Animal Health (WOAHi sebagai negara bebas pMK tanpavaksinasi pada tahun 1990, Indonesia kembali milaporkan kasus pMK
atau Foot and Mouth Disease (pMD). Kasus pertama kali dilaporkanterjadi di Kabupaten Gresik,..Jawa Timur, pada akhir Aa" epii-iOZ,Zdan kasus-kasus susulan {ilaporkan t.4rai ai kabupaten i"i-" 

""p..trKabupaten Lamongan dan Mojokerto p^d, awal Mei iozz. a".iLuiri.ri
masa kejadian awal kasus pMK di Indonesia.

Gambar 14. Lini masa kejadian awal kasus pMK d) Ind.onesia

, Berdasarkan gambar diatas, wabah pMK diduga pertama kali teriadipada 2z Aprit 2o2?^ .an ditaporkan p^ar- z? 
.op.ii"iiiz.."ijrr"

teridenti{ikasi pada 4O2 sapi potong yang tlrsebar di S (lima) kecamatandan 22 desa di Kabuoaten Gresik -yang-t.._."rrt 
di wilayah utara danbarat surabaya. Kasus teaua^aiiapJ;;"";; t Mei 2022 di Kabupaten

!11o1s1".n"rat yang menginfeksi 1oz sail JJtong di 3 kecamatan dan 6desa. Selain itu, reriadi infeksi pada ooi Japi pi."s, -""pJ.;.;; 
;r"kerbau di I 1 Kecamai"" du;i4 J.;;i*It"?r,., Sidoarjo.

Pada tanggal B Mei 2022, pMK dilaporkan menyerang 14g ekor sapipotong tersebar di 9 kecamatan dan f S desa. ilrlritung sejak S Mei 2022,PMK telah menyerang r.z+T sapi-n.i"* ;; o' esik,,Lamongan, sidoarjo,dan Mojokerto. Konfirm-asi p""iir irnax EftJLu" oreh pusat veterinaiiaFarma Surabaya. pada o xrtii zozz, i"""" Errlf i:s" ditemukan pada sapidi Kabupaten Aceh Tamiang. M;;;iln#tmomentum rdul Adha Jy;G ,;;ffi;IiJ*- *::;:.fi#..fi.:ffi1
['i"iH;,.I?i:[-".3,T -.9:loi 

-*iilIilil 
r.rua itu, pergerakl.,

menjadi salah satu ,rI"* 
melakukan perlalanan 

"""t 
' tJ*'oii.rg.

wabah pMK. Duqaan 1^-flot 
v'"s mendorong peningkatan ;;y;;;;"

ada,ah;;"il;;h.qti.T?e"."?;.1,11;5_:;1ffi:::y;ffi 
J#?"".xxSurabaya melakukan ".:q1;r,F:'#;.ilft bertokasi di Jawa Timur.Hasil pengujian menvatakan bahwa pffaX V.-rg mewabah merupakan

i5)iX5:.;,iX1r;.1".f* 
nae sar;'1i".,*. ,iilroo, dan sublinJag; e

3 Mei 2022 6 Mei 2o22

r Xabup6len ,€6h T€mi6ng

"r..,rX1XflT##.1 
2022, Kementerian pertanian- mengetuarkan dua

x.p,t.,"u.,ii.;;;i;i.i#,'"Trft :-ilTT,ilf ,#IH.#"f.?.::iT
Daerah wabah Penvakit rrr"r,rt a"r, 

^;il6#i and Mouth Disease) pada

2A Aptil2o22

5 Mei 2022
. Iorat t 247 6*0r di Kabupateh
Gresik Lamon8an Brar,
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D

Beberapa Kabupaten di 
.provinsi Jawa Timur. Kedua, Surat KeputusanMenteri pertanian No'404 ran"n ioii.#; penetapan Daerah wabahi:ffilI #;Jil"iil"f "t" rp'"i''#-ri",,ti' s'"."se) di Kabupaten Aceh

Perkembangan Wabah pMK di Indonesia

Kondisi wabah pMK di Indonesia dapat dikatakan sudah melewatimasa puncak penularan.^Dut, p..t"_Uilgrrr- rnAX diambil sejak Aoril
,.,r'-T#eXiovember 

2022' ;^[;;;;ilffi;ft'," pMK dapat olirrat paaa

t5e0

r20@

9000

80oo

3e0

a

"lt{q\Y}vl$ri'"t'";$$$$

Gambar 15. Data perkembangan pMK di Indonesia
Berdasarkan gar

me-ngalami p..,irgt .tr1bi:-,-q] 
atas'. pergerlkan 

. P.!IK di Indonesia
bu ra n A prl ) oil.'p^J"iXe;:ilfi:fr J?:["ffi,,,::: r,ri i l,p.,r"i" olo,pada 26 Juni 2022 dengan tord l;;;;";;'J:: 93" mencapai purcaknya

#""?.;,ff T::.'Tfi :4i,u..1".J'ii"d#-oiit'i"'.l#'lj,i';iliiSil

i*H:{i'*.'*.'"*t*ft nil';.}iili:T[tif.:='t:*6.806 ekor t.rrrk u".r? .1u,,",11,.i^.r",^:11""Iu. sebesar 15,4% meniadi

ful,f Ift-H*f$,i,t$gil;f +1*,,h#l:,T,,-f ffif f
fi it{'##:;i:}"",,X[u"['Jfl1ffi #l';il',?,:Ht#f ,#".#*,#J

Porgmk n [rsr ptl llrrirn Img0ilfl _ lht S.fir

-_ Berdasarkan lnfornwabah pMK yans l1l,i 
Pt"?iggulangan dan Tindakan penceeahan

pe.banaingan j"f;i, f.'-f]f'" ottt' Kementeri
ewan ternak y;il";;;:il ,^,?ilfl"1ili., ffir.t
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Tabel 5. Produksi Subsektor petemakan di Ind"onesia 2022
(sumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 20221

Berdasarkan tabel di atas, produksi tertinggi nasional berasal dari
produksi telur ayam petelur yang jumlahnya mencapai S,15 juta
ton atau sekitar 44,240/" dari produksi nasional. produksi tertinggi
berikutnya berasal dari produksi ayam ras pedaging deng;;jumlah mencapai 3,42 juta ton (29,4%), dan diikuti Jtetiproauisi
susu ,segar yang jumlahnya mencapai 962 ribu ton (g,260/0).
Produksi terendah nasional adalah produksi daging kuda'dengaljumlah sekitar 1,5 ribu ton per tahun. Jika dilih;t lebih deAil,
kh-us rs untuk produksi daging sapi dan kerbau, produksi per
wilayah untuk sapi dan kerbau dapit dilihat pada gambar berikut
lnl;

4 Produksi Daging Sapi (Ton) 437.783,23 3,7 60/o

J
Produksi Telur Ayam Buras
(Ton) 3,27Vo

6 Produksi Telur Itik/Itik Manila
(Ton) 363.134,75 3,120/o

Produksi Daging Babi (Ton) 323.669,56 2,780/o

8
Produksi Daging Ayam Buras
lTon)

272.OO1,20 2,330/o

9
Produksi Daging Ayam Ras
Petelur (Ton) 146.303,06 I ,260/o

10 Produksi Daging Kambing (Ton) 6t.724,99 0,s3%
11 Produksi D n Domba on 55.863,16 o,48%

12
Produksi Daging Itik/Itik
Manila (Ton) 44.198,05 0,38%

Produksi Daging Kerbau (Ton) 20.972,29 o,780/o
14 Produksi Daging Kuda (Ton) 1.526,97 o,o lo/o

Total 11.653.506,75 100,00%

1,O2'tr

B.li r,.. Nue ]. rEoaE
13,22y, I ,'\

59.12%

Gambar 6. produksi Daging Sapi dan Kerbau
Menurut pulau di IndoneZia 2022

(sumber: BPS, petemakan Dalam Angka 2O22)

BPS memperkirakan oroduksi sapi dan kerbau di Indonesia padatahun 2022 akan mencapai cS6,zO.ib;-to; dimana produksiterbesar diperkirakan al"r, te4aal 
-ai 

iriau Jawa dengan

381.612,83

1J
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komposisi 59,12o/o. Produksi terbesar berikutnya diperkirakan
terjadi di Pulau Sumatera 116,47%.\ serta Bali dan Nusa Tenggara
(13,22o/ol. Hal ini berarti bahwa hampir 9OVo produksi sapi dan
kerbau akan sangat bergantung di ketiga puiau ini.

Selain itu, masyarakat Indonesia juga gemar menkonsumsi daging.
BPS memperkirakan Konsumsi daging sapi dan kerbau di
Indonesia mencapai 695,39 ribu ton pada tahun 2022 :unt:uk
memenuhi kebutuhan 274,85 juta jiwa penduduk Indonesia.
Distribusi konsumsi daging di Indonesia berdasarkan pulau dapat
dilihat pada gambar dibawah ini;

MALUKU OAN PAPUA II',*
suL^wEst tr,ro
SUMATERA 1,64

KALIMANTAN 1,11

BALI g NUSA TE NGGARA
2,54

JAWA
3,4t

0,0o o,so r'm t,5o 2,oo 2io 3po 3,so

Gambar 7. Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau Menurut pulau
di Indonesia tatrun 2022 (kg/kapita/tahun)

(sumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 20221

Sama halnya dengan produksi, konsumsi daging terbesar juga
diperkirakan akan terjadi di pulau Jawa dengan tingkat konsum-si
sekitar 3,47 kglkapita/ tahun, diikuti dengan pulau Bali dan Nusa
Tenggara sebesar 2,54 kglkapita/tahun. Hal ini mencerminkan
tingkat daya beli masyarakat terhadap daging sapi dan kerbau di
kedua pulau tersebut relatif lebih tinggi diba;ding pulau lainnya.
BPS juga mnegidentifikasi bahwa DKI Jakarta, Jawa Barat dan
Jawa Timur merupakan 3 (tiga) provinsi dengan konsumsi daging
tertinggi di Pulau Jawa.

Rerdasarkan prediksi yang dikeluarkan oleh BpS, maka supplg_
dem.and.terkait daging sapi dan kerbau dapat dilihat p"aa g"mti.
berikut ini;
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!
Proie

r

Gambar 8. Supplg4emand Daging Sapi dan Kerbau
Menurut Pulau di Indonesia tahun 2022

(sumber: BPS, Peternakan Dalam Angka 2022)

BPS memperkirakan bahwa pada tahun 2022, ketersediaan daging
sapi dan kerbau di Indonesia masih mengalami defisit sebesai
258,69 ribu ton. Hal ini berarti bahwa demand akan lebih besar
dari supply, dimana BPS memperkirakan Sebagian besar defisit
daging sapi dan kerbau ini akan terjadi di pulau Jawa (-242,26
ribu ton) serta Puiau Sumatera (18,74 ribu ton). Untuk itu, maka
prioritas penambahan ketersediaan daging sapi dan kerbau
(produksi maupun impor) perlu difokuskan pada wilayah pulau
Jawa dan Sumatera.

Produk hasil peternakan juga merupakan
komoditas ekspor dengan distribusi yang
gambar berikut ini;

salah satu produk
ditunjukkan pada

Gambar 9. Distibusi uolume ekspor hasil petemakan
menurut komoditas tahun 2021

(sumber: BpS, petemakan Dalam Angka 2022)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa Sebagian besarkomodita s- ekspor produk peteinakan .a"r"r, komoditas lemakdengan 82,35o/o diikuti dengan susu a"" 
-["p"f" 

susu sebesar17,14Vo. Volume ekspor proluk t..."t-fuau"tahun 2021 juga

7
I
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mengalami peningkatan, khususnya untuk komoditas daging sapi
sebesar 153,06% atau 42,2 ton dibanding tahun sebelumnya.
Sedangkan volume ekspor untuk komoditas susu segar mengalami
sedikit penurunan yait:u 1,94o/o atau 495,O5 ton dibanding tahun
sebelumnya.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia berdampak signifikan
khususnya pada subsektor peternakan, dimana subsektor
petemakan mengalami kontraksi yang cukup dalam dari 7,78o/o
pada tahun 2019 menjadi -0,35% pada tahun 2020. Sedangkan
penurunan laju pertumbuhan ekonomi subsektor peternakan ini
tidka terlalu berdampak signifikan terhadap Nilai Tukar peternak
(NTP) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini;

l r&H.rt y..rt DlHttr. hd
Ternak B€!3r

Ternak Xecil

Unttas

HasilTernak

Id.fs H.'!. frt3Dlt Fr hrl
l(onrumsi numah Tantt

Mallhan. Minuman dan Tembikru

Fetaien den Ala! Xili

Perumahan, Air, LiJtril dan glhan Belrr Rumah T.ntla

Perlentlap.n. Peralrtao d..l1 pemeirharaan Runn Rumah Tantga

Transponisi

lnto.m.ti, (omunitarr & l.ra Keuantan

Relreasr. Olahra& d.n Bud.y.

Pendidikin

Penyediaan Makanan dtn MinumEn

Ferdlvatan Pnbadidan Jasa Lejnnya

lLF ProdolslI9!n tbdl.n Bar.tt iroftl
Bibir

Obet-Ob3tan dan p.l.n

Sewa deo Pengetu.ran Lainnya

Tran!ponesi den (omunrkiii

Earant Modal

Ugah Buruh

lorpi
104.62

t03.6,1

10l,la

102,02

t0,,?,

l03,oa

102,61

105,1{

101.65

l04,47

105.46

101,20

103.37

105,t6

103,91

10a.05

.t&.82

10rr5

105,01

1.05,s9

101.47

r02,29

102,57

10r.14

to.,B

106,01

105,!l

101,09

t0s,t0

ro,,n

105.r1

t 06,0,1

108,30

102.58

107,49

107.86

loil.l0

104,{3

t07,67

104,7s

106,25

108,62

10 ,tr
107,28

106.l7

102,67

103.03

rot,57

106.84

to,,rt

109,80

109,9,a

l(N,56

t06,50

loa,5t

LO7,75

108.31

11t.33

10t,79

r09.82

109,73

r04.87

104,95

109,09

t0{,90

t07,86

t11.09

t0',tl
110.56

t0t.75

r0t.9l

103.60

104.78

108.78

Tabel 6. Produksi Subsektor peternakan d.i Ind.onesia 2022(sumber: BpS, petemakan Dalam Angka 2022)

XomodlL3
2019 2oilo 2021

fII.l ?uLr hnl rt,t2 96,08 99,t9
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Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa NTP mengalami
peningkatan dari 98,08 pada tahun 2O2O menjadi 99,19 pada
tahun 2021, walaupun jika dibandingkan tahun 2019, maka NTp
tahun 2O20 mengalami penurunan sebesar 0,74. Hal ini berarti
kesejahteraan peternak terus mengalami peningkatan ditengah
lesunya perekonomian nasional akibat pandemi Covid- 19.

Data yang disajikan BPS pada buku statistik 'peternakan dalam
angka 2022" yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan
bahwa subsektor peternakan di Indonesia merupakan salah satu
subsektor yang potensial dalam menggerakkan pembangunan
nasional, khususnya dalam memperkuat perekonomian nasional.
Produksi yang dihasilkan selain dapat digunakan dalam
memenuhi konsumsi panga nasal ternak juga dapat dijadikan
komoditas ekspor yang berkontribusi terhadap produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia.

Namun subsektor peternakan nasional saat ini sedang
menghadapi musibah dengan masuknya virus penyakit Mulut dai
Kuku (PMK) ke Indonesia. Menurut World Organi zation for Animal
Health (WOAH), Penyakit mulut dan kuku (pMK) adalah penyakit
virus tern_ak yang parah dan sangat menular yang memiliki
dampak ekonomi yang signifikan. penyakit ini menyJrang sapi,
babi, domba, kambing dan ruminansia berkuku belah lainnva.
IMI r-nelrpakan penyakit hewan lintas batas (Transbound.Lry
Animal Dsease - ?ADs) yang sangat mempengaruhi produks"i
ternak dan mengganggu perdagangan hewan dan produk hewan di
tingkat regional maupun internasional (sumber: ).

Proyeksi kondisi peternakan Indonesia yang disajikan sebelumnyamerupakan proyeksi data sementara - menggunakan datasementara hingga bulan April tahun 2022, Jedangkan pMK
pertama kali terjadi kembali di Indonesia pada bulan ipril 2022.Hal ini berarti proyeksi yang dilakuk.r, d"p"t terkoreksi akibat
ig,T]" anom.ali.terupa penyebaran virus pMK yang tentunya
berdampak signifikan bagi te.rnak, khususnya Sipi, fambing,
Domba, Kerbau, Babi dan ruminansia berkuku belatr. ienyebara"n
virus PMK yang terjadi semenjak April tahun 2022 tersebui secaraotomatis menyebabkan Indonesia bukan sebagai negara bebasPMK setelah tahun 1990 Indonesia mendapat pengakian WOAH
sebagai negara bebas pMK. Hal ini tentunya sangat merugikansubsektor peternakan nasional. Berdasarkln haj Focu;'C;;Discussion (FGD) maupun ind.epth tnteruiew dengan u.o"i^Ipeternakan dan kesehatan hewan di Indonesia maupun peternak
di. Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka diketahui bahwa pMK
telah memberikan dampak signifikan U"gl pe..t o.romian peternak.Kerugian-dialami peternak mulai dari ti[.ro"gry, produksi danpenambahan biaya sehingga menyebabkan ke.,intungan peternakmenurun drastis, bahkan sampai merugi saat puncak-pfrrffi t.4"ai.
selain itu, wabah pMK- juga menyebabkan Indonesia tidak bisamelakukan ekspor produk p.t..r,"ukrn ti,"."""y, produk yangberasal dari ternak rawan terpapar pMK sepertl sapi, kambing,domba, kerbau, babi beserta pioduknya. Xo"ji.-.i ini dalam jangkapanjang tentunya akan mempengiruhi neraca perdagangan
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Indonesia maupun pemenuhan kebutuhan daging dan susu di
Indonesia. Sebaran PMK pada ternak sapi, kerbau, kambing,
domba dan babi tentunya akan mempengaruhi produksi ternak
dan produk asal ternak yang dihasilkan.

Wabah PMK yang terjadi pada talirun 2022 ini menyebabkan
pemerintah Indonesia akhirnya membentuk tim Satuan Tugas
(Satgas) Penanganan PMK yang terdiri dari beberapa
Kementerian/ Lembaga Pemerintah non Kementerian dalam
menangani wabah PMK. Tim Satgas diberikan waktu hingga bulan
Desember tahun 2022 untuk menangani wabah PMK secara efektif
dan efisien. Perkembangan harian kasus PMK di Indonesia dapat
dilihat pada gambar berikut ini;

.${q\Y$k;'"),"i',t$'.t'il';}$t$\rr",slH";q4S$b"t""gs'

Gambar 10. Grafik perkembangan kasus pMK haian secara
nasional

(sumber: https : / / crisiscenterpmk. ditjenpkh.pertanian. go.id/ )

Hasil kerja tim Satgas penanganan pMK mulai terlihat dimana
semenjak akhir Agustus .tahun 2022 hingga 13 November 2022,kasus harian PMK mulai melandai. Hara'fannya wabah pMK diIndonesia segera berakhir dan -wabah aapat 

- 
berubah -..rj.Jiendemi. Langkah berikutnya adaiah mendapatkan p..rg."uir^.,dari WOAH agar Indonesia kembali menjadi ,r.g"." bebas pMK,

baik dengan maupun tanpa vaksinasi. Untuk itu, Indonesia perlumenerapkan The Global Foot and Mouth Diseases Control Strateggyang dikeluarkan woAH sebagai pedoman dan standarpengendalian PMK menuju negara bebas pMK. Indonesiadiharuskan untuk meneripkan standar progressive Control
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0

Pugrnku lrss PtI lhdrn [m$0ilf[ - Drtr Selit
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Pathway Foot and Mouth Disease (pCp-FMD) maupun standar
Performace of Veterinary Services (pVS) yang ierkaif pMK dalam
mengendalikan PMK dan penyakit hewan lintas batas lainnva
un_tuk bisa mendapatkan pengakuan WOAH sebagai negara bebls
PMK.

I-)alam rangka mengendalikan dampak pMK khususnya bagi
ekonomi Indonesia serta mendapatkan pengakuan WOAH sebagfi
3.91."_. bebas PMK agar aktivitas perdagangan internasioial
kembali normal, maka Indonesia perlu "menyusun 

program
pengendalian pMK resmi berbasis risiko. Untuk itu, riaka
diperlukan_ peta jalan (roadmap) pengendalian pMK nasional
menuju Indonesia bebas pMK.

B Sejarah Indonesia Bebas pMK

Penyakit mulut dan kuku (pMK) adalah penyakit yang disebabkanoleh virus yang menyerang hewan 
'ruminansia 

berkuku belah. VirusPMK dapat menular melalui udara dengan radius hingga 10 km. Selalnitu, virus PMK juga dapat menular melalui kontak-l-angsr.rg t".r.t
If,nB jelqapar..Hewa_n yang renran terhadap penyakit mut-ut a"an tuturnr aoalah sapr, kerbau, domba, kambing, dan babi. eenyakit muluidan kuku_sangat ditakuti oleh semua ,r.gi." ii arrrri., karena memilikidampak ekonomi yang sangat besar. Saft ini masifr banyak negara didunia vang berum bebas Jari penvakii -","i- a"" ur.r.- o.gi"iJ"IiDunia untuk penvakit Hewan (WOIH) -."r_U"frtrn penyakit mulutdan kuku ke dalam a,aftar plnyaHi p.-.i,"". Sejak tahun 1990,penyakit mulut dan kuku_ meiupakr., p..ryukit eksotik d;; ;";;;;;masuk.dalam daftar penyakit hewan strateli" 

-1efffraS1. 
Nama lain daripenyakit pMK antra tain 

-aphthae ephootici (llil, 
"pitn"ii 

j.*r, Zi,foot and mouth disease (FMb).

Penyakit Mulut dan 
. 
Kuku (pMK) disebabkan oleh virusAphthovirus, familv picornaviridae. nda Z s.roiip. ui.r", v"iirl;. 

"; 
A:Asia 1, dan SAT (Stuthern African f...i,".*j 1,2, d,an 3. Virus pMKterutama menverang hewan berkuku belah' dari ordo Artiodactvla.Viru s p M K j u ga te la h dilap o.k"" ;; ;; ;;;;rri;ib 

"p. "r.1,ii-iit"il li;liar, termasuk kerbau tjll!", bi;;;;-j;?;p;h, unta, dan beberapaspesies rusa dan kijang. pMK arp"t ai".grr, ii"g"" vaksinasi serra lesipada kaki dan mulur dapat sembuh (seteiah aiUeritan terapi antibiotik.antipiretik, multivitamin, dan lainJalni. 
'p..i,lU, 

ini ditandai densanterbentuknya lepuh dan erosi.pada _"Li,'irirrr, s""i,l"Cr; ft;ft:puting susu dan kulit di 
".kit., t"i.".- pfrif menular sangat cepatmelalui kontak langsung m1upyn tidak langsung dan dapat ditularkanmelalui udara' penvakit murui aan hku J-a'p-Ji menimburkan kerugianekonomi yang besar 

1.:1.:_1 
b.;[;;;s;;:''o.oduksi dan menjadipenghambat perdagangan hewan dan p.oj.,L-h.*".r.

Penyakit murut dan _kuku pertama kali masuk ke Indonesiamelalui impor sapi perah dari e.["a;'pla"t.pt._U.. 1887. Wabahpenyakit mulut dan kuku,dimulal ;1 ilffi,;awa Timur, kemudianmenyebar ke beberaoa 
-dr:i3h ".p.;i':;1;tera (1892), Sulawesi(1eo2l, Katimantan 1isoo,, Nre f]e'1 1i'ai,I"iiror., (1e13). Epidemiyang menyebar ke negara-negara esparu lainnya didominasi oleh
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serotipe O. Pada tahun 1952, guna mempercepat penanganan wabah,
pemerintah mendirikan Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku
(BPPMK) di Wonocolo, Surabaya. Lembaga tersebut berubah nama
menjadi Lembaga Penyakit Mulut dan Kuku (LpMK) pada i959. pada
tahun 1964, vaksin penyakit mulut dan kuku mulai diproduksi
sebanyak 58.300 dosis. LPMK kembali berganti nama menjadi Lembaga
Virologi Kehewanan (LVK) di bawah Direktorat Jenderal peternakan
Kementerian Pertanian. Badan ini berfungsi sebagai laboratorium
rujukan regional untuk penelitian penyakit mulut dan kuku di
kawasan Asia Tenggara. Sejak tahun 1976, metode produksi diubah
menjadi metode kultur sel, yang memungkinkan peningkatan produksi
vaksin PMK 20 kali lipat.

C

Pemerintah memulai kampanye vaksinasi massal untuk
memberantas penyakit mulut dan kuku pada tahun 1974. provinsi Bali
dinyatakan bebas penyakit mulut dan kuku pada tahun 197g, diikuti
oleh_ Jarva Timur pada tahun 1981. Sayangnya, wabah itu muncul
kembali pada tahun 1983 . pada saat ilu penyakit sapi menyerang
Blora Jawa Tengah dan menyebar ke berbagai dae.ah. s.t.t"r, rt"]pemerintah melakukan penandaan atau pembunuhan herrran yang
terinfeksi, pemantauan pergerakan hewan dan desinfeksi y""g klt-";
Program vaksinasi kemudian dilaksanakan lebih intensif secari rutin.
Akibatnya, tahun tersebut merupakan epidemi pMK terakhir di Jawa.Setelah menjalankan vaksinasi rutin yang berakhir pada fSSi,Indonesia dinyatakan bebas pMK. Hal tirs#ut diumumkan Mentandalam Surat Keputusan Menteri pertanian No.
!p!/{n114t1.51o1s11986. Bebasnya rndonesia dari wabah pMK jugadiakui ASEAN pada tahun 1990. Hal ini menunjuktan tndonesia brliu-hsatu abad lebih untuk benar-benar keluar dari wabah pMK.

Amanat RPJMN dan Renstra Kementerian pertanian

Agenda Pembangunan Nasional I (pNl) mengamanatkan untukmemperkuat ketahanan ekonomi untuk p"irb".rglr.ru" y;;;berkualitas dan berkeadilan, yang dilakukan melalui:

1. Pengeloiaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhanpangan dan pertanian serta pengeloraai kemaritiman, k;i;;i;;dan perikanan, sumber aaya ai"ir, 
"r_b.. a"V^ ..r.rgi, 

-";.d
kehutanan; dan

2. Akselerasi peningkatan nilai 
. tambah pertanian dan perikanan,

fem11t]m_an, energi, industri, p..i*i.Jt", serta ekonomi kreatifdan digital.

Berdasarkan pN 1 tersebut, terlihat jelas bahwa sektor pertanian,dalam hal ini termasuk peternakan, 
"arrg"t 

_.*"g".,g peranan pentingdalam memperkuat keiahanan .[";;;i-;;l;na]. Sektor pertanian
fl:,::T.:,k_an peningkatan keterseaiu"", rt".. dan kuatitasKonsumsl pangan nasional dalam memenuhi kebutuha; ;;;;;;nasional. Selain itu, sektor perrani""_ ju;;-pe.h_, memastikan adanyapeningkatan nitai tambah pertanian d;";J;;i"ya sehingga mampuberdaya saing dan meninltatla; .6";';;onal, sehingsa dapatberkontribusi terhadap prodirk Do-.;;l;*i.-tpoel nasionat.
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Kementerian Pertanian diharapkan dapat berkontribusi terhadap
Program Prioritas 3 (PP 3) dan program prioritas 6 (pp 6) yang
merupakan penjabaran dari pN 1. pp 3 yang dimaksua aa'alaipeningkatan ketersediaan, akses dan kualitas- konsumsi pangan
sedangkan PP 6 yang dimaksud adalah peningkatan nilai tamb?h,
lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan iidustrialisasi, ae.rga"
sasaran dan indikator yang terkait dengan Kementerian pertaniin,
khususnya peternakan yang terkait deng=an pMK, ditunjukkan pada
tabel berikut ini:

A.3

8.2

Peningkatan
ketereediaan, akses
dan kualitas
konsumsi pangan

Peningkatan nilai
tambah, lapangan
keda, dan investasi
di sektor riil, dan
industrialisasi

7. Konsumsi daging
(kglkapita/tahun)
8. Konsumsi protein
asal ternak (gram /
kapita/hari)
16. Ketersediaan
protein hewani (futa
ton)
18. Produksi Daging
(Juta Ton)

Perrumbuhan pDB
Pertanian (7o)

t3,2 t4,6

10,9 11

2 924

3,8 4 9

3,5 4,1

Tabel 7. Sasaran dan indicator pembangunan nasional terkaitPetemakan (sumber: pirpres l-e t"nuniOZOt

Sasaran dan indikator pembangunan nasional terkait dengansu bsekror pe ternakan 
""p..ii dij abaik'an 

-pai.-iu 
ur. ? d;; i;;d"#drjabarkan menjadi indikator ti"".:i. 

",Iil'." iementerian pertanian.Indikator kinerja utama tersebut r<rrlsusnfa-tertait sektor peternakan

hl. i.#?:.1,:,.r..d ^-p"k ^r.i 
u.t 

"a""vl 
^'pir 

ii' a upu t a u, ui.r"" ^p"i"

F..,.ard6 Xn.rre.s p6!E
l.al

5.17

2,21 2.2i
Ilrtaie P.rae S.!r, ,Ea ll@.uli syr.i XAaer hryh 45.25 a5 35

ffiH ilffiffi P'oa,4u ,.,!bne d& D.!P.r

ffi 
*u'r- r"* to-o., <e PG!,ib. rir. raad.,

W"
ArEr& r,I.u fu.rare p.,t ,ur,e F.a D.d-dt a

1-bGr- fta6u6{ p,.E6

rErhr lll@lnrb SrE

No Sasaran Indikator Basellne
2019

Target
20/24

!r ! Rlr3rxalrllts I
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T-alr r@.r.lfu s'.E ft.dae d- ft,Fr.t.. rL.t
Pa,6rn

ra.c.aLiqr Xir- TEb.r d8
Etrr su. r6ri-. P€@

r2 P!'rqlrhlt lir- tur.r u.rut P..rrur hi&s tiedt t2.24

Ptur& Han tt.lnijE dd p.nr6b.'rE F ! DtelrdrE
ra.Gtr'hhF P.a.',ne
LhDlos dE ra.Er htu

Pd6& P.to ysa L@.rlx T.t DtoGt

P.r.6r& SDM ILi.E rir3 M."artrt r.?.d-.y.
x.F-aqr'rr rclhbr sut ,
DrF lael:e da ,i.r@b.gu

P.'El& rcbEr.aE p.le Frr lr.@rri X.pdlr$F

N'l& R lqle BrotrB f@rditr FEqee 3a ?lr.@t.'cPtfuilrBr
d.hJdu Eisd *
Alaalm y.'g ltulbb.l

Mr.r &dl. LaAre X.ctu p.'us

Tabel B. Indikator Kinerja lltama Kementerian pertanian terkait
Petemakan (sumber: Renstra Kementeian pertanian 2020-2024) (1)

Pada tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa terdapat minimal 4 indikator
yang dapat terdampak dengan munculnya pMK di Indonesia.pMK
menyebabkan produksi ternak maupun produk asal ternak menurun
secara signifikan, sehingga akan memberikan dampak terhadap
produksi sapi, kerbau, domba, kambing, babi beserta pioduknya. Halini akan mengoreksi capaian indikator persentase wilayah yang
terkendali dari penyakit hewan menular strategis serta 

- 
indikatoi

ketersediaan pangan strategis nasional. Menurunnya ketersediaan
pangan strategis yang berasal dari sapi, kerbau, domba, kambing, babi
beserta produknya akan berdam.pak lerhadap konsumsi dalamliegeri
serta volume ekspor atas komoditas tersebut. Sehingga, berkurangiya
produksi yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan dalam nEgeri
berkurang serta volume ekspor berkurang akan berdampat terfraEap
kontribusi peternakan atas pDB nasional.

D

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebaran
PMK yang berdampak terhadap sapi, kerbau, domba, f..-ti"g, t"Uibeserta produk turunannya akan dapat berpengaruh teihadapperekonomian nasional maupun pemenuhan keUutlufran to.r"u_si
daging nasional, khususnya daging sapi, kerbau, domba, kambing,
babi beserta produk turunannya Guiu). 

-

T\rjuan dan Manfaat

Tujual yang ingin didapat adlr,lah menghasilkan dokumen petajalan (roadmap) pemberantasan pMK naslonal tahun zozz-iosi
sebagai program pemberantasan pMK resmi di Indonesia 

".b;g;i ";;;;dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas pMKi;d;p;;
manfaat yang ingin didapat_-dari difiasilka-nnya dokumen peta j;;;
(roadmapl pemberantasan pMK nasional ini adalah:

Dokumen ini dapat dijadikan acuan nasionar daram melaksanakanpemberantasan PMK sesuai persyaratan yarg ditetapkan WOAHuntuk dapat diakui sebagai negara bebas p:tvtX (pip-FMD danPVS}.

I

2 ?-okg-.3 ini dapat menjadi Officiat Control programms Foot andMouth Disease (OCp-FMDI. Vi"e diajukan kt WOAH sebagaipersyaratan penyelesaian tahap 2 pCp_FMD dan memasuki tah"ap

slsanli srn^Tmls
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3

4

3 PCP-FMD. Tahapan ini merupakan tahapan yang harus dilalui
suatu negara dalam memperoleh pengakuan WOAH sebagai
negara bebas PMK, baik dengan vaksinasi (tahap 4) maupun taripa
vaksinasi (tahap 5).

Dokumen ini dapat dijadikan acuan Kementerian Negara /Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LpNK) / pem-erintair
Da.erah (Pemda) atala KILID dalam mendukung pemberantasan
PMK sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dokumen 
_ ini dapat dijadikan acuan bagi stakeholder nonpemerintah dalam mendukung pelaksanaan [emberantasan pMK

di lapangan.



BAB II
KONDISI PENYAKIT MULUT DAN KUKU SAAT INI

A. Kondisi PMK di Dunia

Terdapat 7 (tujuh) varietas PMK yang berbeda di dunia, yaitu varietas
O, A, C, Asia 1, SAT 1, SAT 2 dan SAT 3. Semua menimbulkan penyakit
dan infeksi yang sama, tetapi kekebalan terhadap satu varietas tidak
memberikan kekebalan terhadap jenis varietas yang lain.

Pemetaan kondisi PMK global bertujuan untuk mengetahui kondisi
dan sebaran wabah di beberapa negara di dunia. Hingga saat ini,
ancaman wabah PMK masih nyata. Lebih dari 1 miliar petani kecil di
seluruh dunia bergantung pada ternak untuk mata pencaharian mereka;
namun, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menimbulkan kerugian
global tahunan yang diperkirakan mencapai miliaran dolar dan
menimbulkan risiko penyebaran penyakit yang berkelanjutan ke daerah
bebas. Pemetaan FMD terbagi menjadi 7 pool sebagai berikut:. Pool 1 : Asia Tenggara, Asia Timur dan Asia Tengah
. Pool 2: Asia Selatan
. Pool 3: Eurasia Barat dan Timur Tengah
. Pool 4: Afrika Timur
. Pool 5: Afrika Tengah dan Afrika Barat
. Pool 7: Amerika Selatan
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Gambar 11. peta Sebaran pMK global
sumber: world Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease (MRLFMD)

Gambar di 
-at1s 

merupakan sebaran pMK Grobal yang dimutakhirkan
September 2022. Dari .182 negara Anggota WOAH; stitus penyebaran
PMK dapat dipetakan sebagai berikut:
1. Sebanyak 98 negara endemik dan belum berhasil bebas pMK (S3,S%)2. Sebanyak 67 negara bebas pMK tanpa vaksinasi (36,g%)3. Sebanyak 2 negara bebas pMK dengan vaksinasi (1,1o/o)4' s-ebanyak 13 negara memiliki zona6ebas dengan atau tanpa vaksinasi

(7,1%)
5. Sebanyak _2 negara yang sebelumnya bebas pMK, kembali terjangkitwabah pMK pada tahun 2022, yaitu Kazakhstan dan I"do"""i;ii;i?;i.
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Pemetaan kondisi PMK global didetailkan melalui data yang dirangkum
oleh FAO World Reference Laboratory for FMD (WRLFMD) berdasarkan
laporan setiap negara (deteksi dan varietas, Genotipe dan Pencocokan
Vaksin). Menurut WRLFMD, terdapat beberapa benua dimana wabah
FMD tidak terjadi dalam 2 (dua) tahun terakhir. Beberapa wilayah
tersebut meliputi: Amerika Utara (termasuk Amerika Tengah dan
Kepulauan Karibia), Benua Amerika Selatan, Antartika dan Benua
Australia. Di Benua Eropa sendiri, wabah FMD hanya terjadi di negara
Rusia pada rentang periode Desember 2021 - Januari 2022 dengan jenis
varietas O/ME-SA/lnd-2 001e. Wabah FMD banyak terjadi di Benua
Afrika dan Benua Asia.

1. PMK di Afrika

Penyakit Muiut dan Kuku (PMK) endemik di Kawasan Afrika
merupakan salah satu penyakit ternak paling menular yang
membawa kerugian ekonomi yang bergantung pada ekspor ternak
sebagai pendapatan. Kerugian disebabkan karena penolakan negara
tujuan ekspor dengan kekhawatiran penyebaran PMK. Sebagai
contoh, Botswana (Pool 6) telah menangguhkan ekspor daging sapi
setelah adanya dugaan PMK (Reuters). Bersama dengan Afrika
Selatan dan Namibia, Botswana merupakan salah satu eksportir
daging sapi ke Uni Eropa. Selain itu, Botswana juga mengekspor
daging sapi dan sapi hidup ke Zambia, Zimbabwe, Namibia dan
Afrika Selatan. Negara lain seperti Namibia juga melakukan ekspor
hewan hidup dan daging sapi ke negara Afrika Selatan sebagai
importir terbesarnya, seiain ekspor ke Angola (berbatasan langsung
dengan Namibia) dan Norwegia, hal tersebut dapat berpotensi untuk
memperluas wabah PMK ke wilayah tujuan ekspor yang berada di
benua Afrika maupun benua Eropa.

-t

Gambar 12. Peta Sebaran FMD di Benua Afrika
Berdasarkan Tahun dan Vaietas

Sumber: World Reference Laboratory for Foot-and.-Mouth Disease
(WRLFMD)
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Gambar di atas merupakan sebaran wabah FMD yang terjadi pada
19 negara di Benua Afrika. Berdasarkan informasi tersebut, terdapat
3 (tiga) jenis negara berdasarkan wabah PMK, meliputi:

1. Mengalami wabah PMK di tahun 202 1 dan tahun 2022 (warna
merah)

2. Mengalami wabah PMK di tahun 2022 (kuning), dan
3. Mengalami wabah PMK di tahun 2021 (hijau).

Berdasarkan data di atas, mayoritas negara di Afrika mengalami
wabah PMK di tahun 2022 (tanda kuning) dengan persentase sebesar
58%. berikutnya adalah jenis 3 (tiga) dimana PMK hanya terjadi di
tahun 2021 dan tidak terjadi tagi di tahun 2022 detgan persentase
sebesar 327o. Sisanya sebesar 117o masuk ke dalam jenis pertama
(merah) dimana wabah PMK terjadi berturut-turut pada tahun 2021
dan tahun 2022.

2. PMK di Asia

l

I: \

Co Lo, 13. Peta Sebaran FMD di e)nua esia
Berdasarkan Tahun dan Vaietas

Sumber: World Reference Laboratory for Foot-and-Mouth Disease
(wRLFMD)

Berdasarkan gambar diatas, beberapa negara di Asia (diluar Asia
Tenggara) masih melaporkan adanya kejadian pMK. Setidaknya,
terdapat 6 (enam) negara yang masih melaporkan terjadinya pMIi
sebagai berikut:

a

b

Tiongkok: 23 Mei 2022, wabal. tunggal dilaporkan pada babi di
rumah jagal di Distrik Changzhou, Daerah Otonomi Guangxi
Zhuang. Tidak ada genotipe yang dilaporkan.
Iran:_153 wabah dilaporkan pada kuartal ini dengan strain yang
beredar adalah O/PanAsia-2eNr-10 dan A/ Iran-O5ran-r 1. Akt;ita;
surveilans pasif dan berbasis risiko sedang dilaksanakan. Lebihdari 10,5 juta hewan telah divaksinasi menggunakan vaksin
trivalen (O, A & Asia-1) dan pemantar.. p"".i-_u.ksinasi telah
diselesaikan.
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B. Kondisi PMK di Asia Tenggara

a

Distribusi PMK secara global selanjutnya adalah wilayah Asia
Tenggara. Wilayah Asia Tenggara baru-baru ini mengalami serangan pMK
baru dari negara-negara Asia Selatan (Bangladesh, Nepal dan India) yang
termasuk garis keturunan O/ME-SA/lnd-200le yang sekarang dominan.
WOAH meiaporkan wabah di wilayah Kamboja pada awal 2O2l d,an
Februari 2022. Berikut lebih rinci mengenai negara di wilayah Asia
Tenggara yang melaporkan wabah PMK pada tah:un 2022.

1 Indonesia: Wabah PMK Tipe O dilaporkan pertama kali pada buian
Mei 2022 di pulau Sumatera dan beberapa provinsi di pulau Jawa.
Pada bulan Mei dan Juni 2022 wabah terjadi di banyak daerah.
Berdasarkan hasil identifikasi, genotip menunjukkan virus yang
menyebar termasuk kedalam sub garis keturunan O/ME-seftna_
2001e. Lebih rinci mengenai penyebaran pMK di Indonesia, akan
dibahas lebih rinci pada subbab selanjutnya.

Malaysia: pada 1 | juni 2022, sebanyak 14 sekuens pMK tipe O Vp1
diterima dari Malaysian National FMD Laboratorv (MNFMDL). Sampel
diperoleh dari kerbau, sapi dan kambing di beibagai lokasi dengln
rentang waktu Janu ai 2021 dan Maret 2022. Genotipe ylng
teridentifikasi adalah O/ME-SA/tnd-2001e.

Thailand: pada 10 Mei 2022, sebanyak 20 sekuens FMDV Vp1
diterima dari Thailand Regional Reference Laboratory ORRL) di
Palchong. Sampel sekuens dikumpulkan dari sapi di djuh prori.r"i
(Chiang. Mai,_ Chiang Rai, Krabi, Lamphun, Lopburi, Nakhon
Ratchasima dan Nakhon Si Thammarat) antara Januari dan
IgI:-P:l?021. Geotipe menunjukkan, 8 pMK termasuk tipe O ME _

SA/lnd-2Oole dan 12 PMK termasuk tipe A ASIA/Sea_97

2

c. Mongolia: Telah terjadi wabah O/ ME-SA/lnd-200le yang
berlangsung sejak Agustus 2021. Per 13 April 2022, karantina
diberlakukan di 145 lokasi yang tersebar di 15 provinsi.

d. Israel: antara bulan April dan Juni 2022, 51 wabah PMK Tipe O
dilaporkan pada sapi, domba, kambing dan babi di banyak
lokasi di seluruh negeri. Pada 12 Mei 2O22, sepuluh sampel
diterima dari Dokter Hewan Kimron. Sembilan sampel
diidentifikasi sebagai FMD tipe O, sementara satu genom FMDV
terdeteksi. Genotipe mengungkapkan bahwa kesembilan itu
mlhk sublineage O / ME-SA/ PanAsia-2ANr r0.

e. Palestina: pada bulan Aprii dan Mei 2022, dua wabah PMK tipe
O dilaporkan pada domba di Dura dan sapi di Qilqis, keduanya
terletak di Hebron di Tepi Barat. Sebanyak 12 sampel diterima
pada 12 Mei 2022, Semuanya adalah PMK tipe O. Genotipe
mengungkapkan bahwa delapan virus (dari Tepi Barat) milik
sublineage O/ME-SA/PanAsia-2ANr-r0, sedangkan empat (dari
JaJur Gaza) milik topotipe EA-3.

f. Uni Emirat Arab: Pada Mei 2022, 15 sampel (2 ekor kijang arab
dan 13 dari sapi, domba dan kambing) diterima. Genotipe dari
virus kijang berasal dari O/ME-SA/PanAsia-2err 10. Sementara
virus yang tersisa memiliki garis keturunan yang relatif baru
yaitu O/ME-SA/SA-2018, sebelumnya ditemukan di India
(2018) dan Sri Lanka (2019).
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C. Kondisi PMK di Indonesia

Indonesia dinyatakan bebas PMK pada tahun 1986 dan diakui World
Organiation for Animal Health (WOAH) sebagai negara bebas PMK tanpa
vaksinasi pada tahun 1990, Indonesia kembali meiaporkan kasus PMK
atau Foot and Mouth Disease (FMD). Kasus pertama kali dilaporkan
terjadi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada akhir bulan April 2022
dan kasus-kasus susulan dilaporkan terjadi di kabupaten lain seperti
Kabupaten Lamongan dan Mojokerto pada awal Mei 2022. Berikut lini
masa kejadian awal kasus PMK di Indonesia.

Gambar 14. Lini masa kejadian awal kasus PMK di Indonesia

Berdasarkan gambar diatas, wabah PMK diduga pertama kali terjadi
pada 27 April 2022 dan dilaporkan pada 28 Aprrl 2022. pMK
teridentifikasr pada 402 sapi potong yang tersebar di 5 (lima) kecamatan
dan 22 desa di Kabupaten Gresik yang termasuk di wilayah utara dan
barat Surabaya. Kasus kedua dilaporkan pada I Mei 2022 di Kabupaten
Lamongan Barat yang menginfeksi 102 sapi potong di 3 kecamatan dan 6
desa. Selain itu, terjadi infeksi pada 695 sapi potong, sapi perah dan
kerbau di 11 Kecamatan dan 14 Desa di Kabupaten Sidoarjo.

Pada tanggal 3 Mei 2022, PMK dilaporkan menyerang 148 ekor sapi
potong tersebar di 9 kecamatan dan 19 desa. Terhitung sejak 5 Mei 2022,
PMK telah menyerang 7.247 sapi potong di Gresik, Lamongan, Sidoarjo,
dan Mojokerto. Konfirmasi positif PMK dilakukan oleh pusat Veterinaiia
Farma Surabaya. Pada 6 Mei 2022, kasus pMK juga ditemukan pada sapi
di Kabupaten Aceh Tamiang. Merebaknya pMK bertepat"., d..rg^.,
momentum Idul Adha dimana pergerakan hewan kurban seperti sipi,
kerbau, kambing dan domba sangat tinggi. Selain itu, pergerakan
masyarakat Indonesia yang melakukan perjalanan antar kota 

-diduga
menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan penyebarin
wabah PMK. Dugaan lain yang menjadi faktor penyJbaran wabah pMK
adalah pemasukan hewan ternak secara illegal. pusat veterinaria Farma
Surabaya melakukan pengambilan samper yang berlokasi di Jawa Timur.
Hasil_ pengujian menyatakan bahwa pMK yang mewabah merupakan
::rg!r!._O. dan toporype ME-SAI; Lineage Ind-rOOl dan Sublineage e
(o/ME-SA/Ind-2001e).

Pada tanggal 9 Mei 2022, Kementerian pertanian mengeruarkan duas,rat edaran tentang penetapan daerah wabah pMK. pErtama, SuratKeputusan Menteri pertanian No. 403 Tahun 2022 tentang e.".t"f""
Daerah wabah penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth oI".a".) elJ,

3 Mei 202228 April2022I t {.b€.re A..nlr E!
rlrna* tir* rrad.tui

I Mei 2022 I Mei 2022

6 Mei 2022

5 Mei 2022

. aotd I ?r7 erq d tEa,.p.ta
Gr.6*, Ltutso or.i



Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kedua, Surat Keputusan
Menteri Pertanian No.404 Ta}.ur. 2022 tentang Penetapan Daerah Wabah
Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) di Kabupaten Aceh
Tamiang Provinsi Aceh.

D. Perkembangan Wabah PMK di Indonesia

Kondisi wabah PMK di Indonesia dapat dikatakan sudah melewati
masa puncak penuiaran. Data perkembangan PMK diambil sejak April
2022 hingga November 2022. Data perkembangan PMK dapat dilihat pada
grafik berikut;

Gambar 15. Data perkembangan PMK di Indonesia

Berdasarkan gambar di atas, pergerakan pMK di Indonesia
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mengalami peningkatan terhitung sejak pertama kali dilaporkan pada
bulan April 2022. Peningkatan terus berlanjut dan mencapai puncalnya
pada 26 Junt 2022 dengan total ternak yang sakit sebanyak 13.559 ekor.
Momen puncak tersebut berjarak 14 hari dengan hari raya Idul Adha
yang jatuh pada tanggal 10 Juli 2022. Setelah hari raya Idul Adha,jumlah ternak yang sakit kembali mengalami peningkatan sebesar
244,4Vo dart t.7t2 (1O Juli 2022) menjadi 5.896 (il Juti 20221.
Peningkatan kembali terjadi sehari setelahnya sebesar 15,4% menjadi
6.806 ekor ternak yang sakit pada tanggal 12 Juli 2022. Terhiiurrg
semenjak 28 Agustus 2022 hingga 13 November 2022, kasus harian pMK
mulai menunjukkan grafik yang landau. Berdasarkan grafik terakhir ini,
kasus puncak PMK telah dilewati dan Indonesia sudah mulai memasuki
masa endemi, selama tidak muncul puncak pMK baru dengan strain virus
yang baru.

Berdasarkan Informasi penangguianga, dan Tindakan pencegahan
Wabah PMK yang dirilis oleh Kementerian pertanian, bErikut
perbandingan jumlah hewan ternak yang terkena wabah pMK, jumlah

Pcrgrnku lhrur PlilI Hrdrn $lsl0ll tl - llrtr Sakit
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hewan ternak yang sembuh dari PMK dan jumlah hewan ternak yang mati
karena PMK.
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Gambar 16. Wabah PMK berdasarkan komoditas
(Catatan: pemutakhiran data per 8 Nouember, pulatl 00:06 WB)

Berdasarkan data di atas, hewan ternak sapi potong merupakan
hewan yang paling terdampak, disusul oleh sapi perah. Hewan ternak
domba dan babi merupakan hewan ternak yang paling sedikit terkena
wabah PMK. Jika dihitung rasio kesembuhan hewan ternak maka temak
babi menempati urutan pertama dengan rasio 9 1olo sementara domba
yang terendah sebesar 70%. Sapi potong merupakan hewan ternak
dengan rasio kematian terbesar mencapai 5,647o sementara kerbau
terendah dengan rasio 1,097o. Lebih rinci mengenai sebaran hewan
terpapar PMK dapat dilihat pada gambar berikut;
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Gambar 17. Sebaran hewan terpapar pMK di Indonesia

_. Berdasarkan gambar di atas, seluruh provinsi di pulau Jawa, pulau
Bali, dan Kalimantan, terpapar pMK. Terdapat sebagian provinsi di
Sulawesi terdampak PMK. Mayoritas wilayah di I.rdonesia Bagian Timur
meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Malu-ku, papua
Barat dan Papua hingga saat ini masih terbebas dari pMK. sebaran
ternak terpapar banyak terjadi di pulau Jawa dan pulau sumatera. Har
tersebut berbanding lurus dengan populasi penduduk di dua pulau
tersebut.
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E. Dampak PMK bagi ternak

Hewan ternak yang terjangkit virus PMK ditandai dengan kehilangan
nafsu makan, ditemukan lepuh yang berisi cairan atau adanya luka yang
terdapat pada lidah, gusi, hidung, dan teracak/ kuku, mulutnya
mengeluarkan air liur yang berlebihan, dan hewan tidak mampu
berdiri/ berjalan (pincang) .

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) memiliki dampak yang sangat
signifikan bagi perekonomian, khususnya perekonomian para
peternak. Para peternak mengalami penurllnan pendapatan yang
sangat signifikan, bahkan merugi akibat terdampak wabah PMK.
Berdasarkan wawancara lapangan terhadap peternak, produksi susu
dari sapi perah mengalami penurunan yang sangat signilikan, yaitu
mencapai 4O-7 Oo/o disamping banyak ternak yang mati secara
mendadak. Khusus peternak sapi potong (penggemukan),
pertumbuhan dari sapi yang dipelihara mengalami gangguan
sehingga produksi dari daging sapi juga mengalami penurunan
secara drastis. Hewan ternak yang terjangkit juga mengaiami
gangguan reproduksi, sehingga banyak ternak yang mengalami
keguguran, sulit menghasilkan keturunan, dan anakan yang sempat
dilahirkan mati secara mendadak. Dampak PMK terhadap ternak
yang akan berdampak terhadap ekonomi dapat dilihat pada gambar
berikut ini;

trI
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Gambar 18. Dampak pMK bagi Sapi, Kerbau, Domba,
Kambing dan Babi di Indonesia

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) merupakan penyakit berbahaya dan
sangat menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang hewan
ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, rusa dan hewan
berkuku terbelah lainnya. Virus penyebab PMK tersebut bersifat airbone
dan mampu bertahan lama di lingkungan. Virus ini mampu menyebar
cepat melalui angin dengan jangkauan mencapai 10 kilometer. Virus ini
tidak bersilat zoonosis, artinya penularannya hanya terjadi pada hewan
dan tidak ditularkan pada manusia. Ha1 ini berarti bahwa daging dan
susu dari ternak yang terjangkit tetap aman dikonsumsi dengan syarat
harus melalui pengolahan yang sempurna.

1. Dampak Ekonomi
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Berdasarkan data dari cri.sis center PMK, dapat dilihat bahwa hingga
13 November 2021, ternak sapi potong terdampak PMK sebanyak
469.132 ekor sakit dar. 413.779 ekor sudah sembuh dari PMK dan
menyisakan 44.116 ekor yang masih belum sembuh. Sebanyak 5.865
ekor sapi potong dipotong bersyarat dan 5.394 ekor ternak sapi
potong mati akibat PMK. Jika dihitung berdasarkan sapi potong yang
mati, maka dengan asumsi harga per ekor sapi potong adalah Rp.
14.800.000/ekor, hingga saat ini peternak sapi potong telah
mengalami kerugian sebesar Rp. 79.831 .200.000. Sedangkan untuk
sapi potong yang dipotong bersyarat, hasil wawarcara dari peternak
menyatakan bahwa peternak mengalami kerugian karena harus
menjual murah dengan harga kurang lebih Rp. 2.500.000 per ekor.
Jika dihitung dengan asumsi harga yang sama (Rp.
14.800.000/ ekor), maka kerugian peternak akibat potong bersyarat
adalah sebesar Rp. 72.139.500.000. Perhitungan ini merupakan
perhitungan kasar berdasarkan harga perkiraan, dimana
perhitungan analisis dampak PMK terhadap ekonomi Indonesia
masih terus dilakukan hingga saat ini, termasuk dampak terhadap
PDB nasional.

Dampak PMK yang cukup signifikan juga terjadi pada komoditas sapi
perah, dimana jumlah sapi perah yang sakit karena PMK tercatat
sebesar 73.164 ekor dan sembuh dari PMK sebanyak 59.157 ekor.
Sapi perah yang mati akibat PMK tercatat sebanyak 4.129 ekor dan
sapi perah yang dilakukan potong bersyarat sebanyak 6.706.
Kerugian sapi perah perlu dihitung lebih lanjut dengan
mempertimbangkan potensi kerugian Qtotentiol lost) susu yang
dihasiikan sapi perah selama masa produktifnya, baik sapi yang
mati, potong bersyarat maupun sapi yang sakit dan sembuh (pernah
terkena PMK). Menurut peternak dan asosiasi peternakan dan
Kesehatan hewan, produksi sapi perah yang terkena pMK tidak akan
bisa Kembali normal seperti sediakala. Untuk itu, maka perlu
dilakukan perhitungan tersendiri atas potensi kerugian yang
mungkin tedadi.

Namun perkiraan angka kerugian total yang harus ditanggung
negara jika wabah PMK dibiarkan, telah dilakukan oleh Ahman
Firman, Iman Trisman dan Rino Hadiwijaya puradireja dalam
penelitian yang berjudul "Dampak Ekonomi Akibat Outbreak
Penyakit Mulut dan Kuku Pada Ternak Sapi dan Kerbau di
Indonesia". Penelitian ini diterbitkan pada Jurnal pemikiran
Masyarakat Iimiah Berwawasan Agribisnis yang diterbitkan bulan
Juli tahun 2022. Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa potensi
kerugian ekonomi yang akan dialami Indonesia akibat pMk Uikawabah terus terjadi) adalah sebesar Rp. 3g,67 Triliun p.. t"lir.r,
terdiri dari kerugian secara langsung sebesar Rp. 2.7g6.5 i0.0OO.0OO
p:.__Bty! -dan kerugian secara tidak langsung sebesar Rp.
29.7 6a.61O.000.000 per tahun.

Sedangkan untuk ternak kerbau, kambing, domba dan babi
berdasarkan data dari crisis.center pMK 0, t-erlihat d"-p;k ;;;belum terlalu signifikan, khususnya terhadap angka kematiai
ternak, dimana kerbau mati akibat pMK tercatat-setan]rak 2g0 ekor,kambing sebanyak 108 ekor, domba sebanyak 106 ekor dan babisebanyak 3 ekor. Namun angka ternak ."kit .kibrt prvrx cutupbanyak untuk beberapa ternak, dimana kerbau sakit akibat pMK
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tercatat sebanyak 25.785 ekor, kambing sebanyak 4.455 ekor,
domba sebanyak 2.499 ekor dan babi sebanyak 88 ekor. Simulasi
perhitungan dampak ekonomi akibat PMK terhadap ternak kerbau,
kambing, domba dan babi saat ini juga tengah dilakukan dengan
memperhitungkan komoditas ternak beserta produknya.

Wabah PMK juga berdampak pada kebutuhan anggaran, khususnya
dalam menangani kondisi darurat PMK yang terjadi semenjak bulan
April tahun 2022. Upaya penanggulangan wabah PMK
membutuhkan anggaran yang tidak sedikit agar PMK dapat kembali
terkendali. Pemerintah membutuhkan anggaran untuk pembentukan
dan operasional tim gugus tugas di tingkat nasional, provinsi dan
kabupaten, penyediaan dan distribusi bantuan logistik berupa obat-
obatan dan sarana kepada peternak terdampak, penambahan jumlah
dan melakukan pelatihan kepada SDM Kesehatan hewan/paramedis,
pelaksanaan program pembatasan wilayah dan vaksinasi, bantuan
berupa kompensasi kepada peternak terdampak, serta anggaran
untuk melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada
petemak dan stakeholder lainnya.

2. Dampak Psikologis, Sosial dan Budaya

Wabah PMK tidak hanya memiliki dampak ekonomis, tetapi juga
memiliki psikologis, sosial dan budaya. Kematian mendadak pada
ternak dan penurunan pendapatan secara drastis menyebabkan
banyak peternak yang mengalami ganggunan kesehatan mental
berupa tekanan/ stres dan kesulitan untuk tidur, terutama bagi
peternak yang sumber pendapatan utamanya dari hasil usahl
peternakan. Bahkan pada awal Juli tahun 2022, seorang peternak
asal Sumedang melakukan bunuh diri akibat ternaknya teikena pMK
(h!_tps: / / iabqr._t{ibunnews. com / 2022 / 07 / 10/eara-eara_sapi_
Tilikrr"-t.ri!f.k"io-k-\rkgk,di"r*@rrrru_denean-para-besini). Har ini ..,.@
psikologis yang diderita peternak paica wabah ffraX t.4"ai aiIndonesia.

Y"b3l PMK juga berdampak sosial berupa penurunan tingkatkesejahteraan para peternak. penurunan p".,drprru., yang signifikanberdampak pada penurunan tingkat t esejahterian peternak. Hal ini

Dampak ekonomi lainnya dari wabah PMK adalah kesulitan dalam
menjual produk hasil peternakan seperti susu dan daging, baik
untuk pasar lokal maupun untuk pasar internasional. Kebijakan
pembatasan pergerakan ternak dan penutupan sejumlah pasar
(daging) saat terjadi wabah PMK berdampak pada perekonomian
peternak. Peternak yang hewan ternaknya tidak terjangkit virus PMK
tidak dapat mengirimkan produk hasil ternaknya kepada konsumen.
Disamping itu, wabah PMK yang sedang berlangsung di Indonesia
juga menutup akses pasar internasional (ekspor). Negara tujuan
ekspor tidak bersedia menerima produk hasil ternak yang berasal
dari Indonesia karena khawatir akan penuiaran virus dari Indonesia.
Beberapa kasus gagal ekspor menimpa peternak, khususnya yang
sudah mendapatkan akses pembiayaan untuk melakukan ekspor.
Kerugian harus diderita peternak akibat kebijakan nehara tujuan
ekspor yang tidak mau menerima ternak asal Indonesia yang tengah
dilanda wabah PMK.
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mengakibatkan para peternak kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Hal ini
menimbulkan konflik horizontal, baik di internal rumah tangga
peternak maupun kehidupan sosial peternak dengan tetangga atau
kerabat. Beberapa peternak menjadi sensitif dan mudah marah,
bahkan ada yang sampai berakhir pada perceraian.

Dampak sosial lainnya adalah peningkatan jumlah pengangguran
pada subsektor peternakan. Penurunan jumlah populasi dan
produktivitas ternak memaksa peternak untuk mengurangi biaya
produksi. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan
melakukan pengurangan jumlah karyawan, dan bahkan ada
sejumlah peternak yang beralih profesi sebagai pekerja lepas karena
seluruh ternaknya mati/dipotong paksa akibat terjangkit PMK. Hai
ini mengakibatkan peningkatan jumlah pengangguran pada
subsektor peternakan. Penurunan populasi dan produktivitas ternak
juga berdampak pada penurunan ketersediaan produk asal ternak,
dimana hal ini tentunya akan berdampak pada ketersediaan pangan
nasional dan masyarakat akan kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan protein hewani.

Dampak lain dari wabah PMK berupa dampak budaya/agama.
Berdasarkan hasil wawancara dengan peternak, maka diketahui
bahwa beberapa upacara kebudayaan/adat yang diselenggarakan di
Indonesia mensyaratkan akan adanya hewan ternak, seperti upacara
pemakaman adat rambu solo' di toraja yang menggunakan hewan
kerbau, upacara rebah di NTT yang menggunakan hewan ternak
sapi/kerbau, upacara adat kenyau oleh suku Dayak Tanjung di
Kalimantan yang menggunakan hewan sapi, dan upacara adat
lainnya di Indonesia. Disamping berdampak terhadap budaya, bawah
PMK juga memiliki dampak terhadap upacara keagamaan, seperti
penyembelihan hewan qurban pada hari raya idul adha. Munculnya
wabah PMK di Indonesia bertepatan dengan momen Idul Adha
berdampak pada kekhawatiran masyarakat untuk mengonsumsi
daging ternak yang disembelih. Perdebatan tentang haram atau
halalnya daging kurban dari ternak terkena pMK untuk dimakan
terjadi menjelang penyembelihan hewan eurban. Disamping itu,
program pembatasan pergerakan hewan juga menghambat distribusi
hewan ternak ke luar wilayah sehingga masyarakat kesulitan untuk
mendapatkan hewan qurban.

F Upaya penanggulangan PMK yang Telah Dilakukan

Berdasararkan dampak yang ditimbulkan oleh wabah pMK seperti
yang telah dipaparkan sebelumnya, pemerintah berupaya keras untuk
menanggulangi wabah tersebut dan berupaya menglndalikan pMK
selama wabah terjadi. Pemerintah Indonesia sCcara maksimal berupaya
menekan penyebaran penyakit mulut dan kuku (pMK) melalui berbagai
kegiatan strategis lintas K/L/D. pemerintah menerapkan enam langk?h
utama sebagai strategi kebijakan multilevel ditengah wabah pMK, deigantujuan untuk membatasi penyebaran wabah dan merindungi perbata3an
antar kota dalam negeri maupun antar negara, seperti ditu;juikan pada
gambar berikut ini;



-33-

-qfi Gugus Tugas
& Po.ko

uJqls Oblrlbull Bann en
Loglrtk {Obat den Sar.n.)

A Jumlah sDM I
f Yf Pelatlhan

e G!9q6 Tugas di tiiCk t N-iir.li Porn.l;
den tbb.rp.t .n(oL.

a C.LlE Cot r N..lo..l: PEvln.lt d.n

a K.d. sm d.re.h BNPE, TNl, dln Pold
a Jumlah P6to tb.!.. .: 17, unn

a Jumhn v.rdnao. drn t r.h lt8gltqd
pd.tn.n &&ny.t: 2l.e4t dno
. Modik Vd Pu3t6*s: 3.110 @nq. P.r.mdlk P!.t.ern: 4.190 oEng. P.r.m.dk Rcp@dut i:7.360@ne
. Tona9r T€kni3 L.innya(p6nyuluh,

Poki. Mlndirl} 7-244 or6n0.

lt .9>^r'

ffi Lalu llnlas tr Komunlka!1,
lnlonrarl drn Eduka6l

+ Potrb.t 60 lelu t.t . p.d. wthFh

t C.* Poio ysng .klif ,5 Unh d.ri a!

+ P.nstup66 lA3 P..j p.6. t {Dk di
wiLyd! w.b.hrt .tLmp.t

o_ L.enai (/O S.rr Edrt .r PtlK).
e Vkbo E<lul-a PMX.
G f.i.lin i SOP PomneaMn

e ryjddi.a.i p€tt5Lrt n
.ng0..!n KIE P x di UPT a
Oh.. ProY. tirEhrp ollirn F,KH

i

Gambar 19. Strategi penanganan PMK Pemeintah

Adapun enam strategi yang digunakan yaitu;

Pertama dengan penerapan biosearitg yang ketat yaitu
menempatkan Gugus Tugas dan Posko di tingkat Nasional, Provinsi
dan Kabupaten / Kota. Strategi ini merupakan upaya pertahanan
pertama dalam penanganan PMK. Pelaksanaan strategi ini
melibatkan satuan Crisis Center Nasional yang bekerja sama dengan
BNPB, TNI, dan Polri.

Kedua adalah distribusi bantuan logistik dengan tujuan pengobatan
bagi hewan ternak yang telah terinfeksi PMK. Pemulihan dilakukan
menggunakan obat-obatan dan vitamin untuk mengobati gejala
klinis yang muncul, serta meningkatkan kekebalan dan stamina
ternak. Distribusi logistik dilakukan oleh PPL dan petugas pertanian
lainnya kemudian diterima secara langsung oleh Satgas PMK di
wilayah binaan atau Kepala Desa setempat. Selanjutnya oleh
pemerintah desa setempat, logistik tersebut akan dibagikan kepada
anggota subak/kelompok tani khususnya yang memelihara ternak.
Kegiatan pendistribusian logistik PMK tersebut diapresiasi positif
oleh pemerintah desa binaan setempat karena dipandang perlu
sebagai langkah arrval untuk mencegah penyebaran PMK. Pada
kesempatan ini pula, petugas pertanian juga memberikan KIE
mengenai upaya pencegahan PMK, penanganan pada hewan ternak
yang terjangkit PMK, cara penyemprotan desinfektan yang tepat,
dosis penggunaan desinfektan dan ecoenzAme.

Ketiga, Pelatihan SDM vaksinator dan pengobatan menjadi langkah
selanjutnya dari strategi penanganan PMK. Balai Besar Pelatihan
Peternakan (BBPP) bekerja sama dengan Dinas Peternakan serta
Ikatan Dokter Hewan Seluruh Indonesia (IDHSI) melaksanakan
Pelatihan Manajemen Vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Pertanian
memaksimalkan peran Vaksinator untuk memasi{kan vaksinasi
PMK.

Keempat adalah pembatasan la1u lintas pada wilayah terdampak.
Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) melakukan
penambahan pasal dalam Surat Edaran (SE) Satgas PMK Nomor 3
Tahun 2022. Hal tersebut diiakukan untuk memastikan bahwa 1a1u
iintas hewan ternak dan produknya aman dari PMK dan menjamin
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5

kepastian hukum bagi pelaku usaha ternak dan produk turunannya.
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK berupaya untuk menekan
penyebaran PMK antar daerah dengan mengatur lalu lintas hewan
dan produk hewan, baik itu lintas pulau, lintas provinsi maupun
kab/kota. Kebijakan dilakukan tidak hanya untuk pengendalian ialu
lintas hewan beserta produknya tetapi juga penanganan hewan
terpapar dan berpotensi terpapar. Satgas menambahkan penjabaran
produk-produk ternak yang kini diatur, pintu masuk lalu lintas dan
pengawasannya, serta prosedur cara penanganan hewan terpapar
PMK sesuai zonasi warna.

Kelima adalah dengan melakukan vaksinasi terhadap hewan. Upaya
ini untuk pencegahan melalui sistem kekebalan hewan,
diprioritaskan untuk ternak sehat dalam zona merah dan zona
kuning. Pada wilayah zona hijau, diberlakukan strategi bioseanritg
agar kawasan tersebut bisa terus bebas PMK tanpa vaksinasi.
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menekan
peningkatan dan mencegah meluasnya Penyakit Mulut dan Kuku
(PMK) pada hewan ternak yang terjadi akhir-akhir ini. Salah satu
upaya yang dilakukan adalah dengan secepatnya melakukan
pengadaan dan distribusi vaksin PMK dalam jumlah besar untuk
vaksinasi hewan temak. Vaksinasi PMK perdana telah dilakukan
pada 14 Juni lalu di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Selanjutnya
akan didorong vaksinasi dasar sebanyak dua kali dengan interva-l
satu bulan serta vaksinasi penguat (booster) setiap enam bulan.
Pelaksanaan program vaksinasi tersebut akan dilakukan oleh sekitar
7.872 tenaga medis dan 4.421 paramedis. Hingga 13 November 2022,
data crisis center Kementerian Pertanian mencatat total 5.728.256
dosis vaksin dengan komposisi 4.623.2O4 dosis vaksin untuk ternak
sapi potong, 257.759 dosis vaksin untuk ternak sapi perah, 101.753
dosis vaksin untuk ternak kerbau, 326.145 dosis vaksin untuk
ternak kambing, 115.530 dosis vaksin untuk temak domba serta
303.865 dosis vaksin untuk ternak babi. Hingga saat ini upaya
vaksinasi masih terus dilanjutkan dalam mewujudkan kekebalan
kelompok (lerd immunitg) ternak.

Keenam yaitu melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
tentang PMK. Semakin meluasnya penyebaran penyakit PMK seperti
saat ini maka dibutuhkan aksi nyata yaitu dengan pencegahan dan
penanggulangan penyakit PMK, salah satunya dengan menerapkan
bioseanitg kandang dan KIE. Tujuannya untuk mencegah meluasnya
penyebaran PMK di daerah-daerah yang angka kasusnya masih
sedikit atau belum terpapar PMK, serta sosialisasi SOP penanganan
PMK bagi daerah yang sudah terdapat banyak kasus PMK.

6
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BAB III
BENCHMARKING DAN BEST PRACTICES PENANGGULANGAN

PENYAKIT MULUT DAN KUKU

A. Pemberantasan PMK di Beberapa Negara

Pemberantasan PMK di suatu negara pada dasarnya memiliki prinsip
pengendalian yang sama, walaupun beberapa kondisi tertentu, seperti
demografi dan geografi, dapat menyebabkan perbedaan perlakuan dalam
pemberantasan PMK di negara tersebut. Namun beberapa pelajaran
penting dapat diambil dari negara lain sebagai best practices
pemberantasan PMK yang pernah diiakukan. Pengalaman beberapa
negara dalam mengendaiikan PMK dijabarkan dalam sub bab berikut ini;

1. Austraiia

Kondisi Umum PMK
Australia merupakan salah satu negara yang sukses dalam
penanggulangan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Wabah
PMK pertama kali muncul di Australia pada tahun 1801,
kemudian muncul lagi pada tahun 1804, 1871, dan terakhir
pada tahun 1872. W abah terakhir terjadi pada wilayah Victoria
yang dibawa oieh banteng yang diimpor dari Inggris. Wabah
tersebut te{adi pada dua peternakan yang ada di wilayah
Victoria dan berhasil dihilangkan di tahun yang sama. Dengan
demikian, sejak tahun 1872 hingga saat ini Australia
dinyatakan oleh World Organisation for Animal Health (WOAH)
sebagai negara yang bebas dari PMK.

Dampak PMK
Austraiia merupakan salah satu negara terbesar dalam

menghasilkan daging dan pada tahun 2O2O Australia
menghasilkan $+ tvtiliar dari ekspor daging sapi beku dan
menjadikannya negara pengekspor daging sapi beku terbesar
ke-2 setelah USA. Munculnya wabah PMK tentunya akan
memberikan dampak ekonomi yang sangat besar bagi Australia,
baik pada individu peternak, industri peternakan, bahkan pada
industri pendukung. Dampak langsung yang akan dihadapi oleh
industri peternakan Australia adalah tertutupnya akses
terhadap pasar internasional (ekspor) dan gangguan terhadap
produksi. Disamping itu, UMKM di desa dan daerah yang
menggantungkan diri pada industri peternakan ini pun juga
akan terdampak. Wabah PMK juga secara tidak iangsung akan
mempengaruhi industri pariwisata akibat persepsi negatif dari
wisatawan dan perekonomian pedesaan yang cenderung
menurun.

Secara keseluruhan, berdasarkan analisis yang dilakukan
oleh Productivity Commission pada tahun 2OO2, estimasi
I:*g1"1 negara mencapai U$2-3 miliar (DGp) jika terjadi wabah
PMK dalam waktu yang singkat, dan jika terjadi dalam l2 bulan
estimasi kerugian dapat meningkat menjadi $g- 13 miliar.
Menurut hasii analisis the Australian Bureau of Agricultural and
Resource Economics and Sciences (ABARES) padi tahun 201O,
kerugian ekonomi yang dialami pada sektoi peternakan dan
pengolahan daging jika terjadi endemi wabah pMK selama 3

a

b
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bulan akan mencapai $7,1 miliar dan jika terjadi hingga 12
bulan akan mencapai $16 miliar.

Dampak langsung lain dari munculnya wabah PMK bagi
Australia adalah peny,usutan aktivitas ekonomi, khususnya di
bidang peternakan, penggembalaan, dan industri pengolahan
daging yang mengakibatkan sekitar O,57o kehilangan pekerjaan
pada tahun pertama terjadinya endemi (Productivity
Commission 2002).

Selain menimbulkan dampak secara ekonomi, endemi PMK
juga berdampak pada kondisi sosial. Pada tingkat individu dan
keluarga, dampak sosial yang mungkin terjadi adalah
ketegangan hubungan keluarga dan gangguan mental yang
berat. Dampak pada tingkat masyarakat dapat berupa
terganggunya kegiatan normal pada masyarakat ketika
terjadinya karantina dan pembatasan pergerakan yang
mengakibatkan perubahan terhadap hubungan antar individu.

Dampak lain di bidang sosio-ekonomi ditimbulkan oleh
adanya endemi PMK adalah munculnya perdebatan di
masyarakat terkait penyembelihan dalam jumlah yang besar
terhadap hewan ternak/hewan liar yang dalam kondisi sehat.
Hal tersebut bertentangan dengan etika dan nilai-nilai yang
diyakini oleh masyarakat. Dampak sosio-ekonomi lainnya
adalah adanya kesalahpahaman konsumen terkait keamanan
dari produk yang dihasilkan dari hewan yang telah diberi
vaksin. Dampak lainnya adalah kekhawatiran terhadap dampak
lingkungan dari penguburan dan/atau pembakaran bangkai
dan produk hewan. Dampak sosio-ekonomi lainnya yang
mungkin terjadi adalah kekhawatiran dari mitra perdagangan
internasional (importir) yang memungkinkan tertutupnya akses
pasar.

C Strategi Pemberantasan PMK
Penanggulangan PMK di Australia dilakukan dengan

berpedoman pada Australian Veterinary Emergencg Plan
(AUSVETPLAN) yang merupakan dokumen resmi pemerintah
yang berlaku secara nasional yang digunakan sebagai acuan
dalam pengambilan keputusan dalam upaya penanggulangan
penyakit-penyakit berbahaya pada hewan. Dokumen tersebut
berisikan pendekatan-pendekatan yang dipilih oleh negara
Australia daiam upaya penanggulangan penyakit berbahaya
pada hewan, sehingga penanggulangannya dapat dilakukan
dengan efektif, ehsien, dan menyeluruh. Terdapat 3 alternatif
yang ditentukan oleh AUSVETPLAN dalam upaya
menanggulangi dan membasmi wabah PMK:
1) Membasmi wabah PMK tanpa vaksin
2) Membasmi wabah PMK dengan vaksin, dilakukan dengan:

a) Mewajibkan pemusnahan seluruh hewan yang telah
divaksin, (baik melalui penyembelihan di tempat
khusus maupun pemusnahan di peternakan) sebelum
menyatakan bebas dari PMK.

b) Tanpa mewajibkan pemusnahan hewan ternak yang
telah divaksin, tapi dengan pengukuran pengendalian
(control measurel, termasuk ketertelusuran seumur
hidup (lifetime traceabilitg).

c) Pengendalian terhadap endemi, setidaknya pada daerah
yang telah ditentukan (melalui vaksinasi jangka pendek
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hingga menengah) dalam upaya pengendalian transmisi
dari virus PMK dan/atau dalam upaya melindungi
populasi ternak yang belum terjangkit PMK.

Kebijakan penanggulangan dan pengendalian yang
ditentukan ketika tedadi ditemukannya wabah PMK adalah:
1) Pemusnahan

Pemusnahan merupakan metode tercepat untuk
mengurangi kemungkinan penyebaran wabah PMK dari
tempat yang terinfeksi. Pemusnahan dilakukan dengan
cara memastikan tempat yg terinfeksi telah dikarantina dan
hewan yang dicurigai terkena PMK harus segera
dimusnahkan untuk membatasi penyebaran dari virus
PMK.

2l Karantina dan pengendalian perpindahan
Australia akan segera menghentikan segala aktivitas
peternakan nasional pada saat melakukan diagnosis atau
ketika adanya kecurigaan yang sangat tinggi terhadap
munculnya wabah PMK. Penghentian tersebut akan
diterapkan minimal selama 72 janrr dan hanya pada hewan
yang dicurigai terkena PMK (bukan kepada produk hewan).
Seluruh tempat yang terinfeksi dan tempat yang dicurigai
terjadi kontak akan segera dikarantina dan diawasi. Selama
kegiatan ini, hewan hidup tidak diizinkan keluar atau
masuk area tersebut.

3) Pelacakan dan Surveilans
Pelacakan yang cepat sangat penting dilakukan dalam
upaya membatasi penyebaran PMK secara efektif an elisien.
Pelacakan dilakukan dengan dua cara, yaitu pelacakan
mundur dan pelacakan maju. Pelacakan mundur
dilakukan minimal 14 hari sebelum terjadinya serangan
atau munculnya gejala klinis, sedangkan pelacakan maju
dilakukan minimum 14 hari sebelum adanya laporan kasus
hingga saat karantina diberlakukan.
Surveilans selama terjadinya wabah PMK diakukan dengan
tujuan mendeteksi munculnya wabah baru, mendefinisikan
perluasan terjadinya infeksi, mendemonstrasikan bahwa
infeksi tidak terjadi pada area kendali (area pengendalian:
radius minimum 10 km dari tempat terjadinya wabah ) dan
di luar area kendali.

4) Zonasi dan pengotak-kotakan untuk perdagangan luar
negeri
Ketentuan terkait zonasi telah diatur oleh WOAH untuk
mengakomodir perdagangan luar negeri. Zonasi diterapkan
dengan dua cara, yaitu untuk wilayah yang sebarannya
terbatas, dan luas. Terkait perdagangan internasionai,
Australia akan melakukan kesepakatan dengan mitra
internasional yang akan melakukan impor produk dari
Australia.

5) Vaksinasi
Vaksinasi merupakan salah satu alternatif pilihan untuk
mendukung pemusnahan wabah pMK. Australia akan
mempertimbangkan potensi dari vaksinasi sebagai bagian
dari strategi penanggulangan pMK ketika terjadinya wabah.

6) Perawatan terhadap hewan yang terinfeksi
Hewan yang terinfeksi tidak dilakukan perawatan
berdasarkan kebijakan pemerintah terkait pemusnahan.
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7l Perlakuan terhadap produk hewan
Produk hewan dan turunannya akan diperlakukan
berdasarkan hasil dari analisis berbasis risiko. Produk
hewan dan turunannya yang berasal dari wilayah terjangkit
harus dimusnahkan.

8) Penerapan standar bioseatity terhadap peralatan dan
personel
Peningkatan ukuran dan standar biosecuitg harus segera
diterapkan oleh industri terkait di seluruh Australia
ketikan telah dinyatakan terjadinya wabah PMK.
Pemindahan hewan yang dilakukan secara rutin, dan
komoditas hewan, seperti susu, serta industri layanan
terkait dapat ditunda sementara ketika kebijakan
penerapan bioseanitg telah ditetapkan di daerah tersebut.
Segala peralatan, personel, kendaraan dan segala yang
berkaitan dengan hewan harus diterapkan kebijakan
bioseanritg.

9) Pemusnahan hewan dan produk hewan
Pemusnahan hewan yang terjangkit harus
mempertimbangkan risiko terhadap lingkungan dan risiko
terhadap penyebaran wabah. Pemusnahan terhadap hewan
harus dilakukan untuk mencegah hewan liar
terkontaminasi.

10) Dekontaminasi
Produk hewan (seperti kulit dan wool), perlengkapan,
material, dan bangunan yang kemungkinan besar
terkontaminasi oleh virus PMK harus segera dilakukan
tindakan dekontaminasi. Jika tindakan dekontaminasi
tidak dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, maka
periengkapan, material dan bangunan harus segera
dimusnahkan. Tindakan dekontaminasi disarankan dengan
menggunakan disinfektan yang secara efektif dapat
melawan virus PMK atau virus sejenisnya.
Beberapa inisiatif iain yang diterapkan oleh pemerintahan

Australia dalam upaya penanggulangan PMK adalah
1) Penyediaan informasi yang lengkap terkait penanganan pMK

yang dapat diakses secara daring (online)
2) Meberikan kursus online secara gratis kepada dokter hewan

dan asisten dokter hewan
3) Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait FMD,

contoh: https:/ / www.youtube. com / plavlist?list=PLpiCDHV-
IihFpiNtna!'wCbeYOGNiCHmbf

d Progress Pemberantasan PMK
Saat ini penanganan PMK di Australia sangat baik dan
masuknya virus PMK ke negaranya dapat dikendalikan. Saat ini
Australia sedang dalam keadaan siap siaga untuk merespon
endemi PMK yang sedang terjadi di Indonesia sejak bulan Mei
2022. Berik.ut adalah beberapa hal yang sedang/telah dilakukan
oleh pemerintah Australia untuk merespon kejadian wabah pMK
di Indonesia:
1) Menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam

upaya memerangi dan menanggulangi wabah pMK.
Pemerintah Australia telah menawarkan bantuan teknis,
saran, bantuan vaksin dan dukungan keuangan.
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2l Menangguhkan dan meninjau ulang izin impor untuk
produk hewan dari Indonesia karena berpotensi membawa
virus PMK ke Australia.

3) Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran
terhadap wabah PMK kepada produser, peternak, industri
pertanian, dan wisatawan serta pemangku kepentingan
lainnya.

4l Memperketat perizinan di bandara kepada pelancong yang
ingin masuk ke Australia.

5) Memperketat pemeriksaan terhadap barang-barang yang
masuk dari luar negeri di pusat pos internasional.

6) Meningkatkan pengawasan dan pemantauan penyakit di
seluruh wilayah Australia; Australia barat, Australia timur,
dan Queensland utara.

Kesimpulan
Kemampuan Australia dalam menanggulangi wabah penyakit
pada hewan (termasuk wabah PMK) secara cepat, efektif dan
efisien telah mendapatkan pengakuan secara internasional.
Dalam menanggulangi wabah PMK, respons cepat akan segera
diberikan jika adanya kasus yang mencurigakan. Sampel
terhadap virus akan segera diuji oleh pemerintah setempat dan
dikirim ke Australian Centre for Disease Preparedness di
Geelong in Victoria untuk con firm atory testing. Sementara
menunggu hasil uji laboratorium, tempat kejadian munculnya
wabah akan dikarantina dan diberikan penanganan yang
diperlukan ketika hasil uji laboratorium telah keiuar.

2. New Zealand

a Kondisi Umum PMK
New Zealand (NZ) tidak pernah mengalami wabah pMK. Namun
pada Mei 2022, lndonesia mengonfirmasi kasus pertama pMK
sejak negara tersebut dinyatakan bebas pada tahun i990.
Mengingat kedekatan Indonesia dengan Australia sebagai salah
satu mitra dagang terbesar NZ, Pemerintah membunyikan alarm
biosekuriti. Pemerintah NZ menganggap serius potensi ancaman
yang disebabkan PMK.

b Dampak PMK
Dampak jika terjadi PMK pada New Zealand secara garis besar
terbagi menjadi dua. Pertama, efek pada lapangan pekerjaan
dan ekonomi serta, Kedua, efek pada peijalanan -dan

transportasi hewan. Dampak tenaga kerja dan ekonomi yang
dimaksud seperti:
1) Nilai tambah peternakan rusa turun sekitar 757o.
2l Nilai peternakan babi tidak akan bayak terpengaruh selain

oleh penurunan harga karena sedikit aaging babi yang
diekspor dan <4OVo konsumsi domestic beraialtari imior 

*
3) Pemrosesan konsumsi domestik diasumsikan t..u"

berlanjut dengan sedikit gangguan
4) Harga daging dalam negeri akan turun karena oversupply

daging merah.
5) Penurunan 80% pekerjaan pengolah daging dan susu

(karena antara karyawan dan pemilik yang lebih tinggi
dibanding peternakan) dengan hasil konvLrsi*ZS.+OO or"ii
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kehilangan pekerjaan (pengolah daging) dan 10.0O0 orang
(pengolah susu) dalam jangka pendek

6) Secara agregat, nilai tambah dari lima industri yang
terkena dampak langsung turun sebesar US$ 5,8 miliar,
47%o dari total penurunan sebesar US$ 13,8 miliar, dan
lapangan kerja turun sekitar 50.400 pekerjaan pada tahun
pertama

7) Berbagai industri hulu yang menjadi pemasok ke industri
terdampak mengalami kerugian yang signifikan,
diperkirakan terjadi pada:
a) Jasa pertanian, turun 26,40/o;

Jasa ritel bahan bakar (22o/ol;
Listrik (3%); dan

b
C

d Pestisida (1,4%)
Jika NZ mengalami wabah PMK, maka perjalanan dan
pergerakan hewan akan dibatasi:
1) Hewan yang rentan, air mani dan embrio akan

diberhentikan secara nasional hingga pemberitahuan lebih
lanjut. Diperlukan izin untuk setiap usul pergerakan
hewan.

2) Produk hewani akan dibatasi di daerah yang sangat
berisiko tinggi.

3) Kendaraan, peralatan dan orang dapat dikenai pembatasan
dan persyaratan.

Pemerintah percaya bahwa pembatasan pergerakan sangat
membantu menahan penyakit dan mempercepat pemulihan NZ
dari wabah. Masyarakat luas akan terpengaruh oleh
pembatasan tersebut.

C Strategi Pemberantasan PMK
Kunci penanganan PMK di NZ adalah "Respons cepat dan
efektif." Semakin cepat NZ menanggapi wabah pMK, maka
semakin cepat dapat diberantas. Rencana respons MpK
diaktifkan segera PMK dikonfirmasi di Animal Health
Laboratory. Respons bertujuan untuk memberantas secepat
mungkin agar perdagangan normal sesegera mungkin. Jika
penyakit itu terbatas pada sebagian kecil wilayah NZ, maka
seluruh negara akan terkena wabah dan perlu beberapa minggu
untuk menentukan seberapa luas penyebarannya. Dalim
penanganan jika terjadi PMK, Pemerintah NZ telah merumuskan
beberapa skenario sebagai berikut;
1) Jangka waktu hingga 2 minggu sebelum respons. Virus

PMK tiba di NZ tanpa terdeteksi melalui daging mentah
yang diimpor secara ilegal. Terjadi penularan melalui udara
dari babi ke sapi di peternakan terdekat.

2) Hari penemuan: membuat panggilan ke Hotline Ministry for
Primary Industry (Mpl). Gejala pMK yang dicurigai sudah
terlihat pada sapi dan peternak memanggil dokter hewan.
Dokter hewan melakukan pemeriksaan sapi_sapi tersebut
dan mencurigai bahwa itu mungkin pMK, kemudian
melaporkan ke hotline hama dan penyakit Mpl. Operator
hotline segera memberi tahu dokter hewan spesialis Mpl
(Petugas Penyidik)

3) Dalam _satu jam, penyelidikan akan dilakukan. petugas
Penyidik menghubungi penelpon hotline un[=uk
mendapatkan informasi lebih lanjut dan memutuskan
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apakah itu terdengar seperti PMK. Jika ya, penyelidikan
dimulai. Staff MPI, AsureQuality dan pihak lain yang
terkena dampak langsung akan disiagakan. Pengumpulan
susu dari properti yang terkena dampak ditunda sampai
penyelidikan selesai. Seorang Dokter hewan yang dikontrak
MPI (untuk investigasi awal) yang terlatih dalam penyakit
seperti PMK pergi ke property untuk menyelidiki

4) Dalam waktu 5 jam, dokter hewan menyelidiki lokasi dan
segera melaporkan temuan kepada MPI. Jika dokter hewan
pertama tidak dapat mememastikan PMK, maka dikirim
dokter hewan spesialis MPI (incursion inuestigator) dikirim
untuk mendapatkan semnd opinion. Dokter hewan MPI
memeriksa dan memastikan apakah PMK atau bukan. Jika
bukan, maka penyelidikan berakhir. Jika iya, maka berikut
tahapan yang dilakukan:
a) Mengumpulkan sampel dari hewan yang terinfeksi

untuk diagnosis secara cepat oleh Laboratorium
Kesehatan Hewan MPI di Wallaceville;

b) Properti yang terkena dampak menjadi Tempat
Terbatas yang melarang pergerakan semua ternak,
kendaraan, dan produk berisiko tinggi lainnya (baik di
dalam maupun di luar properti);

c) Petani atau pemilik diminta untuk mencatat semua
pergerakan kendaraan dan stok ke dan dari properti
selama 3 minggu terakhir;

d) Membuat rencana pengelolaan untuk peternakan dan
properti lainnya yang mungkin telah menerima stok
terinfeksi dari properti tersebut;

e) Seorang Manajer ditugaskan untuk bekerja sama
dengan petani untuk melaksanakan rencana tersebut;
dan

f) Anggota Tim Tanggap MPI diberitau bahwa
kemungkinan kasus PMK sedang diselidiki.

Konfirmasi laboratorium akan memicu quick response.
Diagnosis PMK memicu seluruh respons biosekuriti
pemerintah yang dimpimpin oleh MPI:
a) MPI memberi Organisasi Dunia untuk Kesehatan

Hewan serta pasar intemasional untuk
menangguhkan perdagangan produk hewan rentan
PMK.

b) Pejabat dan pemangku kepentingan utama diberi
pengarahan (nasional dan regional)

c) Penghentian ternak nasional diumumkan melalui
Controiled Area Notice, menghentikan pergerakan
semua hewan yang rentan beserta sperma dan
embrionya, termasuk juga peralatan yang terkait
seperti truk dan properti.

d) Controlled Area Notice mengumumkan ,,Area Berisiko
Tinggi" di sekitar properti terinfeksi. pelarangan
pergerakan stok dan komoditas berisiko sepirti
daging, susu, kulit dan wol.

e) Polisi, dewan lokal dan regional membantu mendirikan
pos pemeriksaan, blok jalan, stasiun dekontaminasi,
patroli kepatuh.an dan larangan pergerakan ternak,
terutama di sekitar area yang 

"..rg.t bJrisiko.
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f) Media NZ dan anggota masyarakat diberi pengarahan
dan pembaharuan informasi, serta kampanye
kesadaran publik diluncurkan untuk membantu orang
memahami:
(1) apa yang harus dilakukan (misalnya mengikuti

pembatasan pergerakan) ; dan
(2) Konsekuensi dari pelanggaran persyaratan

g) Semua ternak dan pergerakan baik yang berisiko di
dalam dan di luar properti yang terinfeksi, dilacak
untuk menemukan lokasi potensial PMK lainnya.

h) Stok di peternakan yang terinfeksi dan mungkin, di
peternakan yang kemungkinan telah terpapar,
dihancurkan dan dibuang secara manusiawi. Catatan:
Hal ini hanya berlaku untuk spesies yang rentan.
Kuda, unggas, anjing dan kucing tidak terpengaruh.

i) Lokasi, kendaraan dan barang berisiko tingi lainnya
didekontaminasi.

Progress Pemberantasan PMK
Hingga saat ini tidak ditemukan penyebaran virus PMK di New
Zealand. Negara New Zealand hanya mengantisipasi masuknya
PMK melalui Australia sebagai salah satu mitra dagang terbesar
New Zeaiand.

Kesimpulan
Negara NZ tidak pernah mengalami wabah PMK. Namun
demikian, Pemerintah akan menyalakan alarm biosekuriti jika
terjadi wabah PMK. Diprediksi, jika wabah terjadi, maka
dampak terbesar terjadi pada perekonomian, tenaga kerja,
perjalanan dan transportasi hewan. Hingga saat ini, Pemerintah
NZ sangat serius dalam menilai kerentanan, potensi serta
antisipasi wabah PMK. Ha1 tersebut terkonfirmasi dari prakiraan
dampak jika wabah terjadi serta penanggulangan yang telah
dijabarkan menjadi langkah-langkah detail.

e

3. Paraguay

a Kondisi Umum PMK
Paraguay mengalami wabah PMK pada tahun 2002 dan terakhir
tercatat pada tahun 2011 di daerah Sargento Loma, San pedro.
Sejak pertama kali dinyatakan bebas pMK, wabah kembali
terjadi pada tahun 2011 yang disebabkan oleh kelalaian
manusia. Pemusnahan dilakukan dengan pemotongan sekitar
1.000 ekor sapi. Pemusnahan melibatkan tentara yang
menghancurkan hewan dengan senapzrn dan mengubu. hir"ai
di parit yang dalam. Proses pemusnahan dipantau oleh pakar
hewan internasional.

b Dampak PMK
Paraguay merupakan negara berkembang dengan kondisi
geografis_ yang sebagian besar adalah pedesaan. baging sapi
adalah ekspor terbesar kedua di laraguay. Masalah efrffi pad"
tahun 2011 memiliki konsekuensi et<onomi yang buruk. WaUafrtelah menyebabkan kelumpuhan hampi. keseLruhar, .t"po.daging, mengakibatkan kerugian terhadap -ut. ,r.rg asing dansumber daya fiskal dan memengaruhi setiap staten6ta..slrrrrg
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terlibat dalam rantai produksi. Hal tersebut diakibatkan karena
penutupan pasar Chili yang merupakan pasar ekspor daging
terbesar untuk Paraguay. Penutupan pasar Chili membuka
potensi pasar lain yaitu Rusia yang menjadi pasar ekspor utama
daging bagi Paraguay. Namun perubahan pangsa pasar ekspor
juga berdampak pada peningkatan biaya transportasi hingga
harga jual yang lebih rendah.

Strategi Pemberantasan PMK
Paraguay melakukan vaksinasi secara berkala untuk

menjaga status bebas PMK. Vaksinasi dilakukan oleh Komisi
Kesehatan Hewan (CSA) yang terdiri dari perwakilan dari sektor
publik dan swasta. Struktur dasar sistem vaksinasi anti PMK
meliputi: Layanan Kesehatan dan Kualitas Hewan Nasional
(SENACSA) - CSA - Koordinator Teknis - Auditor - Vaksinator.

Audit dilakukan pada 1007o peternakan yang memiliki
hewan ternak lebih dari 100 ekor. Untuk peternakan dengan
jumlah hewan kurang dari 100 ekor, mekanisme diserahkan
kepada petugas vaksinasi yang berwenang untuk
menindaklanjuti. Salah satu kesulitan yang terus ada adalah
kurangnya ketersediaan data terbaru tentang populasi sapi
berdasarkan sensus. Meskipun, perkiraan tahunan cukup
mendekati realitas. Berdasarkan hasil audit Direktorat Jenderal
Kesehatan dan Keselamatan Hewan - Komisi Eropa (2009)
kekuatan utama adaiah kampanye vaksinasi yang terorganisir
dengan baik di bawah pengawasan resmi yang telah
menghasilkan kekebalan populasi yang tinggi yang ditunjukkan
oleh survei kekebalan populasi. Berikut hasil audit yang
dimaksud terkait vaksinasi FMD:
1) Terdapat vaksinasi sistematis yang dilakukan pemerintah

Paraguay terhadap sapi:
a) Paraguay memiliki vaksinasi sistematis tahunan untuk

PMK. Perubahan program vaksinasi dalam beberapa
tahun terakhir (misalnya: penggunaan dua kampanye
vaksin dibanding tiga kampanye dan penggunaan
vaksin bivalen bukan trivalent) telah dibenarkan
dengan tingginya tingkat kekebalan yang dicapai pada
hewan yang lebih tua.

b) Instansi yang berwenang telah mendelegasikan
tanggung jawab pelaksanaan program vaksinasi
kepada 20 Komisi Kesehatan Hewan, sebelumnya
dikoordinasikan oleh Asosiasi Koordinasi Nasional
Kesehatan Hewan (ACONASA) dan sejak 201g sebagai
Yayasan Pelayanan Kesehatan Hewan (FUNDASSA).

c) Adanya pendekatan harmonis dan sistematis secara
nasional, terutama melalui petunjuk pelaksanaan dan
instruksi yang disusun terpusat dan rencana vaksinasi
standar, serta laporan pasca_vaksinasi yang disetujui
oleh otoritas kompeten secara terpusat.2) Vaksinasi dan vaksin dikontrol secaia resmi oleh otoritas

yang ditunjuk:
a) Pengawasan di daerah dilakukan oleh pejabat

berwenang di tingkat daerah dan di tingkat pusai oiehaudit pusat. Sistem secara memad-ai _..rgo.rt.oidistribusi vaksin, termasuk penanganan pengiriman
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vaksin dan penggunaan vaksin sesuai rencana
vaksinasi yang disetujui.

b) Otoritas kompeten di Pusat mengumpulkan dan
menganalisis hasil kontrol. Berdasarkan hasil
tersebut, membuat perubahan dalam prosedur
mereka.

c) Laboratorium rujukan nasional untuk PMK
menyetujui vaksin (diproduksi secara lokal atau impor)
dan melakukan kontrol kualitas terhadap vaksin
tersebut

d) Laboratorium juga mengontrol setiap batch vaksin
sebelum diluncurkan untuk digunakan, sesuai dengan
WOAH Terrestrial Manual. BiIa batch gagal dalam satu
pengujian, maka seluruh batch vaksin ditolak dan
dibuang di bawah pengawasan resmi.

Upaya lain yang dilakukan adalah pemantauan ketat dan
pembatasan perdagangan, khususnya dengan negara yang
berbatasan langsung dengan Paraguay.

Progress Pemberantasan PMK
Berdasarkan hasil audit Direktorat Jenderal Kesehatan dan
Keselamatan Hewan - Komisi Eropa (20i9), menghasilkan
beberapa poin hasil audit sebagai berikut:
1) Otoritas Kompeten yang terorganisir dengan baik dengan

kerangka hukum dan administrasi yang tepat, serta
koordinasi dengan pemangku kepentingan (misalnya petani
dan pelaku industri daging) bertanggung jawab atas
pelaksanaan program pengendalian PMK Nasional

2l Secara umum, verifikasi berlapis memastikan perbaikan
terus menurus dari sistem kontrol. Namun terdapat
kelemahan sistem yang menjadi titik lemah yaitu
sempitnya ruang lingkup audit nasional terhadap program
PMK dan keterlambatan pelaksanaan tindakan korektif.

3) Terdapat sistem untuk registrasi, identifikasi hewan dan
kontrol pergerakan memberikan ketelusuran yang memadai
untuk sapi. Meskipun beberapa kelompok hewan hidup
untuk disembelih di pasar Uni Eropa (UE) termasuk yang
tidak memenuhi syarat, masih terdapat potensi yang
menguntungkan untuk pasar domestik. Dalam pertemuan
terakhir, Otoritas berwenang berkomitmen untuk segera
memperbaiki situasi ini.

4l Paraguay memiliki sistem kontrol hewan hidup dan produk
hewani yang mengurangi risiko masuknya hewan terkait
dan membantu menjaga status kesehatan pMK.

5) Pihak berwenang segera menyelidiki kecurigaan penyakit
vesicular, dengan hasil laboratorium yang tersedia dalam
waktu 24 jam setelah pemberitahuan. Kesadaran
masyarakat petani untuk pengawasan pasif meningkatkanjumlah informasi kecurigaan dalam beberapa tahun
terakhir. Namun terdapat titik lemah yang menghambat
respons dengan cepat dan efektif jika penyakit muncul.
Beberapa titik lemah tersebut, meliputi: ketiadaan rencana
darurat untuk dugaan pMK di pos pemeriksaan transit
internal;. dan penyelidikan epidemiologi yang tidak
memadai sehubungan dengan kecurigaan dan wabah plr,tK.

44-
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6) Pihak berwenang memiliki penelitian yang reliabel
mengenai sirkulasi virus dan survei tentang tingkat
kekebalan pada populasi hewan. Hasil penelitian
menunjukkan kekebalan populasi yang tinggi dan tidak ada
penularan virus dalam populasi yang divaksinasi. Mereka
juga menunjukkan peningkatan kekebalan populasi
tahunan, yang diduga merupakan hasil dari beberapa
tindakan yang ditargetkan oleh Otoritas kompeten yang
bekerja sama dengan industri: misalnya memperkuat
kontrol terhadap vaksin yang digunakan; penyediaan
pelatihan tambahan dan pengenalan perubahan struktural
serta operasional dari Badan-Badan yang bertanggung
jawab untuk vaksinasi.

7l Otoritas Veteriner didukung oleh laboratorium yang
berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang dapat
diandaikan

8) Secara umum, prosedur sertifikasi memberikan jaminan
yang tepat mengenai keandalan pernyataan yang tercantum
dalam sertifikat dan pengetahuan pejabat yang berwenang
mengeluarkan sertifikat. Meskipun demikian, dalam
beberapa kasus, pejabat yang menandatangani sertifikat
tidak memenuhi syarat untuk pasar UE.

Kesimpulan
Penanggulangan FMD di Paraguay menggunakan pendekatan
vaksinasi. Penyelenggaraan vaksinasi dilakukan secara
desentralisasi dengan kebijakan yang dikelola secara terpusat.
Dalam pelaksanaannya, pemetaan dilakukan terhadap
peternakan dan dilakukan audit secara menyeluruh untuk
mendapatkan data hewan seakurat mungkin sehingga vaksinasi
dapat dilakukan secara tepat sasaran. Produksi vaksinasi
diputuskan oieh Laboratorium rujukan PMK dengan kontrol
kualitas yang ketat.

4. Uruguay

a Kondisi Umum PMK
Uruguay merupakan salah satu negara yang berada di

wilayah Amerika Selatan. Saat ini negara-negara yang berada di
wilayah Amerika Selatan akan menuju status bebas penyakit
Mulut dan Kuku (PMK) dimana hampir 99yo peternakan yang
berada di wilayah tersebut telah dinyatakan bebas iMKI
Kemajuan pemberantasan pMK di wilayah Amerika Selatan
semakin baik dalam beberapa dekade terakhir. pada tahun
2010 World Organization for Animal Health (WOAH) menyatakan
bahwa 85o/o peternakan di wilayah tersebut bebai pMX,
sedangkan pada tahun ?92O jumlah peternakan yang
dinyatakan bebas pMK sudah mencapai 9g,6o/o. Oitargeikai
pada akhir tahun 2025 seluruh nega.a di wilayah Airerika
Selatan dinyatakan bebas pMK lwww.paho.or g, 2O2b).

Sebagian besar negara-negara yang berada di wilayah
Amerika selatan, termasuk Uruguay teiah dinyatakan bebas dariPMK sejak 10 (sepuluh) tahun 

- 
terakhir. Laporan terakhirmuncuinya wabah pMK terjadi di negara Kolombia pada tahun2077 dan 2018. Munculnya wabiir pMK tersebut didugadisebabkan oleh masukny" h.*"r, te..r"k 

"e"ara ilegal di
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wilayah yang perbatasan dengan Venezuela. Kendati demikian,
Kolombia berhasil mendapatkan kembali status bebas PMK
(dengan vaksinasi) pada tahun 2020 (www.paho.org,2O22l

Dampak PMK
Uruguay merupakan salah satu negara penghasil daging

terbesar di dunia. Pada tahun 2020 produk/ komoditas yang
paling banyak diekspor oleh Uruguay adalah daging sapi beku
lfrozen bouine meatl. Hal ini menjadikan Uruguay berada pada
posisi ke-7 (4,67%) sebagai negara pengekspor daging sapi beku
dunia, dengan pendapatan sebesar $ I ,26 Miliar
(https: / / oec.world, 20221.

Negara tujuan terbesar ekspor daging sapi beku Uruguay
adalah China (59,1%) dengan pendapatan sebesar $7+3 .juta,
diikuti oleh Amerika (19,4o/o) dengan pendapatan sebesar $243
juta, Kanada (5,6%) dengan pendapatan sebesar $70,4 juta,
Israel (3,84%) dengan pendapatan sebesar $48,2 juta, dan Italia
(2,630/o) dengan pendapatan sebesar $33 juta.

Akses terhadap pasar ekspor untuk produk daging sangat
bergantung pada kemampuan suatu negara dalam
menanggulangi wabah PMK. Status suatu negara (endemi,
bebas PMK dengan vaksinasi, atau bebas PMK tanpa vaksinasi)
akan sangat menentukan akses terhadap pasar dan harga dari
produk daging yang diekspor. disamping itu, keinginan dari
negara tujuan ekspor juga sangat menentukan akses pasar dan
harga daging yang diekspor. Beberapa negara menerapkan
standar yang tinggi untuk mengimpor produk daging, seperti
Jepang dan Korea yang hanya mengimpor daging dari sebagian
kecil negara yang berstatus bebas PMK tanpa vaksinasi.

Selain mengganggu pendapatan negara dari ekspor daging,
endemi PMK juga berdampak pada menurunkan produktivitas
pada ternak dewasa dan meningkatkan angka kematian pada
ternak yang masih muda sehingga berdampak pada
ketersediaan produk hewan temak dan turunannya dan
ketersediaan bibit, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun
untuk kebutuhan ekspor. Selain itu, anggaran dan sumber daya
yang dibutuhkan untuk penanggulangan wabah pMK tergolong
sangat besar, seperti biaya ganti rugi terhadap peternak,
pemusnahan hewan ternak yang sudah terjangkit dan tidak
terlolong, penanggulangan bangkai hewan yang sudah mati,
pemberian disinfektan dan vaksin, dll. Wabah pMK juga
berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran bahkan
berdampak pada industri pariwisata.

Strategi Pemberantasan PMK

- Saat ini Uruguay berupaya untuk menanggulangi penyakit
mrrlut dan kuku tanpa menggunakan vaksin. Fada 

"buian'lvtey

2019, Menteri peternakan, agrikultur dan perikana., U.uguay
(MGAP), the Instituto Nacional de Investigacio-n Agropecriaria
(INIA), dan the Instituto Nacional de Carne"s (INAC) membentuk
lembaga independen untu.k mengevaluasi kelayakan p..r...pu.,
kebijakan non vaksin dalam upaya p".r^nggrl"r,gan penyakitmulut dan kuku di Uruguiy. tial in'i" seja*lan 'd.G;;
rekomendasi dari pHEFA, dimana Uruguay dianjurkan untukmelakukan transisi d".l-{3_"S statusn}a tebas pivff denganvaksinasi menuju bebas pMK tanpa vaksinasi-"erta memperkuat

c
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tindakan-tindakan pencegahan, meningkatkan kemampuan
deteksi dini, dan meningkatkan kemampuan respons cepat
terhadap insiden PMK. Pada masa transisi dari status bebas
PMK dengan menggunakan vaksin menuju bebas PMK tanpa
vaksin, disamping menghentikan vaksinasi layanan veteriner
harus meninjau ulang/melengkapi atau menerapkan langkah-
iangkah berikut:
1) Memperkuat manajemen pencegahan wabah PMK

Manajemen kesehatan hewan untuk pencegahan wabah
PMK diiakukan dengan berpedoman pada rekomendasi
yang dikeluarkan oleh IOE/WOAH. Untuk itu, pengawasan
tingkat tinggi diterapkan di bandara, Pelabuhan, dan
wilayah perbatasan terhadap produk impor yang berisiko
tinggi. Disamping itu juga dilaksanakan inspeksi terhadap
bagasi penumpang internasional yang dicurigai terdapat
produk hewan ternak yang terkontaminasi guna memitigasi
risiko penyebaran wabah dari luar negeri. Disamping itu
juga disarankan untuk melakukan tinjauan ulang dan
evaluasi dengan pendekatan analisis risiko dan analisis
multi-kriteria terhadap manajemen kesehatan hewan guna
mencegah paparan atau sebaran virus terhadap populasi
hewan yang rentan terkena penyakit.

2) Memitigasi risiko dari lepasnya virus PMK dari
laboratorium dan produsen produk biologis

3) Menerapkan manajemen biosecurity dan bioprotection
4l Mencegah memberi makan babi dari sisa makanan dan

sampah organik
Dalam upaya pencegahan masuknya produk
terkontaminasi virus PMK ke dalam negeri yang dibawa
oleh penumpang internasional, negara telah menerapkan
kebijakan pengendalian bagasi, dimana setiap bagasi
penumpang internasional yang dicurigai terdapat produk
hewan yang terkontaminasi harus segera dilakukan
pengecekan. Kendati demikian, tidak menutup
kemungkinan adanya produk yang terkontaminasi dapat
menjangkau populasi hewan dalam negeri yang rentin,
terutama populasi babi. Populasi babi tidak hanya rentan
terhadap virus PMK, tetapi juga virus lainnya seperti
penyakit demam babi Afrika dan virus demam klasik pada
babi. Oleh sebab itu, pemberian makanan sisa dari p.odrk
hewani dan/atau sampah organik kepada babi perlu untuk
dikendalikan. Pengendalian ini perlu diterapkan terutama
pada peternakan babi di pinggiran kota yang dekat dengan
tempat pembuangan limbah akhir dan zona den[an
populasi babi non-industri.

5) ltil9l_akukan pengawasan untuk pendeteksian dini terhadap
infeksi virus pMK
Keberhasilan negara dalam melakukan transisi dari status
bebas PMK dengan vaksin dengan status bebas pMK tanpavaksin sangat bergantung dlngan keberhasilan dalammelakukan deteksi 

. . 
dini terhadap hewan yangmenunjukkan gejala klinis terinfeksi 

- 
MpK. Untuk itu;sistem pemantauan harus terus berjalan danmenyeluruh/memiliki jangkauan yang luas 

".hi.rgga 
dapatmenjangkau seluruh populasi. XebJrhasilan aari upayadeteksi dini dan pemantauan terhadap hewan ternak ini
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sangat bergantung pada kerja sama dari pemiiik/penjaga
yang merawat dan memberi makan ternak. Diharapkan
pemilik/penjaga ternak mampu mengawasi dan mendeteksi
adanya kejanggalan/ gejala pada ternaknya dan segera
melapor kepada otoritas yang berwenang agar segera
melakukan verifikasi. Dengan demikian deteksi dini dan
respons cepat terhadap wabah PMK dapat segera dilakukan
untuk mengendalikan penyebaran wabah tersebut.
Beberapa negara di wilayah Amerika Selatan telah
meningkatkan kemampuan terkait proses pelaporan
terhadap penyakit hewan ternak ini, bahkan telah
mengembangkan aplikasi untuk telepon genggam dan
menyediakan layanan panggilan bebas pulsa.

6) Memberikan respons cepat terhadap insiden kejadian PMK
Otoritas yang berwenang harus segera memberikan respons
cepat jika telah mendapatkan laporan dari peternak
dan/ atau mendeteksi/ mencurigai munculnya gejala infeksi
virus PMK di wilayah kerjanya. Hal ini perlu dilakukan
guna mencegah penyebaran dari virus PMK tersebut.
Otoritas yang berwenang tidak harus menunggu wabah
PMK telah terkonfirmasi terlebih dahulu di wilayah
tersebut, tetapi harus bertindak sedini mungkin dengan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a) Membentuk satuan tugas khusus untuk mengelola

kesiapsiagaan terhadap permasalahan kesehatan
hewan.

b) Mengembangkan program pelatihan untuk tanggap
darurat terhadap wabah PMK

c) Mempertimbangkan segala skenario untuk keadaan
darurat terkait PMK, termasuk mempertimbangkan
pemodelan terkait wabah PMK

d) Memasukkan pemodelan wabah PMK ke dalam
analisis untuk menyrrsun skenario dalam keadaan
darurat.

e) Bekerja sama dengan bank vaksin dan antigen di
regional

Progress Pemberantasan PMK
Uruguay pertama kali dinyatakan bebas dari pMK (melalui

vaksinasi) pada bulan Mei 1994, kemudian setelah itu pada
bulan Juni 1994 Uruguay mulai menerapkan kebijakan
penghentian vaksinasi terhadap hewan ternak. pada bulan Mei
tahun 1996 IOE/WOAH selaku organisasi dunia yang
menangani kesehatan hewan memperbaharui status Uruguat
dari bebas PMK dengan vaksinasi menjadi bebas pMK tinpa
vaksinasi.

Pada bulan Oktober 2000 Uruguay mengalami endemi pMK

9-.lqT virus serot5rpe O dan baru mendapatkan status bebas
MPK dari IOE/WOAH pada bulan Januari 2001. Tak lama
berselang, pada bulan April 2001 Uruguay Kembali mengalamiendemi PMK dengan virus s.rotyp. A. hal teisebut
menyebabkan Uruguay kehiiangan staius bebas pMK untukkedua kalinya. Dalam upaya penanggulangan endemi pMK
tersebut, pemerintah Uruguay kembali mene"rapkan kebijakan
vaksinasi kepada hewan ternak yang ada di negaranya. Hal inidisebabkan oleh penyebaran *abah lMK yang semakin luas di
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negara tersebut. Pada bulan Juli 2001 seluruh hewan ternak
yang ada di Uruguay telah diberi vaksin, dan laporan terakhir
terkait wabah PMK pada hewan ternak terjadi pada bulan
Agustus 2001. Penanggulangan wabah PMK di Uruguay baru
dinyatakan selesai dan kembali mendapatkan status bebas PMK
(dengan vaksinasi) pada bulan Mei 20O3.

Kesimpulan
Keberhasilan wilayah Amerika Selatan, termasuk Uruguay
dalam penanggulangan wabah PMK dilakukan melalui beberapa
inisiatif, seperti (wabah PMK) yang dilakukan oleh masing-
masing negara (termasuk Uruguay). Upaya lain yang dilakukan
adalah pemberian vaksin, deteksi dini terhadap wabah, dan
pengendalian wabah secara cepat (www.paho.org, 2022l..

Kondisi Umum PMK
Brazil telah bergabung dengan panggung dunia sebagai

bagian dari negara BRICS yang kuat. BRICS merupakan
singkatan dari Brazil, Russia, India, China, dan South Africa.
Ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill menciptakan istilah BRIC
(tanpa Afrika Selatan) pada tahun 2001. Jim O'Nei11 meyakini
bahwa pada tahun 2050 keempat ekonomi BRIC akan
mendominasi ekonomi global. Afrika Selatan ditambahkan ke
daftar pada tahun 2010.

Brazil mengelola kawasan peternakan terbesar di dunia,
dan menduduki posisi nomor satu sebagai pengekspor daging
sapi global. Brazil merupakan pengekspor daging sapi terbesar
di dunia pada tahun 2020 diikuti oleh Australia, Amerika
Serikat, India dan Argentina. Brazil menyumbang sekrtar 24o/o
dari ekspor daging sapi dunia pada tahun 2020. Kenaikan Brazil
sebagai pengekspor daging sapi yang signifikan secara global
telah memakan waktu sekitar satu dekade, mengingat tidak ada
negara bagian Brazil yang dinyatakan bebas pMK sampai tahun
1998. Setelah wabah terakhir yang terjadi di Brazil pada
September 2005 dan April 2006, Brazil akhirnya mendapatkan
pengakuan dari WOAH sebagai negara bebas pMK dengan
vaksinasi pada tahun 2018 dan pada tahun 2021, Brazil
Kembali mendapatkan pengakuan WOAH sebagai Zona bebas
PMK dengan vaksinasi maupun tanpa vaksinasi.

Dampak PMK
PMK yang pernah terjadi di Brazil menimbulkan dampak yang
serius pada sektor peternakan. Setidaknya, secara umum
terdapat 2 (dua) dampak, yaitu:
1) PMK merupakan penyakit sangat menular di antara hewan

dan menyebabkan kerugian yang signifikan pada sektor
agro-ternak di Brazil.

2) Brazil mengalami kesulitan daiam mengekspor produk asalhewan ke negara-negara anggota WTO, dikarenakan
3d3nVa iarangan ekspor untuk negara yang belum bebas
PMK.

5. Braz1l

a

b
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Strategi Pemberantasan PMK
Brazil melaksanakan 2 (dua) strategi utama dalam
mengendalikan PMK selama negara tersebut belum terbebas
dari PMK. Strategi pemberantasan PMK yang dilakukan Brazil
adalah:
1) Melaksanakan rencana aksi Hemispheric Plan for tle

Eradication of FMD (PHEFA).
Negara-negara Amerika Selatan pada tahun L987
menyetujui Rencana Hemispheric untuk Pemberantasan
PMK (Hemispheric Plan for the Eradication of FMD, atau
PHEFA). PHEFA mengandung rencana aksi yang dilakukan
untuk menanggulangi PMK di Amerika Selatan. Pada akhir
periode Rencana Aksi PHEFA 2O|1-2O2O, wilayah Amerika
Selatan yang secara resmi diakui bebas dari Penyakit Mulut
dan Kuku telah meningkat dari 67,60/o pada 2010 menjadi
94,7Vo pada akhir 2019. Ternak yang bebas dari penyakit
mulut dan kuku penyakit, yang pada awal rencana aksi
PHEFA 2Oll-2O2O berjumlah 63,70/o merrirrgkat jumlahnya
menjadi 97,4o/o. Populasi bebas sapi dan kerbau meningkat
dari 84,4o/o menjadi 95,4o/o. Rencana aksi PHEFA
melingkupi:
a) Mengendalikan pergerakan hewan antara daerah yang

terkena wabah dan tidak terkena wabah.
b) Melaksanakan vaksinasi masal untuk hewan yang

rentan terkena PMK
c) Merekomendasikan pemusnahan hewan yang terkena

dan terpapar, khususnya di daerah bebas penyakit
sebelum wabah dating.

Implementasi PHEFA di Brazil dilaksanakan melalui
Kementerian Pertanian. Implementasi PHEFA di Brazil
dilaksanakan dengan pendekatan multi-cabang yang
melibatkan kampanye vaksinasi, kapasitas pembangunan
birokrasi khusus (misalnya, Departemen Kesehatan
Hewan), dan kontrol pergerakan hewan. Sejak tahun 1992
implementasi PHEFA di Brazil telah membuahkan hasil.

2l Menerapak sistem surveilans pasif
Sistem surveilans yang diterapkan di Brazil untuk

penyakit vesikular terutama didasarkan pada notilikasi
pasif. Keuntungan dari sistem surveilans pasif
dibandingkan sistem surveilans aktif adalah cakupannya
yang luas dan biaya yang rendah. Namun, mereka dapat
memiliki sensitivitas yang relatif lebih rendah daripida
sistem aktif karena mereka bergantung pada kerja sama
petani, pemilik hewan, dokter hewan swasta, dan dokter
hewan publik untuk berfungsi dengan baik. Sebuahpenelitian menunjukkan bahwa ketepatan waktu
surveillance di Brazil memiliki variabilitas (Ferrer_Miranda
et al., 2O2O). Akibatnya, diasumsikan bahwa sistem
surveilans tidak memiliki kapasitas yang diperlukan untuk
mendeteksi kejadian pMK tepat wattul+A jam pertama
setelah gejala pertama muncul).

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatanyang dihadapi pemerintah Brazil dalam melaksanakanstrategi pemberantasan pMK ini. Hambatan tersebut
adalah:
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a) Salah satu kesulitan awal dalam memicu komitmen
sektor swasta terletak pada serangkaian insentif buruk
yang dihadapi oleh peternak skala besar. Mengingat
pasar mereka adalah terutama domestik, mereka
meiihat sedikit keuntungan dalam melakukan
perbaikan sanitasi dalam kaitan dengan PMK,
mengingat biaya yang terkait dengan pengumpulan
ternak dalam jumlah besar untuk vaksinasi reguler
lebih besar daripada potensi kerugian dari wabah
PMK.

b) Upaya pemberantasan PMK tahap awal tidak efektif
karena pengaruh gejolak sosial dan politik, dan
kesulitan ekonomi yang terkait seperti inflasi dan
pasar kredit yang tidak berfungsi dengan baik.

Progress Pemberantasan PMK
Pada tahun 2018, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH)
menyatakan Brazil bebas dari penyakit mulut dan kuku (PMK)
dengan vaksinasi. WOAH sudah menyatakan sebagian besar
wilayah di Brazil bebas dari PMK dengan vaksinasi. Pada tahun
2021, Sidang Umum ke-88 WOAH menyatakan perkebunan
Acre, Paran6, Rio Grande do Sul, dan Rondonia bebas dari pMK
tanpa vaksinasi. Sertifikasi juga diperluas ke 14 kota di
Amazonas dan lima kota di Mato Grosso pada tahun 2022.
Hingga saat ini, Brazil secara konsisten berupaya untuk
mempertahankan statusnya sebagai negara bebas PMK tanpa
vaksinasi.

e Kesimpulan
Brazil merupakan negara yang pernah terkena wabah pMK pada
tahun 2005 dan 2006 kemudian mengatasinya dengan baik.
Dampak PMK bagi Brazil dirasakan sangat merugikan sector
agro-ternak maupun ekspor produk komoditas peternakan ke
negara-negara WTO akibat adanya pelarangan ekspor dari
negara yang terpapar PMK. Brazil membutuhkan waktu 12
tahun untuk mendapatkan pengakuan WOAH sebagai negara
bebas PMK dengan vaksinasi, dan 15 tahun untuk
mendapatkan pengakuan sebagai negara bebas pMK tanpa
vaksinasi. Brazil menjalankan 2 (dua) strategi utama dalam
membebaskan diri dari PMK, yaitu melaksanakan rencana aksi
PHEFA dan melaksanakan sistem surveilans pasif secara
konsisten dan berkesinambungan.

6. Kazakhstan

a Kondisi Umum PMK
Kazakhstan adalah negara besar di Asia Tengah, berbatasan
dengan Federasi Rusia di utara dan barat, CinL di timur, dan
Kyrguzstan,Uzbekistan, dan Turkmenistan di selatan. Menurut
Layanan Informasi Statistik Kazakhstan, pada tahun 2O2O, ad,a
sekitar 8, 1 juta ekor sapi dan Z 7 ,T juta ekor domba diternalkan
ir^pSdlle rymput yang luas di negeri itu. Selama tahun 1955_2013, Kazakhstan melaporkan kejadian pMK di wilayahnya.
Wabah tersebut terkait denga., 

"..oiip. O dan A dari virus pMK
dan hewan yang paling U11Vat terjanlkit adalah sapi. Beberapastrategi pemberantasan pMK yang diterapkan di Kazakhstan
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berujung pada pengakuan World Organization for Animal Health
(WOAH) yang menyatakan Kazakhstan sebagai negara yang
bebas PMK dengan vaksinasi parsial pada tahun 2015. 2 tahun
berikutnya yaitu pada tahun 2017, Republik Kazakhstan
menerima pengakuan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia
(WOAH) atas statusnya sebagai bebas PMK dengan vaksinasi,
hingga pada tahun 2Ol8 beberapa zona di Kazakhstan
mendapat status zona bebas PMK dimana vaksinasi tidak
dilakukan atau zona bebas PMK tanpa vaksinasi.

Dampak PMK
Sama halnya dengan Brazil, terdapat 2 (dua) dampak utama
PMK bagi Kazakhstan, yaitu:
1) PMK merupakan penyakit sangat menular di antara hewan

dan menyebabkan kerugian yang signifikan pada sektor
agro-ternak.

2) Kazakhstan mengalami kesulitan dalam mengekspor
produk asal hewan ke negara-negara anggota WTO,
dikarenakan adanya larangan ekspor untuk negara yang
belum bebas PMK.

Strategi Pemberantasan PMK
Strategi Kazakhstan adalah melakukan pencegahan dan

mematuhi strategi pemberantasan PMK sesuai dengan
persyaratan internasional secara ketat serta melakukan
perubahan sistemik dalam layanan veteriner (veterinary
services). Struktur VS Kazakhstan dapat dilihat pada gambar
berikut ini;

C

Gambar 20. Struktur VS Kazaklstan

Pada gambar diatas dapat dilihat bagaimana kolaborasi
antara lembaga pemerintahan dan non pimerintahan dalam
menjalankan fungsi veteriner di Kazakhstan. Kementerian
Pertanian sebagai otoritas veteriner pusat berkolaborasi dengan
Departemen Veteriner dan Keamanan Fitosanitari dan Lembiga
Kajian dan Penelitian Kehewanan. Kazakhstan memiiiki KomieKontrol dan Pengawasan Kehewanan yang membawahi pusat
Referensi Kehewanan Nasional, LaLora"torium Kehewanan
Nasional, serta Komunitas Antiepizootik yang masing_masing
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memiliki kantor cabang. Selengkapnya dapat dilihat pada
gambar 21 . Revitalisasi VS yang dilakukan Kazakhstan
merupakan strategi pertama yang dilakukan dalam rangka
pengendalian PMK disana. Adapun milestone dari penguatan VS
Kazakhstan dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Pembentukan Komite Kontrol dan Pengawasan Kehewanan

(2011).
2\ Misi PVS pertama di Kazakhstan (2011).
3) Kesepakatan Program Kerjasama diantara Pemerintah

Republik Kazakstan dan WOAH ditandatangani (2ol2l.
4\ Badan eksekutif regional membentuk badan kehewanan

daerah (2012\.
5) Melakukan identifikasi hewan ternak dan pembangunan

basis data peternakan (2012).
6) Pembentukan Kantor koordinasi WOAH subregional (2013).
7l Pembelian bahan dan teknis peralatan bagi pusat

kehewanan dan dokter hewan (2013).
8) Pembangunan laboratorium kehewanan di 11 wilayah dan

103 kota atau kabupaten (2014).
9) Pembangunan Processing Center for identifrcation tags

distribution (2O14).
10) Program pengendalian PMK (Official Contol Programme

Footh and Mouth Disease - OCP-FMD) disetujui oleh WOAH
(2O16],.

11) Melakukan follow-up terhadap misi PVS (2018).
Strategi kedua yang dilakukan Kazakhstan adalah

surveilans terhadap virus PMK di negaranya, meliputi:
1) Menyurun perencanaan untuk pengendalian, pencegahan,

dan penghapusan PMK.
2) Organisasi veteriner telah dibentuk di tingkat regionai.

Organisasi tersebut berfungsi untuk melakukan tindakan
veteriner terhadap PMK, termasuk pengambilan sampel
bahan, vaksinasi dan identifikasi ternak.

3) Tindakan veteriner berdasarkan prinsip analisis, penilaian
risiko dan manajemen. Tindakan dilaksanakan
berdasarkan hasil:
a) Studi pemantauan pada protein nonstruktural

penyakit kaki dan mulut
b) Zonasi wilayah oleh pMK menurut hasil penelitian

ilmiah dan laboratorium dan dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari WOAH

c) Sistem pengawasan epizootik diterapkan melalui pasif
dan aktif kontrol

d) Identifikasi hewan ternak yang baru lahir
e) Imunisasi khusus pMK digunakan sesuai kerangka

strategi yang dipilih, berdasarkan pada:
(1) zonasi wilayah
(2) Frekuensi vaksinasi dan waktunya
(3) Hubungan diagnostik penelitian dengan jenis

vaksin yang digunakan.

^ (4) Emergenqt Veterinary Response plan
Strategi ketiga yang dilakukan Kazakhstan dalammengendalikan pMK adalah peiaksanaan Vaksinasi di ZonaVaksinasi, meliputi:

1) Penggunaan vaksin impor terus menjadi taktik utamauntuk melindungi hewan dan mimbatasi p;i;;;i
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penyebaran PMK dari negara-negara tetangga ke selatan
dan timur Kazakhstan di mana strain virus PMK yang
berbeda muncul.

2l Sapi muda diimunisasi dari usia 4 bulan sementara domba
dan kambing divaksinasi dari usia 3 bulan dan kedua
spesies divaksinasi ulang setiap 3 bulan hingga mencapai
usia 18 bulan.

3) Hewan dewasa divaksinasi setiap 6 bulan.
Strategi keempat yang dilakukan Kazakhstan dalam

mengendalikan PMK adalah Pelaksanaan Training Simulasi.
Tujuan dilaksanakannya pelatihan ini adalah:
1) Untuk melakukan penilaian yang komprehensif terhadap

respond dari ueteinary Seruice / layanan kehewanan jika
tedadi wabah PMK dan untuk mengidentilikasi potensi
kekurangan untuk meningkatkan kualitas layanan
kehewanan. Tahun 2016, pelatihan simulasi dilakukan di
distrik Nurinslqy di Wilayah Karaganda dengan partisipasi
pakar internasional dari WOAH, Dr. Mariano Ramos.

2) Meningkatkan analisis risiko dalam merencanakan
program pengendalian penyakit dan sistem peringatan dini
(earlg utaming sgsteml. Tahun 2018 diadakan pelatihan di
distrik Akzhaiksky di wilayah Kazakhstan Barat dengan
partisipasi perwakilan dari kantor sub-regional WOAH.
Peserta: dokter hewan negeri dan swasta, dokter hewan,
staf laboratorium, perwakilan departemen urusan dalam
negeri, layanan sanitasi-epidemiologi daerah dan propinsi,
asosiasi kehewanan dan petani.
Strategi kelima yang dilakukan Kazakhstan dalam

mengendalikan PMK adalah pembagian zona. Tujuan
dilaksanakannya pembagian zor.a pemisahan ini adalah:
1) Memperkuat tanggung jawab unit teritorial administratif
2l Kondisi iklim masing-masing wilayah tidak sama, sehingga

zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesamaan kondisi
iklim.

3) Pergerakan hewan di masing-masing daerah tidak sama,
sehingga zonasi dapat dikelompokkan berdasarkan
pergerakan hewan.

4) Memastikan penilaian yang lebih rinci dari risiko masing-
masing daerah dan tanggung jawab pejabat ditetapkan

5) Meningkatkan efisiensi dalam mengelola digitalisasi,
dukungan keuangan program dan tingkat dukungan
daerah yang disediakan

6) Dalam kasus manifestasi penyakit, prosedur pembatasan
harus diambil sehubungan dengan wilayah, dengan
mempertimbangkan regionalisasi.

Progress Pemberantasan pMK
Menlrrsul pemberitahuan 

.langsung yang diterima dari Delegasi
Kazakhstan- kepada Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOLH)
tentang wabah penyakit mulut dan kuku (pMK) di Shetskiy,
Qaraghandy, status 'zona bebas pMK di mana vaksinasi tidakdilakukan di Zona 5 Kazakhstan termasuk bagian tengah dantimur wilayah Karaganda dan bagian selatan 

-wilayah -ekmola
dan Pavlodar ditangguhkan mulail Januari 2022. Kazakhstan
saat ini melakukan vaksinasi pMK di wilayah zona bebas pMK dimana vaksinasi tidak diiakukan.
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e Kesimpulan
Kazakhstan mengalami wabah PMK selama tahun 1955

hingga tahun 2013. Namun Kazakhstan hanya membutuhkan
waktu 2 tahun untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara
yang bebas PMK dengan vaksinasi parsial pada tahun 2015,
dilanjutkan 2 tahun berikutnya mendapatkan pengakuan
sebagai negara bebas PMK dengan vaksinasi pada tahun 2017.
Kazakhstan akhirnya mendapatkan pengesahan sebagai zona
bebas PMK dimana vaksinasi tidak dilakukan pada tahun 2018.
Secara keseluruhan, Kazakhstan hanya membutuhkan waktu
kurang lebih 4 tahun untuk berada pada tahap 4 PCP-FMD
dengan status negara bebas PMK dengan Vaksinasi.

Cepatnya Kazakhstan dalam memperoleh status bebas PMK
tersebut tidak terlepas dari 5 (lima) upaya strategis yang
dilakukan Kazakhstan, yaitu revitalisasi VS, menjalankan
program pemantauan PMK (OCP-FMD) sesuai standar WOAH,
pelaksanaan vaksinasi pada zona vaksinasi yang ditentukan,
pelaksanaan pelatihan simulasi serta pembagian zona
pemisahan.

7. Jepang

a Kondisi Umum PMK
Negara jepang merupakan salah satu negara yang bebas

dari virus PMK. Sejak tahun 2011 hingga saat ini WOAH
menyatakan jepang sebagai negara bebas PMK dengan status
tanpan vaksinasi. Wabah PMK pertama kali muncul pada tahun
1902, kemudian tahun 2000, dan terkahir pada tahun 2010.
Virus PMK yang terdeteksi tahun 2010 merupakan virus dengan
serotype O pada peternakan di Kawasan (prefektur) Miyazaki.
Pandemi PMK berlangsung selama 2,5 bulan, yaitu mulai
tanggal 20 April 2010 hingga 4 Juli 2010. Selama kurun waktu
tersebut, terjadi 292 outbreak yang berdampak pada
pemusnahan sekitar 297.808 hewan ternak (sapi dan babi).

Setelah konfirmasi kasus pertama, pemerintahan jepang
langsung menerapkan prosedur pengendalian wabah, yaitu
pembatasan pergerakan hewan, terutama pada wilayah yang
terjangkit wabah. Disamping penerapan pembatasan
pergerakan, pemerintah juga melakukan pemusnahan terhadap
hewan terjangkit/dicurigai terjangkit (stamping out), dan
penyemprotan disinfektan. Ketika seluruh prosedur tersebut
dilaksanakan dan penyebaran semakin luas (hingga ke Ebino
yang berjarak 72 Kml, maka pemerintahan segera pemberian
vaksin darurat pada wilayah peternakan yang teidampak untuk
mencegah penularan.

Berdasarkan hasil investigasi Epidemiologi, dicurigai
penyakit mulut dan kuku terlah berada di kawasan Mivazaki
satu bulan sebelum terdeteksi. Keterlambatan daiam deteksi
dini tersebut menyebabkan penyebaran wabah tidak terkendali
ql+ awal pandemi. pengendalian wabah semakin sulitdilakukan karena kawasen Miyazaki merupakan kawasan yang
memiliki populasi sapi dan babi yang tinggi. penyeb".u., ui..,fyang sangat cepat di wilayah yang padat dengan populasi ternakmenye.babkan petugas kesulitan daiam rienentukan lokasipenguburan ternak.
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C Strategi Pemberantasan PMK
Terdapat tiga strategi utama jepang dalam menghadapi wabah
PMK, yaitu Strategi terkait pencegahan, strategi terkait
kesiapsiagaan, dan strategi Ketika terjadi wabah PMK. Ketiga
strategi utama tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1) Strategi pencegahan PMK

Strategi yang dilakukan pemerintah Jepang dalam
mencegah masuknya PMK kedalam wilayah Jepang adalah:
a) Melaksanakan pemeriksaan di wilayah perbatasan dan

karantina untuk hewan hidup/ daging/ produk hewan.
b) Setiap ternak/ daging/ produk hewan yang diimpor

harus memiliki sertifikat kesehatan yang dikeluarkan
oleh otoritas yang berwenang dari negara pengekspor.

c) Memberlakukan pelarangan impor terhadap komoditas
ternak dari negara atau zona yang terinfeksi pMK

d) Memberlakukan prosedur karantina selama 15 hari
seterlah kedatangan terhadap hewan hidup.

e) Memperketat pemeriksaan terhadap penumpang/
wisatawan;
(1) Petugas karantina akan mewawancarai

penumpang, memeriksa tas/ koper/ barang
bawaan, dan memusnahkan produk hewan dl
bandara/Pelabuhan fi ika diperlukan).

(21 Menaruh anjing pelacak di pelabuhan/bandara
internasional, dan kantor pos

(3) Memperketat pemeriksaan terhadap paket yang
dikirim melalui pos atau kurir

(41 Menaruh matras khusus yang menganduk
disinfektan (Shoe sole disinfection -"t"1 di
Pelabuhan / bandara internasional.

(5) Meningkatkan jumlah denda terhadap
, pelanggaran hingga $25.0002) Strategi kesiapsiagaan pMK

Strategi Kesiapsiagaan pMK dilakukan pemerintah Jepangdalam mengantisipasi masuknya wabah pMK kedalamnegaranya. Strategi kunci kesiapsiagaan pMK yangdilakukan Pemerintah Jepang adalah:1) Penerapan sistem.deteksi dini (segera melapor kepada
otoritas setempat jika menemukan-gejalan pMK)

b. Dampak PMK
Pandemi wabah PMK di jepang berlangsung cukup singkat yaitu
hanya selama 2,5 bulan dan berhasil dilokalisasi di wilayah
Miyazaki saja. Namun, dampak yang ditimbulkan cukup
signifikan bagi industri peternakan. Selama kurun waktu 2,5
bulan, pemerintah jepang sudah memusnahkan hewan temak
sebanyak 297.8O8 dan memberi vaksin 126.000 hewan temak
dari 1.066 peternakan. Dari program pemusnahan (stamping
out) dan vaksinasi ternak, pemerintah jepang mengeluarkan
total biaya mencapai $SSO juta sebagai kompensasi penuh bagi
peternak yang terdampak. Disamping itu, pemerintah jepang
juga memberikan bantuan finansial untuk membangun kembali
industri peternakan. Pemusnahan terhadap hewan ternak yang
terjangkit dan divaksin berdampak pada berkurangrrya
ketersediaan produk peternakan.
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2) Jika dicurigai adanya PMK, otoritas setempat langsung
mendatangi untuk melakukan pengecekan

3) Melakukan pengujian sampel oleh Nationai Institute of
Animal Health (NIAH).

3) Strategi Ketika terjadi wabah PMK
Strategi kunci yang dilakukan pemerintah Jepang jika
terjadi wabah PMK adalah:
1) Diberlakukan pembatasan bergerakan hewan di

wiiayah terkonfirmasi
2) Dilakukan pemusnahan terhadap hewan terinfeksi

(stamping out) dan Mengubur seluruh karkas (dalam
waktu 72 jam) dan menyemprotkan disinfektan

3) Vaksinasi
4l Menerapkan prosedur pengawasan (surveillance) ketat
Pembatasan pergeraran dan pemusnahan hewan ternak

merupakan strategi utama dalam penanggulangan PMK di
jeparrg. Ketika terdapat kasus terkonfirmasi, maka prosedur
pembatasan pergerakan hewan ternak segera diterpakan dalam
radius 10 Km. Di dalam zona ini, segala jenis hewan ternak atau
hewan berkuku terbelah, karkas, kotoran, peralatan di
peternakan, dan segaia benda yang berpotensi memindahkan
virus dilarang untuk keluar zona tersebut. Disamping
menerapkan pembatasan pergerakan secara ketat, seluruh
hewan ternak yang terjangkit dan dicurigai terjangkit di
kandang yang terinfeksi segera dimusnahkan (stemping out).
Kontaminan seperti karkas, kotoran, sisa makanan, dan
kompos harus segera dikubur atau disemprot disinfektan.

Ketika tindakan pencegahan, seperti pembatasan
pergerakan dan stemping out, terbukti tidak cukup dan masih
kurang untuk mencegah penyebaran wabah pMK maka
diberlakukan program vaksinasi darurat. program vaksinasi
dilakukan pada zona dengan radius 10 KM terhadap hewan
berkuku belah, terutama sapi dan babi yang berusia di atas 14
hari. Vaksin yang digunakan adalah vaksin tipe ), yaitu O l -
Manisa. Program vaksinasi dilaksanakan selama lima hari yaitu
dari 22-26 Mei terhadap total 126.000 hewan dari 1.066
peternakan. Hewan yang telah divaksin tidak boleh dipindahkan
dan kemudian dimusnahkan. pada tanggal 30 Juni, ketika
sudah tidak ada kasus baru terkonfirmasi, semua hewan yang
divaksinasi dimusnahkan dan dikubur dan susu mentah dari
hewan yang divaksinasi dibuang di fasilitas pengomposan, dan
feses dinonaktifkan dengan proses pengomposan.

Strategi terakhir yang diterapkan adalah melakukan
pengawasan (surveillance) secara ketat. penhawasan klinis
(pengawasan serologis) secara ketat dilakukan terhadap hewanternak yang tersisa di peternakan yang berada pui, ,or"pelarangan pergerakan. pengawasan klinis diteraikan pada
peternakan sapi dan babi yang berada pada radius S km denganpeternakan yang terinfeksi pengawasan klinis terse*but
dilak-ukan dengan menggunakan iquid_phase blocking ELISA(LPBE) di NIAH. Setelah 21 irari' sejak dilakikannya
pemusnahan dan penguburan ternak dan tidlk ada kasus baiuyang terkonfirmasi melalui program pengawasan, maka programpembatasan pergerakan segera dihentikan. Kemudianpengawasan klinis dilaksanakan pada seluruh peternakan sapi
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dan babi di Kawasan Miyazaki untuk memastikan tidak ada lagi
PMK di Kawasan tersebut.

Setelah memastikan tidak ada lagi PMK di Kawasan
Miyazaki, maka pemerintah segera menjalankan program
kompensasi. Kompensasi penuh diberikan pemerintah kepada
peternak yang hewan ternaknya mati dan dimusnahkan dan
kepada peternak yang hewannya divaksin. Nilai dari kompensasi
dihitung berdasarkan market value dari hewan tersebut. Total
biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk program
kompensasi bernilai $SSO iuta. Selain memberikan kompensasi,
pemerintah juga mendukung rekonstruksi industri peternakan
yang terdampak secara ekonomi akibat terjadinya wabah PMK
melalui berbagai bantuan ekonomi.

Kesimpulan
Keberhasilan pemerintah jepang dalam penanggulangan

pandemi PMK merupakan hasil dari respon cepat pemerintah di
tahap awal terjadinya wabah. Ketika terjadi outbreak,
pemerintah segera memberlakukan program pembatasan
pergerakan secara ketat dan pemusnahan hewan ternak yang
terinfeksi dan hewan ternak yang dicurigai terinfeksi (stemping
out). Ketika usaha tersebut dirasa masih kurang efektif,
pemerintah segera memberlakukan program vaksinasi. program
vaksinasi terbukti berhasil menghambat penyebaran virus, hal
ini ditunjukkan dengan menurunnya angka penyebaran wabah
dua minggu setelah pelaksanaan program vaksinasi.

Walaupun pemerintahan jepang dapat dikatakan sangat
sukses dalam penanggulangan wabah pMK, namun program
deteksi dini terhadap wabah PMK masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan hasii investigasi epidemiologi, dicurigai bahwa
penyakit PMK sudah berada di jepang selama satu bulan
sebelum munculnya kasus terkoniirmasi. Dengan demikian
pemutusan mata rantai penyebaran virus terlambat
dilaksanakan.

8. Uni Eropa (regional)

d

a Kondisi Umum PMK
Sejak perang dunia ke dua, vaksinasi diperkenalkan di

negara Eropa dan terbukti efektif. pada akhir 19g0an, pMK
telah menghilang dari Eropa dan strategi tanpa vaksinasi telah
disepakati (The Belgian EU Residency, 2001). Sejak dinyatakan
menghilang dari Eropa, terjadi 3 (tiga) kali wabalr- di tahun 2001
!7y2OO7 di Inggris dan Belanda. pada tahun 2011 pMK terjadi
di Bulgaria.

_ _ Wabah PMK pertama di Inggris diumumkan pada 2l
Februari 20O1. Wabah menyebar dingan cepat diantaia hewan
ternak, terutama domba dan sapi hingga mincapai 1.461 ekorpada 20 April 2001 . pada bulan Maret, Eelanda mengkonfirmasi
wabah PMK di negara tersebut. pMK yang teridentifikasi diEropa pada tahun 2001 dikaitkan dengan mlsuknya serotipe O
li:.+S]t yang belum pernah.terjadi sef,elumnya (Knowles ei al.,2001). Virus tersebut terdeteksi pertama kali pada tahun 1990
* lnqia dan menyebar dengan cepat ke timur ilaupun ke barat(Sobrino, dkk, 2OOl). bugaan p..ry.t".rn dikarenakan
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dorongan ekonomi global dengan pasar terbuka dan seringnya
pertukaran ternak jarak jauh yang tidak terlindungi.

Wabah PMK kedua di Inggris di pada tahun 2007. Pertama
kali terkonfirmasi pada 3 Agustus 2OO7 dt peternakan sapi
dekat GuildFord, Surrey. Berdasarkan Council Directive
2OO3l85lEC, dilakukan pemusnahan terhadap ternak, serta
zona perlindungan radius 3 kilometer dan zona pengawasan
seluas 10 kilometer. Selain itu, pergerakan ternak pada Britania
Raya bagi semua ruminansia dan babi telah diberlakukan. Pada
tanggal 7 Agustus 2007, kasus kedua dikonfirmasi di zona
perlindungan yang ditetapkan di sekitar wabah pertama. Pada
tanggal 12 September 2OOT kembali terkonfirmasi wabah PMK
di Surrey sehingga dilakukan pemusnahan hewan pada tanggal
13 September. Secara totai Inggris mengonfirmasi 8 (delapan)
wabah tambahan PMK sejak Agustus 2007.

Wabah PMK selanjutnya di Uni Eropa terjadi pada 5
Januari 2011 di Bulgaria, tepatnya di daerah Makevtci, desa
Kosti, Malko Tarvono - Burgas, sekitar 2 kilometer dari
perbatasan Turki. Bulgaria menetapkan langkah-langkah yang
diatur dalam Council Directive 2OO3l85lE,C tentang Langkah-
langkah Komunitas untuk Pengendalian PMK. Arahan spesifik
yang dilaksanakan Bulgaria dalam penanggulangan PMK adalah
penangguhan perburuan dan larangan memberi makan hewan
liar, menempatkan hewan dari spesies rentan ke bawah
pengawasan resmi, inspeksi oleh dokter hewan resmi dari
semua hewan liar yang ditembak atau ditemukan mati, serta
program pengawasan dan pencegahan. Jika diperlukan,
transportasi dan pergerakan hewan dari spesies rentan dari dan
ke daerah tersebut, akan dibatasi. Secara total, Bulgaria
mengalami 11 wabah PMK hingga bulan April 2011 (European
Commission, 2020).

b Dampak PMK
Wabah PMK di Britania Raya pada tahun 2007 berbeda

dengan tahun 2001 . Walaupun hanya terjadi pada 8 wilayah
geografis yang relatif kecil, namun dampaknya terasa di seluruh
Britania Raya (Anderson, Iain, 2008). Kerugian yang dimaksud
memicu Uni Eropa mengeluarkan larangan impor daging segar,
hewan hidup dan produk susu dari Inggris. Larangan itu
merugikan industri ekspor daging senilai US$ 1 miliar per
tahun. Kerugian tersebut cenderung lebih kecil .yita
dibandingkan dengan kerugian pada tahun 2O0l sebesar US$
17,3 miliar. Perbedaan pada tahun 2001 adalah pencegahan
dan tindakan dini dilakukan untuk menghentikan penyebaran
wabah dibanding tahun 2007 (Fallon, 2007). Hasii pertanian
menl'nmbang sekitar 7o/o dan PDB Inggris.

Dampak lain dari pMK adalah naiknya harga daging dan
meningkatkan inflasi secara keseluruhan diatas target-Bank of
England. Ada pula kekhawatiran dari kelompok iani bahwa
h.a1qa tulun_ jika masyarakat berhenti makan daging. pada
akhirnya, hal tersebut akan berdampak pada pendapitai petani
dan terganggunya rantai pasok.

. Wabah PMK yang menyebar di Bulgaria membawa dampak
terhadap perekonomian Bulgaria (Boshnakova, 20 1 1). pertama
terkait perdagangan luar negeri, dimana hanya Ukraina danMoldova, yang bukan mitra dagang utama ternak/daging
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Bulgaria, yang melarang impor dari Bulgaria. Di pasar domestik
sendiri terjadi gejolak industri makanan meny'usul pembatasan
perdagangan oleh Uni Eropa pada 7 distrik di Bulgaria.
Kerugian terjadi pada tempat pengolahan 64 pengolahan susu
dan 92 pengolahan daging di 7 distrik tersebut karena tidak
dapat memperdagangkan produknya ke distrik lain meskipun
bahan baku yang digunakan tidak berasal dari wilayah wabah.

Dampak domestik lainnya di Bulgaria terhadap pengolah
daging dari wilayah terbatas yang hanya dapat memproses
daging asal Uni Eropa (bukan daging lokal) dan tidak dapat
menjualnya ke pembeli di distrik yang tidak diawasi. Hal
tersebut mendorong pelanggaran besar-besaran terhadap
kontrak pemasok. Rantai pasok bagi supermarket menjadi panik
karena tidak bisa mendapatkan produk lokal yang cukup.
Asosiasi Pengolah Daging memperkirakan 25o/o kapasitas
industri berada di daerah terlarang. Perusahaan mulai
menderita kerugian dan kehilangan pasar. Dikhawatirkan,
perusahaan atau petani akan bangkrut.

d The Global FMD Control Strategz (WOAH)
The Global FMD Control Strate$/ merupakan strategi yang

dikeluarkan oleh WOAH sebagai panduan dalam mengendalikan
penyebaran PMK di dunia. Tujuan utama the global FMD control
strate$/ adalah berkontribusi dalam menurunkan kemiskinan
dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pada negara
berkembang serta melindungi dan memajukan perdagangan
hewan (ternak) serta produk pangan asal hewan secari global
maupun regional. Tujuan khusus the global FMD control
stratery adalah meningkatkan pengendalian penyakit Mulut dan
Kuku (PMK) di wilayah endemik pMK, dengan demikian maka
akan melindungi status pengendalian penyakit hewan di negara
lain di dunia. The global FMD control strates/ tidak ha"nya
bertujuan mengurangi dampak pMK pada produk asal hewan di
l:_g3." berkembang saja, namun juga pada negara terbebas
PMK.

Berdasarkan The Global FMD Control Strate$r, strategi
pengendalian pMK secara umum dibagi menja& 3 ltiglykom_ponen, yaitu (i) Komponen 1: Meningkatkan pengendalLn
PMK. secara global; (ii) Komponen 2: Memperkuat layananveteriner (veterinary services - VS); (iiii Meningkatkan
pencegahan dan pengendalian atas penyakir ternak i-ainnya.
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Strategi Pemberantasan PMK
Strategi penanganan PMK yang terjadi di dua wilayah yaitu
Britania Raya dan Bulgaria mengikuti Council Directive
2OO3l85lEC. Dari 3 (tiga) wabah PMK yang terjadi di Britania
Raya (2001 dan 2OO7l dan Bulgaria (2011), terbagi menjadi 3
(tiga):
1) Pemusnahan ternak yang sudah terkena wabah
2l Penetapan sistem zonasi untuk mencegah penularan

dimana terdapat 2 (dua) zona yaitu Zona perlindungan
dengan radius 3 kilometer dan Zona Pengawasan dengan
radius l0 kilometer

3) Pembatasan pergerakan dari dan ke wilayah yang terpapar
wabah PMK.
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Adapun target yang ingin dicapai melalui The Global FMD
Control Stratery ini adalah:
1) Dalam waktu 15 tahun, negara yang masih berada pada

tahap 1 dan 2 PCP akan meningkat paling tidak 2 tahap
dalam PCP. Hal ini berarti bahwa pada akhir periode The
Global FMD Control Strate$/ ini maka seluruh negara
sudah mencapai paling tidak tahap 2 PCP.

2l Negara yang berada pada tahap 2 atau 3 PCP seharusnya
juga dapat meningkat 2 tahap, walaupun tujuan akhirnya
akan sangat bergantung kepada keputusan negara tersebut
berdasarkan berdasarkan studi efektifitas biaya yang
dilakukan.

3) Negara atau wilayah f zona yang sudah mendapatkan
pengesahan bebas PMK dari WOAH akan mempertahankan
statusnya atau dapat meningkatkan statusnya (misal dari
bebas PMK dengan vaksinasi menjadi bebas PMK tanpa
vaksinasi)

Progressive Control Pathway Footh and Mouth Disease (PCp-
FMD).
Progressive Control Pathway Footh and Mouth Disease (PCP-
FMD) merupakan lools yang digunakan dalam mengendalikan
PMK. PCP-FMD didedsain sebagai panduan negara-negara
untuk merencanakan dan mengelola upaya dalam
meningkatkan tingkat pengendalian PMK dari mulai tahap awal
hingga ke titik dimana negara tersebut mengajukan pengesahan
ke WOAH untuk ditetapkan sebagai negara bebas pMK (dengan
atau tanpa vaksinasi). PCP-FMD dilaksanakan melalui 5 tahap
pengendalian PMK (PCP-FMD stage), yaitu:
1) Tahap 1 (Stage 1): Fokus dalam memahami epidemiologi

dan penilaian risiko
2l Tahap 2 (stage 2): Fokus dalam implementasi strategi

pengendalian yang dipilih yang mungkin menargetkan
provinsi atau Kab/Kota maupun sektor atau sub sektor
pembangunan . Tahap ini biasanya melibatkan vaksinasi.

3) Tahap 3 (stage 3): Menerapkan mekanisme tanggap darurat
di seluruh wilayah negara sebagai perluasan upaya
pengendalian ke zona maupun seluruh wilayah negara
serta melibatkan seluruh spesies domestik yang rentan
PMK ) Pada tahap ini program pengendalian pMK nasional
dapat diajukan ke WOAH untuk mendapatkan pengesahan
sehingga dapat menambah kreadibilitas internasional.

4l Tahap 4 (stage 4): Aktivitas pengendalian berlanjut dengan
fokus utama pada pencegahan/ preventif ) pada tahap ini
WOAH akan melakukan asesmen untuk menet^pkan
negara atau zona terbebas pMK dengan vaksinasi

5) Tahap 5 (stage 5): Situasi sudah meningkat ke level dimana
negara sudah dapat mengajukan penetapan WOAH sebagai
negara bebas pMK dengan vaksinasi ) pada tahap ini
WOAH akan melakukan asesmen untuk menetapkan
negara atau zona terbebas pMK dengan atau tanpa
vaksinasi.

Secara umum, tahapan pCp-FMD
dapat digambarkan sebagai berikut:

dalam pengendalian pMK
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Gambar 21. Tahapan dalam PCP-FMD

Sasaran yang ingin dicapai atas setiap tahapan pCp-FMD
adalah:
1) Sasaran tahap 1: Dilaksanakannaya studi komprehensif

terhadap perencanaan epidemiologi PMK
2\ Sasaran tahap 2: Tersedianya rencana pengendalian pMK

berbasis risiko
3) Sasaran tahap 3:

a) Tersedianya strategi agresif untuk mengeliminasi pMK
b) Mengajukan program pengendalian pMK nasional ke

WOAH untuk disahkan
4l Sasaran tahap 4: Siap untuk mengajukan pengesahan

sebagai "negara bebas PMK dengan vaksinasi,,
5) Sasaran tahap 5: Siap untuk mengajukan pengesahan

sebagai "negara bebas PMK tanpa vaksinasi"
Setiap tahap dalam PCP-FMD memiliki fokus, kebutuhan
minimal serta outcomes kunci/utama yang harus dicapai,
seperti di tunjukkan pada tabel berikut ini;
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f.

Negara perlu melakukan asesmen untuk mengetahui berada
pada posisi/tahapan berapa, sehingga dalam mementukan
program pengendalian PMK nasional menjadi lebih terarah dan
fokus. Asesmen dapat dilakukan secara mandiri, meminta
kelompok kerja PMK globai untuk melakukan asesmen terkait
menyatakan pada tahap PCP mana negara tersebut berada
maupun bisa melalui penilaian melalui General Framework for
the Progressive Contorl of Transboundary Animal Diseases (GF-
TADs).

Performance of Veterinary Services (PVS)
The OIE PVS pathway merupakan tools dasar yang komponen 2,
akan digunakan untuk mengevaluasi kuaiitas dari layanan
veteriner (VS), memonitor peningkatan/kemajuan layanan
veteriner (VS), Mengidenti{ikasi dan menilai tingkat investasi
yang dibutuhkan untuk mengeliminasi kesenjangan dengan
standar OIE, maupun digunakan sebagai panduan dalam
aktivitas capacity building. Prinsip dasar dari kualitas layanan
veteriner tVS) dapat dideskripsikan dan diklasifikasikan
kedalam 4 komponen fundamental, yaitu:
1) Sumberdaya manusia, fisik dan keuangan untuk menarik

dan mempertahankan profesional dengan kemampuan
teknis dan kepemimpinan untuk melaksanakan peran
mereka pada sektor peternakan.

2) Kewenangan teknis dan kemampuan untuk menangani isu-
isu terkini maupun isu baru termasuk pencegahan dan
pengendalian bencana biologis berdasarkan prinsip-prinsip
ilmiah.

3) Interaksi yang berkelanjutan dengan sektor privat dalam
mengembangkan dan mengimplementasikan program dan
layanan Bersama.

4) kemampuan untuk memfasilitasi akses pasar melalui
kepatuhan terhadap standar yang ada dan penerapan
disiplin baru seperti harmonisasi standar, kesetaraan dan
zonasi.

Terdapat beberapa kompetensi kritis pada PVS berhubungan
dengan tahapan dalam PCP-FMD sehingga pelaksanaan pVS
akan dapat mendukung terwujudnya tahapan dalam pCp-FMD
tersebut. Keterkaitan antara kompetensi kritis pVS denga
tahapan dalam PCP-FMD dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Level CC yang
diharapkan

pada tahapan
PCP FMD

Critical Competencies (CCs) yang relevan
dengan PCP-FMD

(berdasarkan OIE PVS tools seventh edilion,
20te)

1 2 3 4 5
Professional and technical staffing
of veterinarians and other

fessionals unlversl ualified
2 3 3

I.1.B ssional and technical staffing
rofessionalsof veterin

Profe
ara- 2 3 3

t.2.A. Competencies and education of
veterinarians ) 3 4

1.2.8. ompetencies and education of
rofessionals

C
veterin J 3

I.1.A.
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Critical Competencies (CCs) yang relevan
dengan PCP-FMD

(berdasarkan OIE PVS tools seventh edition,
20r9l

l,evel CC yang
diharapkan

pada tahapan
PCP FMD

1 2 J 4 5
I.3 Continuing Education 2 3 3
1.4 Technical ind endence 3

I.5
Planning, sustainability and
management of policies and
programmes

2 !)

I.6.A Internal coordination (chain of
command of the vete servlces 3 3

t.7 Physical resources
investment

and capital ) 3

I.8 Operational funding |) 4
I.9 Eme n fundin 3

II.1.A Access to veterinary laboratory
OSIS

2 ) 2

II.1.B Suitability of national laboratory
S stem 2 3

II.1.C 2

I.2 Risk anal sis and e idemiolo 2 a 2
it.3 Quarantine and border security

Ii.4.A
Passive surveillance, early detection
and epidemiological outbreak
lnves tron

2 2 J

11.4.8 Active surveillalce and monitoring 2
3

II.5 Emergency preparedness and
res nse .)

II.6 Disease prevention, control and
eradication

a 3

II.7.B
Ante- and post-mortem inspection
at slaughter facilities and associated

remlses
3

Tabel 10. Pemilihan kompetenst kritis pVS (CCs)
yang terkait dengan pCp-FMD (1)

Level CC yang
diharapkan

pada tahapan
PCP FMD

Critical Competencies (CCs) yang relevan
dengan PCP-FMD

(berdasarkan OIE PVS tools sixth edition,
20ls)

1 o J 4 5
II.8 Veterin medicines and biolo als a\)

II.1i Animal feed safe 2 3

lt.12.A
ses, herd, batch and animal

identification, tracing and
movement control

Premi

2 3

TI.12.B Identifi cation, traceability and
ntro of urod tC S of mal o 2

1III Communication 3 4

2

Laboratory quality management
system (QMS)

3

con

2
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Critical Competencies (CCs) yang relevan
dengan PCP-FMD

(berdasarkan OIE PVS tools sixth edition,
2013\

Level CC yang
diharapkan

pada tahapan
PCP FMD

1 2 J 4 5
|t.2 Consultation with stakeholders 3 a

III.3 Official representation and
intemational collaboration 2 a a

III.5 Regulation ofthe profession by the
Veterinary Statutory Bodv ffSB)

2

III.6 Participation of producers and other
stakeholders in joint programs 2 3

IV. 1.A
Legal quality and coverage of
veterinary legislation 2 3

IV. 1.8 Implementation and compliance of
vete legislation 2 a

IV.5 Transparency .) 3
IV.6. Zonl 2 a

Tabel 10. Pemilihan kompetensi kntis PVS lCCs/
garLg terkait dengan PCP-FMD (2)

Asesmen mandiri kondisi PMK di Indonesia berdasarkan
tahapan dalam PCP-FMD dan kompetensi kritis PVS
1) Asesmen mandiri berdasarkan tahapan PCP-FMD

Asesmen mandiri dilakukan untuk mengetahui kondisi
Indonesia saat ini terhadap tahapan PCP-FMD. Hal ini
dilakukan agar formulasi strategi yang diformulasikan
dapat lebih fokus dan terarah serta dapat menentukan
prioritas kegiatan Pemberantasan PMK menuju Indonesia
bebas PMK. Asesmen dilakukan dengan metode Focus
Group Discussion (FGD) secara daring dan luring (paralel)
untuk mendapatkan expert judgement atas kondisi
Indonesia dalam tahapan PCP-FMD.

Berdasarkan FGD yang telah dilakukan
terhadapfokus, kebutuhan minimal dan keg outcomes pada
setiap tahapan PCP-FMD, maka didapatkan hasil bahwa
Indonesia saat ini dominan berada pada tahap 1 pCp-FMD,
walaupun beberapa outcomes utama tahap 2 telah
dilaksanakan sebagian. Penjelasan hasil asesmen tersebut
dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Outcome utama 1 pada pCp tahap 1, yaitu "Semua

sistem peternakan, jaringan pemasaran ternak dan
penggerak sosio-ekonomi terkait untuk spesies yang
rentan PMK telah dijelaskan dan dipahami dengan
baik (analisis rantai nilai)" sebagian besar te-iah
tercapai. Rantai nilai peternakan sudah diidentilikasi,
namun masih perlu disempurnakan dan diformalkan.
Analisis risiko sudah dilakukan namun masih perlu
disempurnakan dan dilakukan pendalaman iebih
lanjut. Hasil analisis risiko maupun analisis rantainilai belum dituangkan kedalam dokumen yan;
dipersyaratkan pada tahap 1 pcp, yaitu " nsf
assessmen, plan dan Risk_Based Strategic planning
(RBSP). Sedangkan outcome utama 2 paai eCe tafrai

3

2

3
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2 yaitu pemantauan berkelanjutan atas risiko PMK
dalam sistem peternakan yang berbeda, telah
dilaksanakan. Namun proses dan hasil pemantauan
tersebut masih perlu dituangkan dalam dokumen
tertulis sebagai bukti. Sehingga berdasarkan analisis
outcome 1 ini, Indonesia masih dominan berada pada
PCP tahap 1.

b) Outcome utama 2 pada PCP tahap 1, yaitu "Distribusi
PMK dapat dijelaskan dan dipahami dengan baik",
telah tercapai. Karakterisasi virus di sebagian besar
daerah tertular PMK sudah dilakukan serta
didokumentasikan dan dalam proses publikasi.
Sedangkan Outcome utama 2 pada PCP tahap 2, yaitu
uPemantauan berkelanjutan dari strain virus yang
bersirkulasi" sudah dilakukan Sebagian dan harus
terus dilakukan secara periodic, baik secara waktu
dan kewilayahan, serta berkelanjutan. Sehingga
berdasarkan analisis outcome 2 ini, Indonesia masih
dominan berada pada PCP tahap 1 .

c) Outcome utama 3 pada PCP tahap 1, yaitu "Dampak
sosio-ekonomi PMK pada stakeholder yang berbeda
telah diperkirakan" telah tercapai. Namun Indonesia
belum mencapai Outcome utama 3 pada PCP tahap 2,
yaitu "Langkah-iangkah pengendalian berbasis risiko
diterapkan untuk sektor atau zotra sasaran,
berdasarkan rencana strategis berbasis risiko yang
dikembangkan pada Tahap 1" belum sepenuhnya
tercapai. Dokumen rencana strategis belum disahkan
sehingga belum bisa menjadi dasar dalam
pengendalian PMK berbasis risiko. Sehingga
berdasarkan analisis outcome 3 ini, Indonesia masih
dominan berada pada PCP tahap 1.

d) Outcome utama 4 pada PCP tahap 1, yaitu "Strain
sirkulasi virus PMK yang paling umum telah
diidentifikasi" belum sepenuhnya tercapai. Strain virus
PMK telah berhasil diidentifikasi melalui kegiatan
surveilans, namun pengiriman sampel secara teratur
ke Laboratorium Referensi OIE/FAO untuk
karakterisasi virus belum dilaksanakan. Namun,
beberapa kegiatan dalam mencapai outcome utama 4
pada PCP tahap 2, yaitu oTelah dilakukan penetapan

!**,^ dampak PMK sedang dikurangi dengan
tindakan pengendalian di setidaknya beberapa selitor
peternakan" telah dilakukan sebagian, seperti kegiatan
monitoring pasca vaksinasi (pVM), kegiatan
pengendalian serta evaluasi atas Tindakan
pengendalian yang dilakukan. Sehingga berdasarkan
analisis outcome 4 ini, Indonesia masih dominan
berada pada PCP tahap 1.

e) Outcome utama S pada pCp tahap 1, yaitu "Telah ada
kemajuan menuju pengembangan lingkungan yang
memungkinkan untuk kegiatan pengendaiian. KinerjaOIE dari Veterinary Services palhway (OIE_PV"S)
menggambarkan kapasitas dan kompetensi yangdibutuhkan oleh Layanan Veteriner untuk
mengendalikan PMK secara efektif Maupun Outcome
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utama 5 pada PCP tahap 2, yaitu 'Terdapat
pengembangan lebih lanjut dari lingkungan yang
memungkinkan untuk kegiatan pengendalian'
Sebagian besar telah tercapai. Namun terdapat
beberapa hal yang masih membutuhkan peningkatan
untuk menyempurnakan tahap 1 dan 2 untuk
outcome utama 5 ini. Penandaan untuk identifikasi
ternak belum dilakukan untuk seluruh wilayah NKRL
Hingga saat ini, penandaan sudah berjalan di 23
provinsi untuk ternak Sapi dan kerbau, baik yang
belum, sudah maupun tidak divaksin. Sehingga
berdasarkan analisis outcome 5 ini, Indonesia masih
dominan berada pada PCP tahap 2.

f) Outcome utama 6 pada PCP tahap 1 , yaitu "Negara
menunjukkan transparansi dan komitmen untuk
berpartisipasi dalam inisiatif pengendalian pMK
regional" maupun Outcome utama 6 pada PCP tahap
2, yaitu "Beberapa aktivitas pengendalian pMK
digabungkan dengan aktivitas pengendalian penyakit
hewan lintas batas lainnya" Sebagian besar telah
tercapai. Pengendalian PMK di beberapa wilayah
belum dilbarengi dengan pengendalian pHMS lainnya
yang relevan. Pengendalian PMK dengan pHMS lain
belum menjadi kegiatan yang massif hingga saat ini.
Terkait penanganan PMK dengan pHMS lain, masih
perlu dilakukan studi kecil untuk melihat efektifitas
kegiatan ini. Pengendaiian pMK Bersama dengan
PHMS lain masih dilakukan secara sporadic dan
kasuistik, belum menjadi kebijakan yang dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan. Idealnya,
penanganan PMK di suatu wilayah dapat dilakukan
bersamaan dengan PHMS tain yang terdapat pada
wilayah tersebut, sehingga pengendalian pMK maupun
PHMS lain yang berada di wilayah yang sama akan
lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Sehingga
berdasarkan analisis outcome 6 ini, Indonesia maiih
dominan berada pada PCp tahap 2.

d Outcome utama 7 pada pCp tahap 1, yaitu "Titik
rawan risiko penularan pMK dan dampak pMK
teridentifikasi dan 'hipotesis kerja, tentang bagaimana

h)

virus PMK bersirkulasi di negara tersebut telah
dikembangkan' telah tercapai, walaupun belum
sepenuhnya berbentuk dokumen nsk-assessment plan
maupun rbk-based strategic plan. Kedua dokumen
tersebut masih dalam proses penyelesaian. Sehingga
berdasarkan analisis outcome 7 i.ri, Irdor.sia masih
dominan berada pada pCp tahap 1 .

9y,"oTg utama 8 pada pcp tahap 1, yaitu
"ldentifikasi potensi sinergi dengan inisiatif
pengendalian penyakit hewan lintas batas lainnya"telah tercapai dan dilaksanakan. Sehingga
berdasarkan analisis outcome g ini, Indonesia dominin
berada pada PCP tahap l.
Outcome utama 9 pada pCp tahap 1, yaitu "Menl.usun
Rencana Strategis Berbasis Risiko (RBSP) tertulis yang
bertujuan untuk mengurangi dampak pMK di

i)
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setidaknya satu zona atau sektor peternakan yang
sedang dikembangkan" telah dilakukan, namun beium
berbentuk dokumen Rencana Strategis Berbasis Risiko
(RBSP) yang disahkan melalui Peraturan Menteri.
Sehingga berdasarkan analisis outcome 9 ini,
Indonesia masih dominan berada pada PCP tahap 1.

2) Asesmen mandiri berdasarkan kompetensi kritis PVS
Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui capaian

terkait kompetensi kritis PVS Indonesia, khususnya yang
terkait dengan tahapan PCP-FMD seperti disajikan pada
table 10. Hasil Asesmen menunjukkan Sebagian besar
kompetensi kritis PVS Indonesia berada pada kompetensi
kritis level 2 dan cenderung fr dengan tahap I pCp-FMD.
Hasil asesmen kompetensi kritis PVS yang terkait dengan
tahapan PCP-FMD dapat dijabarkan sebagai berikut:
a) Kompetensi krtisis I. l.A, yaitu "Susunan staf

profesional dan teknis veteriner dan profesional
lainnya (kualifikasi universitas)", Indonesia dominan
masih berada pada level 2, dimana mayoritas posisi
yang membutuhkan keterampilan dokter hewan atau
profesional iainnya ditempati oleh profesional yang
memenuhi syarat di tingkat pusat dan negara
bagian/ provinsi. Level kompetensi kritis pVS ievel 2 ini
linier dengan tahap 1 PCP-FMD, sehingga kompetensi
kritis PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

b) Kompetensi krtisis I.1.B, yaitu "Susunan staf
profesional dan teknis untuk para profesional
veteriner", Indonesia dominan sudah berada di level 3,
dimana mayoritas posisi yang membutuhkan
keterampilan paraprofesional veteriner ditempati oleh
personel yang memiliki kuaiifikasi yang sesuai.
Terdapat variabel tingkat pengawasan veteriner. Level
kompetensi kritis PVS level 3 ini linier dengan tahap 2
dan tahap 3 PCP-FMD, sehingga sudah sesuai dengan
level minimum yang harus dicapai.

c) Kompetensi krtisis 1.2.A, yaitu ,,Kompetensi dan
pendidikan dokter hewan/ veteriner", Indonesia
dominan masih berada di level 3, dimana
pengetahuan, keterampilan, dan praktik dokter hewan
cukup untuk semua kegiatan profesional/ teknis VS
(misalnya surveilans, pengobatan dan pengendalian
penyakit hewan, termasuk kondisi kesehatan
masyarakat yang signifikan). Level kompetensi kritis
PVS level 3 ini linier dengan tahap 2 pCp_FMD,
sehingga kompetensi kritis pVS perlu ditingkatkan ke
level 4.

d) Kompetensi krtisis 1.2.8, yaitu "Kompetensi danpendidikan paraprofesional veterinero, Indonesia
dominan masih berada di level 2, dimana pelatihan
dan kualifikasi untuk pekerjaan dengan keterampilan
paraprofesional veteriner memiliki standar yurrg
bervariasi dan hanya memungkinkan untuk dilak;ka;
pengembangan kompetensi dasar. Catatan nyang perlu
diperhatikan pada kompetensikritis ini adalah 

.-bllum

adanya penilaian kompetensi untuk paraprofessional
veteriner Sehingga perlu dilakukan penilaian
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c)

e)

h)

kompetensi berdasarkan standar kompetensi masing-
masing pekerjaan paraprofessional veteriner. Level
kompetensi kdtis PVS level 2 ini tidak linier dengan
tahap 1 ataw 2 PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis
PVS perlu ditingkatkan ke level 3.
Kompetensi krtisis L3, yaitu "Pendidikan Lanjutan
(CE)", Indonesia masih dominan berada di level 2,
dimana VS memiliki akses ke pendidikan lanjutan
(pelatihan internal dan/atau eksternal) secara tidak
teratur tetapi tanpa memperhitungkan kebutuhan,
atau informasi atau pemahaman baru. Level
kompetensi kritis PVS level 2 ini linier dengan tahap 1

PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis PVS perlu
ditingkatkan ke 1eve1 3.
Kompetensi kritis L4, yaitu "Kemandirian Teknis",
Indonesia masih dominan berada di level 2, dimana
keputusan teknis mempertimbangkan bukti ilmiah,
namun secara rutin dimodifikasi berdasarkan
pertimbangan non ilmiah. Level kompetensi kritis PVS
level 2 ini tidak linier dengan tahap 1 atau 2 pCp-FMD,
sehingga kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke
level 3.
Kompetensi kritis I.5, yaitu "perencanaan,
keberlanjutan dan pengelolaan kebijakan dan
program", Indonesia masih dominan berada di level 2,
dimana beberapa pengembangan dan dokumentasi
kebijakan dan program dasar ada, dengan beberapa
pelaporan tentang impiementasinya. Keberlanjutin
kebijakan dan program dipengaruhi secara negatif oleh
perubahan kepemimpinan politik atau perubahan lain
yang mempengaruhi struktur dan kepemimpinan VS.
Level kompetensi kritis PVS ievel 2 ini linier dengan
tahap 2 PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis pVS
perlu ditingkatkan ke level 3.
Kompetensi kritis I.6.A, yaitu .,Koordinasi internal
(rantai komando) dari VS', Indonesia masih dominan
berada di level 2, dimana terdapat mekanisme
koordinasi internal untuk beberapa aktiritas, namun
rantai komando tidak jelas. Level kompetensi kritis
PVS level 2 ini tidak linier dengan tahapan manapun
dari PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis pVS perlu
ditingkatkan ke level 3.
Kompetensi kritis I.7, yaitu "Sumberdaya fisik dan
investasi modal", Indonesia sudah dominin berada di
level 3, dimana VS memiliki sumber daya fisik yang
sesuai di tingkat nasional, negara bagian/provinsi dan
beberapa tingkat lokal (kabupaten/kota) tetapi
pemeliharaan, serta penggantian barang usang
dilakukan secara tidak teratur. Level kompetensi kritii
PVS level 3 ini sudah linier dengan tahap 3 pCp_FMD,
sehingga sudah sesuai dengan level minimum yang
harus dicapai.
Kompetensi kritis I.8, yaitu uDana Operasional",
Indonesia masih dominan berada di level 2, dimana
pendanaan operasional untuk VS didefinisikan denganjelas dan teratur, te tapi tidak memadai untuk

i)

i)
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melaksanakan operasional dasar yang diperlukan
(misalnya surveilans penyakit dasar, pengendalian
penyakit dan/atau kesehatan masyarakat veteriner).
Level kompetensi kritis PVS level 2 ini tidak linier
dengan tahapan manapun dari PCP-FMD, sehingga
kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke level 3
dan level 4.

k) Kompetensi kritis I.9, yaitu "Dana Darurat", Indonesia
sudah dominan berada di level 3, dimana pengaturan
pendanaan darurat dengan sumber daya yang terbatas
telah ditetapkan, sumber daya tambahan dapat
disetujui tetapi persetujuan dapat dilakukan melalui
proses politik. Level kompetensi kritis PVS level 3 ini
sudah linier dengan tahap 3 PCP-PMD, sehingga
sudah sesuai dengan level minimum yang harus
dicapai.

l) Kompetensi kritis II. 1 .A, yaitu "Akses ke diagnosis
laboratorium veteriner', Indonesia sudah dominan
berada di level 3, dimana untuk penyakit hewan dan
zoonosis yang ada di negara tersebut serta untuk
keamanan pakan ternak dan surveilans AMR veteriner,
VS memiliki akses dan dapat menggunakan
laboratorium untuk mendapatkan diagnosis yang
benar. Level kompetensi kritis PVS level 3 ini sudah
melebihi kebutuhan minimal tahap 1,2 dan 3 PCP-
FMD, sehingga sudah sesuai dengan level minimum
yang harus dicapai.

m) Kompetensi kritis II.1.B, yaitu "Kesesuaian sistem
laboratorium nasional', Indonesia sudah dominan
berada di level 3, dimana sistem laboratorium nasional
umumnya memenuhi kebutuhan VS. Sumber daya
dan organisasi dikelola secara efektif dan efisien, tetapi
pendanaan tidak cukup untuk sistem yang
berkelanjutan, dan membatasi keluaran. Beberapa
tindakan biosafety dan biosecurity laboratorium telah
diterapkan. Level kompetensi kritis PVS level 3 ini
sudah linier dengan tahap 3 PCP-FMD, sehingga
sudah sesuai dengan level minimum yang harus
dicapai.

n) Kompetensi kritis ILI.C, yaitu ,,Sistem Manajemen
Mutu Laboratorium (Quality Management
System/QMS)", Indonesia sudah dominan berada di
level 3, dimana sebagian besar laboratorium besar
yang melayani sektor publik VS menggunakan Sistem
Manajemen Mutu (SMM) / eMS formal. Kadang-kadang
ada penggunaan program uji profisiensi multi_
laboratorium. Level kompetensi kritis pVS level 3 ini
sudah melebihi kebutuhan minimal tahap 3 pCp_FMD,
sehingga sudah sesuai dengan level minimum yang
harus dicapai.

o) Kompetensi kritis II.2, yaitu .Analisis risiko dan
epidemiologi", Indonesia masih dominan berada di
level 2, dimana VS mengkompilasi dan memelihara
data tetapi tidak memiliki kemampuan untuk
melakukan analisis risiko. Beberapa tindakan
manajemen risiko dan komunikasi risi[o didasarkan



pada penilaian risiko dan beberapa prinsip
epidemiologi. l,evel kompetensi kritis PVS level 2 ini
linier dengan tahap 1 PCP-FMD, sehingga kompetensi
kritis PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

p) Kompetensi kritis II.3, yaitu 'Karantina dan
kemananan perbatasan" Indonesia sudah dominan
berada di level 3, dimana VS dapat menetapkan dan
menerapkan prosedur karantina dan keamanan
perbatasan berdasarkan protokol impor dan standar
internasional di semua titik masuk resmi melalui pos
perbatasan, tetapi prosedur tersebut tidak secara
sistematis menangani kegiatan ilegal yang berkaitan
dengan impor hewan, produk hewan, dan produk
veteriner. Levei kompetensi kritis PVS level 3 ini sudah
linier dengan tahap 3 PCP-FMD, sehingga sudah
sesuai dengan level minimum yang harus dicapai.

q) Kompetensi kritis II.4.A, yaitu "Surveilans pasif,
deteksi dini dan investigasi wabah epidemiologis",
Indonesia masih dominan berada di level 2, dimana VS
memiliki otoritas dan kapasitas surveilans pasif dasar.
Ada daftar penyakit formal dengan beberapa
pelatihan/ kesadaran dan beberapa cakupan nasional.
Kecepatan deteksi dan tingkat penyelidikan bervariasi.
Laporan wabah penyakit tersedia untuk beberapa
spesies dan penyakit. Level kompetensi kritis PVS level
2 ini linier dengan tahap 1 dan tahap 2 pCp-FMD,
sehingga kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke
level 3.

r) Kompetensi kritis II.4.B, yaitu .surveilans aktif dan
monitoring", Indonesia masih dominan berada di ievel
2 dengan catatan, dimana VS melakukan surveiians
aktif untuk satu atau beberapa penyakit, infeksi atau
bahaya (kepentingan ekonomi atau zoonosis), tetapi
surveilans tidak mewakili populasi dan metodologi
surveilans tidak direvisi secara teratur. Hasilnya
dilaporkan dengan analisis terbatas. Catatan kondisi
saat ini pada kompetensi kritis ini adalah data
populasi yang tersedia tidak valid sesuai kebutuhan
epidemiologi, dimana terdapat perbedaan perhitungan
sehubungan dengan cara mendapatkan data populisi.
Hal ini terkait aspek kebutuhan epidemiologi, sehingga
data populasi tersebut belum memenuhi kebutuhan
epidemiologi. Fakta di lapangan membuktikan bahwa
tidak memungkinkan untuk mendapatkan data
populasi yang TOOo/o akurat, oleh karena itu digunakan
pendekatan epidemiologi agar data populasi mendekati
akurat. Level kompetensi kritis pVS level 2 ini linier
dengan tahap 2 PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis
PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

s) Kompetensi kritis II.S, yaitu ,,Kesiapsiagaan dan
tanggap darurat", Indonesia masih dominan berada di
level 2 dengan catatan, dimana VS memiliki jaringan
lapangan dan prosedur yang ditetapkan untuk
menentukan apakah ada ancaman darurat sanitasi,
tetapi tidak memiliki dukungan hukum dan keuangan
untuk merespons secara efektif. VS mungkin memiliki
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perencanaan manajemen darurat dasar, tetapi ini
biasanya menargetkan satu atau beberapa penyakit
dan mungkin tidak mencerminkan kapasitas nasional
untuk merespons. Catatan kondisi saat ini pada
kompetensi kritis ini adalah produk hukum telah
tersedia, namun pendanaan masih sangat kurang dan
prosedur untuk mendapatkan pendanaan cenderung
sulit sehingga pendanaan tidak dapat tersedia tepat
waktu. Selain itu, hingga saat ini Indonesia belum
memiliki kemampuan untuk merespon cepat terhadap
keadaan darurat penyakit hewan. Deteksi dini bisa
dilakukan, namun respon terhadap masuknya wabah
masih belum cepat. Hal ini disebabkan oleh pelaporan
yang disajikan kurang cepat, sehingga lambat dalam
melakukan respon keadaan darurat tersebut. Level
kompetensi kritis PVS level 2 ini tidak linier dengan
tahapan manapun dari PCP-FMD, sehingga
kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

t) Kompetensi kritis II.6, yaitu "Pencegahan,
pengendalian dan pemberantasan penyakit', Indonesia
masih dominan berada di level 2, dimana VS
menerapkan program pencegahan, pengendalian atau
pemberantasan untuk beberapa penyakit dan/atau di
beberapa area atau populasi, tetapi dengan sedikit
atau tanpa perencanaan epidemiologis, berbasis risiko
atau evaluasi kemanjuran dan e{isiensinya. Level
kompetensi kritis PVS level 2 ini tidak linier dengan
tahapan manapun dari PCP-FMD, sehingga
kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

u) Kompetensi kritis II.7.B, yaitu "lnspeksi ante-dan post-
mortem di fasilitas pemotongan dan tempat terkait,,
Indonesia masih dominan berada di level 2, dimana
Pemeriksaan ante dan post mortem dengan
pengumpuian informasi penyakit dilakukan sesuai
dengan standar internasional hanya di tempat tertentu
(misalnya tempat ekspor). Level kompetensi kritis pVS
level 2 ini tidak linier dengan tahapan manapun dari
PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis pVS perlu
ditingkatkan ke level 3.

v) Kompetensi kritis ILS, yaitu ,,Obat-obatan hewan dan
biologi", Indonesia masih dominan berada di level 2,
dimana VS memiliki beberapa kemampuan untuk
melakukan kontrol regulasi dan administratif atas
impor, pembuatan dan otorisasi pasar (registrasi) obat-
obatan dan biologi veteriner untuk memastikan
keamanan dan kualitasnya, tetapi tidak dapat
memastikan penggunaannya secara bertanggung
jawab dan berhati-hati di lapangan. Level kompetensi
kritis PVS level 2 ini tidak linier dengan tahapan
manapun dari PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis
PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

w) Kompetensi kritis II. 1 1, yaitu .,Keamanan pakan
hewan/ternak", Indonesia masih dominan berada di
level 2, dimana VS memiliki beberapa kemampuan
untuk melakukan kontrol regulasi dan adminisiratif
atas keamanan pakan ternak. Level kompetensi kritis



PVS level 2 ini linier dengan tahap 2 PCP-FMD,
sehingga kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke
level 3.

x) Kompetensi kritis II.12.A, yaitu "Tempat, kawanan,
identifikasi kelompok dan hewan, pelacakan dan
kontrol pergerakan", Indonesia masih dominan berada
di level 2, dimana VS dapat mengidentilikasi beberapa
hewan berdasarkan tempat atau lokasi dan
mengendalikan beberapa gerakan, menggunakan
metode tradisional, dan dapat menunjukkan
kemampuan untuk menangani masalah tertentu
(misalnya melacak sampel atau hewan yang
divaksinasi untuk ditindaklanjuti, atau untuk
mencegah pencurian). Level kompetensi kritis PVS
level 2 ini linier dengan tahap 2 PCP-FMD, sehingga
kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

y) Kompetensi kritis II.l2.B, yaitu "ldentifikasi,
ketertelusuran dan pengendalian produk asal hewan",
Indonesia sudah dominan berada di level 2, dimana VS
dapat mengidentifikasi dan melacak beberapa produk
asal hewan, dengan koordinasi antara Otoritas yang
Berwenang, untuk menangani masalah tertentu
(misalnya produk berisiko tinggi ditelusuri kembali ke
tempat asal). Level kompetensi kritis PVS level 2 ini
sudah linier dengan tahap 3 PCP-FMD, sehingga
sudah sesuai dengan level minimum yang harus
dicapai.

zl Kompetensi kritis III.1, yaitu "Komunikasi", Indonesia
masih dominan berada di level 3, dimana VS
mempertahankan fungsi komunikasi khusus yang
membangun komunikasi dengan pemangku
kepentingan sesekali, tetapi tidak selalu up-to-date
atau proaktif dalam memberikan informasi. Level
kompetensi kritis PVS level 3 ini linier dengan tahap 2
PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis pVS periu
ditingkatkan ke level 4.

aa) Kompetensi kritis III.2, yaitu "Konsultasi dengan
stakeholder", Indonesia sudah dominan berada di level
3, dimana VS mengadakan konsultasi formal dengan
pemangku kepentingan non pemerintah, biasanya
diwakili oleh kelompok atau asosiasi industri. Level
kompetensi kritis PVS level 3 ini sudah linier dengan
tahap 1, 2 dan 3 PCP-FMD, sehingga sudah sesuai
dengan level minimum yang harus dicapai.

bb) Kompetensi kritis III.3, yaitu "perwakilan resmi dan
kerjasama internasional", Indonesia sudah dominan
berada di level 3, dimana VS secara aktif berpartisipasi
dalam sebagian besar pertemuan dan kegiatan yang
relevan, dan memberikan beberapa umpan balik
kepada rekan-rekan nasional. Level kompetensi kritis
PVS level 3 ini sudah linier dengan tahap 2 dan tahap
3 PCP-FMD, sehingga sudah sesuai dengan level
minimum yang harus dicapai.

cc) Kompetensi kritis IILS, yaitu "Regulasi profesi oleh
Badan Hukum Veteriner (VSB)', Indonesia masih
dominan berada di level 1, dimana tidak ada VSB.
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Catatan kondisi saat ini pada kompetensi kritis ini
adalah secara hukum VSB belum ada dikatenakan
regulasi pembentukannya belum ada. Namun sebagian
peran dan fungsi VSB telah dijalankan oleh Persatuan
Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Direktorat
Jenderak Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen
PKH), Kementerian Pertanian. Level kompetensi kritis
PVS level 2 ini tidak linier dengan tahapan manapun
dari PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis PVS perlu
ditingkatkan ke level 2 dan level 3.

dd) Kompetensi kritis III.6, yaitu "Partisipasi produsen dan
pemangku kepentingan lainnya dalam program
bersama", Indonesia masih dominan berada di level 2
dengan catatan, dimana Produsen dan pemangku
kepentingan non-pemerintah lainnya diberitahu
tentang program oleh VS dan secara informal
membantu VS dalam penyampaian program di
lapangan (misalnya kelompok industri membantu
mengkomunikasikan program dengan keanggotaan
mereka). Catatan kondisi saat ini pada kompetensi
kritis ini adalah partisipasi resmi sudah mulai
bedalan, namun masih banyak potensi partisipasi
stakeholder yang bisa dikembangkan. Peran dan
partisipasi organisasi non pemerintah dapat lebih
dioptimalkan dalam pelaksanaan program bersama.
l,evel kompetensi kritis PVS level 2 ini linier dengan
tahap 2 PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis PVS
perlu ditingkatkan ke level 3.

ee) Kompetensi kritis IV. 1.A, yaitu 'Kualitas hukum dan
cakupan legislasi veteriner", Indonesia masih dominan
berada di level 2 dengan catatan, dimana perundang-
undangan veteriner sudah mencakup beberapa bidang
domain veteriner. VS, kadang-kadang bekerja dengan
perancang hukum ahli dan pengacara, memiliki
beberapa wewenang dan kemampuan untuk
mengembangkan dan memperbarui undang-undang
veteriner. Catatan kondisi saat ini pada kompetensi
kritis ini adalah Peraturan perundang-undangan
cukup lengkap, namun masih terdapat peraturan
perundang-undangan yang tumpang tindih.Selain itu,
beberapa peraturan perundang-undangan yang
penting tentang bidang domain veteriner belum ada,
contohnya adalah peraturan perundang-undangan
terkait VSB. Level kompetensi kritis pVS level 2 ini
linier dengan tahap 1 dan tahap 2 PCP-FMD, sehingga
kompetensi kritis PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

f0 Kompetensi kritis IV. 1.E}, yaitu ,,lmplementasi dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
veterine/, Indonesia masih dominan berada di level 2
dengan catatan, dimana peraturan perundang-
undangan veteriner dilaksanakan melalui beberapa
kegiatan komunikasi dan peningkatan kesadaran
tentang kewajiban hukum pemangku kepentingan,
tetapi hanya sedikit kegiatan kepatuhan dan inspeksi
yang dilakukan. Catatan kondisi saat ini pada
kompetensi kritis ini adalah beberapa proses
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penegakan hukum sudah mulai dilakukan, seperti
penegakan hukum di bidang obat-obatan hewan dan
penegakan hukum terkait karantina. Kementerian
Pertanian telah memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) terkait peraturan perundang-undangan
veteriner yang tersebar di Ditjen PKH, Badan
Karantina Pertanian maupun di daerah. Namun PPNS
yang dimiiiki lebih mengedepankan aspek pembinaan
dan belum sepenuhnya masuk ke ranah penegakan
hukum. Level kompetensi kritis PVS level 2 ini linier
dengan tahap 2 PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis
PVS perlu ditingkatkan ke level 3.

gg) Kompetensi kritis IV.5, yaitu "Transparansi", Indonesia
masih dominan berada di level 2, dimana VS
terkadang memberi tahu OIE, WTO, mitra dagang dan
organisasi terkait lainnya tentang status penyakit,
peraturan dan tindakan dan sistem sanitasi, sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan, sebagaimana
berlaku untuk perdagangan internasional. l,evel
kompetensi kritis PVS level 2 ini linier dengan tahap 1

PCP-FMD, sehingga kompetensi kritis PVS perlu
ditingkatkan ke level 3.

hh) Kompetensi kritis IV.6, yaitu "Zonasi",lndonesia masih
dominan berada di level 3 dengan catatan, dimana VS
menerapkan langkah-langkah biosekuriti dan sanitasi
dengan tujuan membentuk zona bebas penyakit untuk
hewan dan produk hewan tertentu. Catatan kondisi
saat ini pada kompetensi kritis ini adalah penetapan
zona bebas penyakit sudah dilakukan, namun
efektifitas terkait bisocecurity dan sanitasi belum
optimai untuk dapat dipertahankan. Selain itu,
Penetapan zona bebas penyakit yang dilakukan tidak
seluruhnya dapat diakui WOAH karena tidak terdapat
mekanisme pengakuan untuk penyakit tersebut di
WOAH. Level kompetensi kritis PVS level 3 ini sudah
linier dengan tahap 3 PCP-FMD, sehingga sudah
sesuai dengan level minimum yang harus dicapai.
Berdasarkan hasil asesmen mandiri yang telah

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 11 dari 34
kompetensi kritis PVS telah sesuai dengan kebutuhan
minimum dalam tahapan PCP-FMD, sedangkan 23
kompetensi kritis lainnya masih perlu ditingkatkan ke level
berikutnya.
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BAB IV
STRATEGI PEMBERANTASAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU

A. Kerangka Strategi Pemberantasan PMK

Kerangka strategi merepresentasikan konstruksi logis strategi
Pemberantasan PMK dalam mencapai tujuan jangka panjang. Kerangka
strategi dihasilkan berdasarkan FGD, wawancara mendalam maupun
expert judgement alas wabah PMK yang terjadi di Indonesia. Data
sekunder juga digunakan dalam formulasi strategi Pemberantasan pMK
nasional. Kerangka strategi Pemberantasan PMK nasional ditunjukkan
pada gambar berikut ini.

Official Cont ol - Foot and Mouth Diseases (OCP-FMO)

Gambar 22. Kerangka Strategi pemberantasan pMK

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa tujuan akhir
pemberantasan PMK adalah Indonesia bebas pMK pada iahun 2035.
Untuk mewujudkan ha1 tersebut, maka seberumnyi Indonesia harus
dapat dinyatakan bebas PMK tanpa vaksinasi dan sebelumnya Indonesia
dinyatakan bebas PMK dengan vaksinasi. Agar dapat merealisasikan
Indonesia sebagai negara bebas pMK dengan atau tanpa vaksinasi, maka
target antara yaitu zonaf wilayah di Indonesia bebas pMK harus dapat
diwujudkan terlebih dahulu.

Delapan pilar strategis dibutuhkan untuk dapat berdiri dalam
mewujudkan Indonesia sebagai negara bebas pMK, dimana 1 dari g pilar
tersebut merekatkan keseluruhan pilar agar dapat tetap berdiri. bilar
strategis dalam kerangka_. strategi diatas menggambarkan upaya yang
dilakukan dalam mewujudkan tujuan antara maupun tujuan 

-akhir"dari
pemberantasan PMK. Kedelapan p ar strategi tersibut dapat dijabarkan
sebagai berikut:

Pilar 1: Vaksin dan Vaksinasi pMK
Pilar pertama adaiah vaksin dan vaksinasi pMK dan penyakit hewan
menular lintas batas lainnya, dimana pemberantasan pMK d akukan
dengan memastikan ketersediaan din distribusi vaksin t..h;;;;
populasi ternak yang rentan maupun terdampak pMK dan penyakii
hewan menular lintas batas lainnya. Vaksinasi yang diiakukan
diharapkan dapat menekan laju penularan vi.us pfiX -.rpr.,

1
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Penelitian dan
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dilndonesia bebas PMK
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2

penyakit hewan menular lintas batas iainnya, baik pada satu wilayah
yang sama, antar wilayah maupun ke negara lain.

Pilar 2: Pemantauan secara terus menerus terhadap PMK (surueilans)
Pilar kedua adalah pemantauan secara terus menerus terhadap pMK
dan penyakit hewan menular lintas batas lainnya, dimana
pemberantasan dilakukan melalui serangkaian kegiatan surveilans,
baik surveilans aktif maupun surveilans pasif. Pemantauan secara
terus menerus dilakukan untuk mengetahui virus, penyebarannya
hingga kemajuan pemberantasan PMK dan dan penyakit hewan
menular lintas batas lainnva.

Pilar 3: Bioseanity dan pembatasan pergerakan hewan rentan PMK
Pilar ketiga adalah penerapan bioseatritg maupun pembatasan
pergerakan hewan rentan PMK maupun penyakit hewan menular
lintas batas lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah meluasnya
penularan virus PMK antar peternakan, wilayah maupun potensi
penularan ke negara lain.

Pilar 4: Kesiapsiagaan dan tanggap darurat PMK
Pilar keempat adalah kesiapsiagaan dan tanggap darurat pMK,
dimana kesiapsiagaan dan tanggap darurat PMK dilakukan dalam
mengantisipasi jika terjadi wabah PMK. Kesiapsiagaan dan tanggap
darurat PMK juga dilakukan untuk mengendalikan penyebaran pMK
selama wabah terjadi.

Pilar 5: Pemulihan produksi dan produktivitas ternak pasca terkena
PMK
Pilar kelima adalah pemulihan produksi dan produktivitas ternak
pasca terkena PMK. Pemulihan produksi dilakukan untuk
mengembalikan produksi ternak pasca terkena pMK, sehingga dapat
meminimalisir kerugian bagi peternak.

Pilar 8: Meningkatnya
pemberantasan PMK

au)areness stakeholder tentang

Pilar kedelapan adalah meningkatny a ant)areness stakeholder tentan

3

4

5

6 Pilar 6: Penanganan dampak sosio-ekonomi pMK khususnya bagi
peternak ralqyat
Pilar keenam adalah penanganan dampak sosio-ekonomi pMK
khususnya bagi peternak rakyat. pMK yang terjadi di dunia,
khususnya di Indonesia, tidak hanya berdampak terhadap ternak
saja, namun juga memberikan dampak secara psikologis, sosial dan
ekonomi bagi peternak maupun masyarakat Indonesia. pilar ini
dilakukan dalam rangka meminimalisir dampak tersebut sehingga
tidak menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi yang baru.

Pilar 7: Koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder, dalam dan
luar negeri
Pilar ketujuh adalah koordinasi dan kolaborasi dengan stakehorder,
dalam dan luar negeri. Penanggulangan pMK tidak bisa dilakukan
sendiri oieh Kementerian Pertanian. koordinasi dan kolaborasi, baik
dengan KlLlD, stakeholder non pemerintah maupun dengan
organisasi internasional sangat dibutuhkan dalam memperce-pat
penanganan dan pemberantasan pMK di Indonesia.

7

8

pemberantasan PMK. Pilar ini sekaligus menjadi perekat ketujuh
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1

pilar sebelumnya. Membar,gu.r, a uareness yang baik dan cepat
terkait PMK dan pengendaliannya akan mempermudah pelaksanaan
ketujuh pilar strategis lainnya.

Kedelapan pilar strategis tersebut ditopang oleh pondasi yang
merepresentasikan supporf ing sgstem dalam mendukung pemberantasan
PMK. Supporting sgstem ini berfungsi sebagai enabler dan akan sangat
menentukan keberhasilan pelaksanaan 8 pilar strategis yang telah
dijabarkan sebelumnya. Pondasi strategis yang merepresentasikan
supporting sgstem tersebut meliputi:

Offictal Control Program - Foot and Mouth Diseases (OCP-FMD)
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian perlu
menetapkan program pemberantasan resmi PMK secara nasional.
Penetapan program pemberantasan resmi sekaligus memenuhi salah
satu persyaratan dalam tahapan PCP-PMD, dimana negara akan
mengajukan program pemberantasan PMK yang sudah ditetapkan
melalui peraturan perundang-undangan sebagai Offrcial Control
Program - Foot and Mouth Diseases (OCP-FMD) ke WOAH.

Sistem Kesehatan Hewan Nasional da,lam rangka memperkuat
Veterinary Services (VS).
Memperkuat layanan veteriner (VS) merupakan hal penting yang
perlu dilakukan seiring pelaksanaan tahapan pemberantasan pMK
berdasarkan tahapan PCP-FMD. Upaya yang dilakukan dalam
penguatan VS tersebut adalah melalui penguatan Sistem Kesehatan
Hewan Nasional (Siskeswannas) dari berbagai aspek.

Penguatan SDM Tenaga Kesehatan Hewan dan paraprofesional
veteriner
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan kritis
dalam pemberantasan PMK maupun dalam penguatan VS melalui
penguatan Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas).
Penguatan SDM meliputi jumlah, kompetensi, peran hingga
kesejahteraan dari tenaga Kesehatan hewan dan paraprofesional
Kesehatan hewan di Indonesia.

Penelitian dan pengembangan terapan (applied research) terkait
pemberantasan PMK.
Penelitian dan pengembangan terapan (applied researchl sangat
dibutuhkan dalam menemukan teknologi maupun pendekatan baru
untuk digunakan dalam pemberantasan PMK di Indonesia. Hasil
Penelitian dan pengembangan terapan (applied researchl ini dapat
dimanfaatkan dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas
pelaksanaan seluruh pilar strategis pemberantasan PMK.

2

3

4

5

Risk Assessment Plan dan Risk-based strategic planning
Pelaksanaan pemberantasan PMK yang dilakukan Indonesia
berorientasi kepada risiko, dimana skala prioriotas ditentukan
berdasarkan profil risiko yang sudah diidentifrkasi sebelumnya.
Untuk itu, maka perlu adanya rencana penilaian risiko (nsk-
assessment planl yang memaparkan tentang pilihan risiko PMK serta
perencanaan strategis berbasis risiko (nsk-based strategic planningl
yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemberantasan pMK di
Indonesia.
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Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung digitalisasi
pemberantasan PMK.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan dalam
rangka digitalisasi pemberantasan PMK di Indonesia. Transformasi
digital yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah Republik
Indonesia dapat dijadikan momentum dalam optimalisiasi TIK terkini
untuk mendukung pelaksanaan pemberantasan PMK di Indonesia.

Anggaran pemberantasan PMK dan penguatan VS.
Anggaran strategis (Strategic Expenditure) sangat dibutuhkan dalam
memastikan seluruh pilar strategis dapat dilaksanakan dalam
mewujudkan Indonesia Bebas PMK. Selain ketersediaan anggaran,
akses terhadap anggaran juga penting untuk dipastikan dalam
pelaksanaan pemberantasan PMK.

Kedelapan pilar strategis pemberantasan PMK didukung oleh 8
komponen pondasi yang merepresentasikan supporting sAstem
merupakan upaya strategis yang harus dilakukan dalam mengendalikan
PMK hingga tahun 2035 menuju Indonesia bebas pMK. Kerangka
strategis pemberantasan PMK yang telah dijabarkan sebelumnya
kemudian diterjemahkan menjadi Visi, Tujuan Strategis, Strategi,
Kegiatan, Rencana Aksi hingga peta jalan pemberantasan pMK hingga
tahun 2035.

B. Visi Pemberantasan PMK

Berdasarkan FGD yang dilakukan serta mempertimbangkan kondisi
penanganan PMK saat ini maupun best practices pemberantasan pMK
dari negara 1ain, maka Visi Pemberantasan pMK Indonesia tahun 2035
adalah:

7

8

"lndonesia menjadt negara bebas pMK,

Visi ini mengandung makna bahwa Indonesia mendapat penetapan
dari woAH sebagai negara bebas PMK berdasarkan progressive control
Pathway Foot and Mouth Disease (PCP-FMD). penetapan Indonesia
sebagai negara bebas PMK diberikan melaiui serangkaian peniiaian yang
dilakukan WOAH atas tahapan pemberantasan pMK yang telah dilakukan
Indonesia berdasarkan program pemberantasan pMK resmi yang telah
ditetapkan pemerintah (OCP-FMD). Visi ini sekaligus menjadi tujuan
akhir pemberantasan PMK Indonesia yang ditargetkan akan tercapai pada
tahun 2035. Visi ini sekaligus sebagai bentuk dukungan dalam
mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

Dalam mewujudkan Visi Pemberantasan pMK Indonesia tahun 2035,
maka dirumuskan tujuan strategis (strategic Aoals) pemberantasan pMK
sebagai panduan dalam melaksanakan pemberantasan pMK selama

6. Regulasi pemberantasan PMK
Pay.ung hukum sangat dibutuhkan dalam melaksanakan
pemberantasan PMK. Payung hukum memastikan pelaksanaan
pemberantasan PMK dapat sesuai denga koridor yang sudah
ditentukan. Selain ketersediaan dan tata Kelola reguiasi,
implementasi dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi juga
perlu terus ditingkatkan dalam pelaksanaan pemberantasan PMK
ini.
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ta|run 2023-2035. Tujuan strategis (strategic Aoals) pemberantasan PMK
tahlun 2023 - 2035 tersebut adalah:
1. Tidak ada sirkulasi virus dan masuknya virus PMK, baik serotype

baru maupun pada wilayah bar virus PMK di wilayah NKRI.
Tujuan ini merupakan ukuran keberhasilan capaian

strategis atas pelaksanaan pemberantasan PMK di seluruh
wilayah Indonesia. Indikator untuk tuj uan strategis ini adalah:
a. Jumlah sirkulasi virus PMK di wilayah NKRI, dengan target 0
b. Jumlah masuknya virus PMK, baik serotype baru maupun pada

wilayah barvirus PMK di wilayah NKRI, dengan target 0
c. Jumlah zona f wilayah yang ditetapkan sebagai zona f wilayah

bebas PMK
Strategi yang diterapkan dalam mencapai tujuan strategis ini

adalah Strategi 1: Mengendalikan penyebaran PMK berbasis risiko
secara bertahap pada seluruh wilayah NKRI. Strategi ini merupakan
pelaksanaan atas 8 pilar strategis pemberantasan PMK seperti
ditunjukkan pada gambar 23 sebelumnya. Strategi ini kemudian
dijabarkan menjadi 9 kegiatan beserta rencana aksinya yang akan
dibahas pada bab V.

2. Sistem Kesehatan Hewan Nasional (Siskeswannas) berstandar
internasional.

T\rjuan ini merupakan ukuran keberhasilan capaian strategis
atas penguatan VS melalui penguatan Siskeswannas. Indikator
untuk tujuan strategis ini adalah pemenuhan level kritis pVS yang
relevan dengan PCP-FMD dengan target 100o/o (34 level kompetensi
kritis PVS terkait PCP-FMD tercapai).

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan strategis ini
adalah Strategi 2: Memperkuat Sistem Kesehatan Hewan Nasional
(Siskeswannas) dalam mendukung pemberantasan pMK di Indonesia.
Strategi ini kemudian dijabarkan menjadi 6 kegiatan beserta rencana
aksinya yang akan dibahas pada Bab V.

C. Peta Jalan Pemberantasan PMK

lndon6sia
negara b.bas K

ped. PCP tah6p
lndon6.l. berrd.

Peta jalan menggambarkan tahapan capaian yang harus diperoleh
hingga dapat mewujudkan Visi. Peta jalan juga menggambarkan
destination statement (DS) untuk satuan waktu tertentu sebagai milestone
sebelum visi tercapai pada tahun 2035. Peta jalan pemberantasan pMK
ditunjukkan pada gambar berikut ini;

prdr PCP tah.p 3

lndonesia
Emas 2(M5

t.n!rudn lu6r.h t &. Prt( !..rr
a-.trF.b.r.tb.O-t ro.

All.at.r.rMaPtirI(
,tar.!...d.r.-arc r,.|rir*
OCF+5i lJrd+rb r.WO lt
TL.rarrffiecP l,.a2

2023-2026
2035

Gambar 23. Kerangka Strategi pemberantasan pMK

2026 . 2030

lndonesia sws.ombada
d.ging
P6ningkatan eks{or
t6mat dan daging
Pslernal lndon6i.

2023
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DS pertama pada tahun 2O23, Indonesia ditargetkan mencapai PCP
tahap 2.lndikator keberhasilan capaian untuk tahun 2023 adalahr:
1. Indikator Keberhasilan (lK) 1: Penurunan jumlah kasus PMK pada

beberapa wiiayah di Indonesia.
2. Indikator Keberhasilan (lK) 2: Jumlah Kab/ Kota yang ditetapkan

sebagai wilayah bebas PMK tanpa vaksinasi (untuk wilayah-wilayah
yang belum pernah tertular).

3. Indikator Keberhasilan (lK) 3: Jumlah dokumen pemberantasan PMK
berbasis risiko yang disahkan melalui Keputusan Menteri Pertanian,
terdiri dari 3 dokumen yaitu:
a. Risk assessment plan PMK.
b. Risk based strategic planning PMK
c. Peta Jalan (roadmapl pengendalian PMK sebagai OCP-FMD

Indonesia.
4. Indikator Keberhasilan (lK) 4: Capaian 7 key outcomes PCP-FMD

tahap 2 tercapai (tabel 9).
5. DS kedua pada tahun 2023 - 2026 pada prinsipnya adalah

mempertahankan capaian DS pertama dan berupaya untuk
mencapai PCP tahap 3. Indikator keberhasilan capaian untuk tahun
2023 - 2026 adalah:

6. Indikator Keberhasilan (lK) 5: Jumiah Kab/Kota yang ditetapkan
sebagai wilayah bebas PMK dengan vaksinasi.

7. Indikator Keberhasilan (lK) 6: Jumlah Kab lKota yang baru
ditetapkan sebagai wilayah bebas PMK tanpa vaksinasi ) capaian
IK.2 dipertahankan.

8. Indikator Keberhasilan (lK) 7: Penurunan jumlah masuknya virus
PMK, baik serotype baru maupun pada wilayah baru

9. Indikator Keberhasilan (lK) 8: Penurunan jumlah sirkulasi virus pMK
yang terjadi

10. Indikator Keberhasilan (IK) 9: Capaian 8 key outcomes pCp-FMD
tahap 3 tercapai (tabel 9).
DS ketiga pada tahun 2026 - 2030 pada prinsipnya adalah
mempertahankan capaian DS pertama dan kedua serta berupaya
untuk mencapai PCP tahap 4. Indikator keberhasiian capaian untuk
tahun 2026 - 2030 adalah:

11. Indikator Keberhasilan (lK) 10: persentase Kab/Kota yang ditetapkan
sebagai wilayah bebas pMK dengan vaksinasi terhadap total
kab/ kota di Indonesia.

12' Indikator Keberhasilan (rK) 11: persentase Kab/Kota yang ditetapkan
sebagai wilayah bebas pMK tanpa vaksinasi terhadap toLt t .bikot,
di Indonesia

13. Indikator Keberhasilan (lK) 12: Jumlah Kab/ Kota yang baru
ditetapkan sebagai wilayah bebas pMK tanpa vaksinasi i dapaian
IK.2 dan IK.6 dipertahankan.

14. Indikator Keberhasilan (rK) 13: Jumlah masuknya virus pMK, baik
serotype baru maupun pada wilayah baru (target: 0)

15. Indikator Keberhasilan (rK) 14: Jumlah sirk-"ulasi' virus pMK yang
terjadi (target: 0)

16. Indikator Keberhasilan (IK) lS:_status penetapan Indonesia sebagainegara bebas pMK dengan vaksinasi ) target: 1 atau Indonefiasudah ditetapkan oleh WOAH sebagai negai bebas ptr{X ;;;;""
vaksinasi.
DS keempat pada tahun 2O3O _ 2035 pada prinsipnya adalahmempertahankan capaian DS pertama, kedua 

'dan 't.iig" 
"..t"
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17.

18.

l9

20.

21.

22.

berupaya untuk mencapai PCP tahap 5. Indikator keberhasilan
capaian untuk tahun 2030 - 2035 adalah:
Indikator Keberhasilan (IK) 16: Persentase kab/kota yang ditetapkan
sebagai wilayah bebas PMK dengan vaksinasi terhadap total
Kab/Kota di Indonesia.
Indikator Keberhasilan (IK) 17: persentase Kab/ Kota yang ditetapkan
sebagai wilayah bebas PMK tanpa vaksinasi terhadap total Kab/Kota
di Indonesia.
Indikator Keberhasilan (lK) 18: Status penetapan Indonesia sebagai
negara bebas PMK tanpa vaksinasi.
Sehingga dengan tercapainya DS pertama, kedua, ketiga dan
keempat maka Visi Pemberantasan pMK tahun 2035 yaitu
"lndonesia menjadi negara bebas pMK" dapat tercapai. Sehubungan
dengan peta jalan tersebut, maka ditentukan quici u.,ins tahun 2d23
yang merupakan target kinerja prioritas yang harus dicapai pada
tahun 2O23. Quick wins tahun 2023 tersebut adalah:
Draft final dokumen risk-assessment plan pMK, risk-based strategic
planning PMK dan rencana pengendalian pMK resmi (OCp-FMb)
selesai dan disahkan.
Draft peraturan perundang-undangan terkait VSB dan pembentukan
VSB telah selesai disusun.
26 Juta dosis vaksin (2 kali vaksin) untuk populasi Sapi dan Kerbau
yang rentan terpapar PMK di pulau Jawa, pulau Bali, pulau Nusa
Tenggara Barat dan Pulau Sulawesi.
I Juta dosis vaksin produksi dalam negeri (vaksin nasional).
Penandaan pada 18 juta ekor Sapi dan Kerbau.
Bantuan sosial bagi peternak rakyat yang terdampak pMK.

23.
24.
25.
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BAB V
KEGIATAN DAN RENCANA AKSI PEMBERANTASAN

PENYAKIT MULUT DAN KUKU

A. Kegiatan dan Rencana Aksi

Kegiatan merupakan penjabaran atas strategi yang telah
diformulasikan pada bab IV dalam mewujudkan tujuan strategis 1

maupun tujuan strategis 2. Setiap kegiatan yang disepakati pada setiap
strategi kemudian dijabarkan kembali menjadi rencana aksi sebagai
gambaran atas apa yang akan dilakukan. Sama halnya dengan strategi,
kegiatan dan rencana aksi akan terus dilaksanakan secara
berkesinambungan dari tahun 2023 hingga tahun 2035 untuk mencapai
DS yang telah dijabarkan pada bab IV. Kegiatan dan rencana aksi
pemberantasan PMK dapat dijabarkan sebagai berikut:

1 Strategi 1: Mengendalikan penyebaran PMK berbasis risiko secara
bertahap pada seluruh wilayah NKRI

a Kegiatan 1 : Optimalisasi vaksin dan vaksinasi untuk
seluruh hewan yang rentan terkena PMK.
Kegiatan vaksinasi dilakukan guna meningkatkan kekebalan
kelompok (herd immunity) sehingga dapat mencegah penularan
virus PMK maupun penyakit hewan lintas batas lainnya.
Rencana aksi yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:
1) Rencana Aksi 1 . 1 : Memastikan ketersediaan vaksin

nasional sesuai serotype virus PMK yang berkembang.
Rencana aksi yang pertama dari kegiatan 1 adalah
memastikan ketersediaan vaksin nasional sesuai serotype
virus PMK yang berkembang. Rencana aksi ini dilakukan
melalui pengadaan vaksin baik dari dalam maupun luar
negeri.

2) Rencana Aksi 1.2: Produksi vaksin nasional.
Rencana aksi yang kedua dari kegiatan 1 adalah produksi
vaksin nasional, dimana pemerintah melalui pusat
Veteriner Farma (Pusvetma) Ditjen pKH, Kementerian
Pertanian melakukan produksi vaksin pMK maupun vaksin
penyakit hewan lintas batas lainnya sesuai kebutuhan dan
prioritas.

3) Rencana Aksi i.3: Distribusi serta pemberian vaksin dan
vaksinasi PMK bertahap secara amin, merata, cepat dan
tepat berbasis risiko untuk mencapai kekebalan kilompok
(herd immunitg).
Rencana aksi yang ketiga dari kegiatan 1 adalah Distribusi
serta pemberian vaksin dan vaksinasi pMK bertahap secaraaman, merata, cepat dan tepat berbasis risiko untuk
mencapai kekebalan kelompok (herd immuniLly). Vaksinasi
dilaksanakan secara aman bermakna bahwa vaksinasidiiakukan dengan.. rantai dingin (cold chain) d;;memperhatikan kondisi ternak. Vaksinasi dilakukan secaramerata, dimana seluruh ternak yang berpotensi terpapar
PMK harus mendapatkan vaksin. O'istribusi vaksin' juga
dilakukan secara c.epat untuk mengantisipasi 

".puirr|.penularan PMK pada ternak. Vaksinlsi diberikan 
".""r"tepat kepada ternak sesuai target yang ditentukan
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b

berbasiskan risiko. Keterbatasan vaksin maupun
vaksinator dan luasnya wilayah yang harus dijangkau
menyebabkan vaksin tidak dapat dilakukan serentak untuk
seluruh populasi ternak. Untuk itu, maka vaksinasi perlu
dilakukan secara bertahap sesuai penentuan prioritas
berdasarkan unit epidemiologi terkecil. Vaksinasi juga
dilakukan bersamaan dengan penyakit hewan menular
lintas batas lainnya sesuai kondisi masing-masing wilayah
dan dengan mempertimbangkan kondisi Kesehatan ternak.

4l Rencana Aksi 1.4: Menjamin mutu vaksin yang beredar di
Indonesia.
Rencana aksi keempat dari kegiatan 1 adalah menjamin
mutu vaksin yang beredar di Indonesia. Penjaminan mutu
vaksin dilakukan guna memastikan efikasi dan efektihtas
vaksin yang diberikan. Selain itu, dilakukan juga studi
lapang untuk memastikan sinergisitas dan kecocokan
vaksin PMK dengan vaksin penyakit hewan lintas batas
lainnya saat akan diberikan pada ternak dalam waktu yang
bersamaan.

5) Rencana Aksi 1.5: Pemantauan kondisi temak pasca
vaksinasi (Post Vaccination Monitoring - pVM)
Rencana aksi kelima dari kegiatan I adalah pemantauan
kondisi ternak pasca vaksinasi. Hal ini dilakukan untuk
melihat kondisi ternak maupun efek samping pasca
dilakukannya vaksinasi. pVM dilakukan sesuai dengan
standar dan ketentuan dari WOAH terkait vaksinasi.

Kegiatan 2: Pengamatan secara terus menerus terhadap pMK
(surueilans)
Pemantauan secara terus menerus terhadap pMK yang terjadi di
Indonesia penting dilakukan dalam mempelajari karakteristik
virus dan epidemiologi pMK. Rencana aksi- yang dilakukan
dalam kegiatan ini adalah:
1) Rencana Aksi 2. 1: Melaksanakan surveilans pasif dan

surveilans aktif pMK
Rencana aksi pertama dari kegiatan 2 adalah melakukan
surveilans pasif dan surveilans aktif pMK. Kedua surveilansini penting dilakukan untuk memastikan keberlanjutan
pemantauan terhadap pMK yang terjadi di Indonesia.
Keterlibatan masyarakat, dalam hal ini peternak danpemelihara ternak, sangat penting untuk memastikan
keberhasilan surveilans pasif melaltri pelaporan sindrom
PMK. Surveilans pMK, baik pasif m"upun aktif, akandilakukan juga bersamaan dengan surveilans penyakit
hewan menular lintas_ batas lainnya, sehingga diharapkan
akan_ didapatkan .data y.a"g 

- 
kompreh"e*nsif t"rit."gpenularan penyakit hewan lintis batas di suatu wilayai

tertentu.
2) Rencana Aksi 2.2: Mengirimkan sampel secara teratur keLaboratorium Referensi WOAH/FAO untuk karakterisasi

virus.
Rencana aksi kedua dari kegiatan 2 adalah mengirimkansampel secara teratur Ii. Laboratorium ReferensiWOAH/FAO untuk karakterisasi virus- p;+l;_"" sampelj,'r$e" agar WOAH/FAO dapat -""g.,uf,ilJ t"rakterisrikvrrus yang ada di Indonesia, sehingga- dapat menerapkan
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strategi pengendalian yang elbih efektif di tingkat regionai
maupun internasional.

3) Rencana Aksi 2.3: Menetapkan dan memelihara
zona f wilayah bebas PMK
Rencana aksu ketiga dari kegiatan 2 adalal, menetapkan
dan memelihara zonaf wilayah bebas PMK. Penetapan
status wilayah yang saat ini dilakukan oleh crbis center
PMK Ditjen PKH, Kementerian Pertanian ditujukan untuk
mengetahui kemajuan pengendalian PMK menuju
zona lwilayah bebas PMK. Zonasi juga dilakukan untuk
menjaga agar daerah bebas PMK tidak kembali tertuiar oleh
daerah terpapar PMK melalui berbagai media pembawa
(carriersl.

Kegiatan 3: Pelaksanaan bioseanitg dan pembatasan
pergerakan hewan dalam meminimalisir penyebaran pMK
Penerapan bioseanritg dan pembatasan pergerakan hewan
menjadi salah satu upaya strategis pencegahan penularan virus
PMK secara efektif. Kesadaran biosecuitg yang tinggi serta
disiplin dalam menerapkan prinsip biosecuritg akan
memperkecil kemungkinan penularan virus PMK ke ternak.
Selain itu, pembatasan pergerakan hewan, baik antar
peternakan, antar daerah maupun antar negara dapat
mencegah penularan virus PMK secara masif. Rencana aksi
yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:
1) Rencana Aksi 3. 1 : Menerapkan biosecuity pada

peternakan, fasilitas pemotongan hewan dan pasar ternak.
Rencana aksi pertama untuk kegiatan 3 ini adalah
penerapan bioseatitg yang dilakukan pada tempat yang
rentan penularan virus PMK maupun penyakit hewan
lintas batas lainnya. Tempat tersebut adalah peternakan,
fasilitas pemotongan hewan (tempat potong hewan, rumah
potong hewan maupun fasilitas pemotongan hewan lainnya)
serta pasar ternak.

2l Rencana Aksi 3.2: Menerapkan bioseatity d,an biosafetg
pada fasilitas laboratorium PMK sesuai standar WOAH.
Rencana aksi kedua untuk kegiatan 3 ini adalah penerapan
bioseanritg maupun biosafetg pada fasilitas laboratorium
yang dimiliki sesuai standar yang sudah ditetapkan WOAH.
Bioseanitg dilakukan untuk mencegah virus pMK maupun
virus penyakit hewan lintas batas lainnya keiuar
laboratorium sehingga dapat menular pad^ ternak.
Sedangkan btosafetg dilakukan untuk memastikan
keselamatan manusia yang bekerja didalam laboratorium
tersebut.

3) Rencana Aksi 3.3: Melakukan identilikasi ternak, registrasi
peternakan, penelusuran ternak dan perrg".rdali..,
pergerakan ternak dan produknya berbasis risiko.
Rencana aksi ketiga untuk kegiatan 3 ini adalah
melakukan identihkasi ternak, iegistrasi petemakan,
penelusuran ternak dan pengendalian pergerakan ternakdan produknya berbasis risiko. Hal ini diLkukan untukmemonitor pergerakan ternak secara realtime serta
memonitor pergerakan virus pMK yang dibawa oleh ternakyang terpapar PMK. Selain itu, rencana aksi ini dilakukanynjuk mempermudah pembatasan pergerakan ternak
dalam mencegak meluasnya pe.rul..an iMf.
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4l Rencana Aksi 3.4: Karantina dan pengamanan wilayah
perbatasan dari potensi masuknya virus PMK dari negara
lain dan/atau antar wilayah
Rencana aksi keempat untuk kegiatan 3 ini adalah
melakukan karantina dan pengamanan wilayah perbatasan
dari potensi masuknya virus PMK dari negara lain
dan/atau antar wilayah. Langkah ini dilakukan untuk
memastikan tidak adanya penularan virus PMK maupun
penyakit hewan lintas batas lainnya yang berasai dari
negara lain dan/atau antar wilayah, baik melalui lalu lintas
hewan yang resmi maupun lalu lintas hewan ilegal. Untuk
itu, peran berbagai Kementerian/Lembaga/Pemda dan
TNI/Polri sangat penting dalam memastikan tidak adanya
virus PMK yang masuk dan berlalu lintas di wilayah
Indonesia.

5) Rencana Aksi 3.5: Pengamanan wilayah didalam pulau
melalui optimalisasi clrcckpoint di daerah.
Rencana aksi kelima untuk kegiatan 3 ini adalah
melakukan pengamanan wilayah didalam pulau melalui
optimalisasi checkpoint di daerah. Hal ini juga dilakukan
untuk memastikan tidak adanya penularan virus PMK dari
lalu lintas hewan antar wilayah dalam satu pulau.
Sehingga potensi penularan virus PMK maupun penyakit
hewan lintas batas lainnya dapat ditekan semaksimal
mungkin.

6) Rencana Aksi 3.6: Menerapkan kompartemen bebas pMK
Rencana aksi keenam untuk kegiatan 3 ini adalah
menerapkan kompartemen bebas PMK. penerapan
kompartemen dilakukan untuk menjaga dan
mempertahankan status wilayah yang masih bebas pMK
maupun penyakit hewan lintas batas lainnya. Hal ini juga
dilakukan untuk meminimalisir penyebaran pMK sehingga
penyebaran virus dapat lebih terkendali pada wilayah
tertentu saja.

Kegiatan 4: Implementasi kesiagsiagaan dan tanggap darurat
PMK
Kesiapsiagaan dan tanggap darurat pMK merupakan Tindakan
yang harus dilakukan sebelum dan saat wabah terjadi. Rencana
aksi yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:
1) Rencana Aksi 4 .l: Menl'usun rencana kontijensi

penanganan wabah pMK.

2)

Rencana aksi pertama untuk kegiatan 4 adalah menJrusun
rencana kontijensi penanganan wabah pMK dan penyakit
hewan lintas batas lainnya. Rencana kontijensi digunakan
saat keadaan darurat selama wabah pMK ierjadi. Rencana
kontijensi dibangun berdasarkan ana-lisis risiko maupun
potensi risiko yang mungkin terjadi selama wabah.
Rencana Aksi 4.2: Melaksanakan kegiatan mekanisme,qqg"p darurat yang efektif (earlg warning sgsfem dan
quick response),
Rencana aksi kedua untuk kegiatan 4 ini adalah
lela|<-s111kan kegiatan mekanisme tanggap darurat yang
efektif. Mekanisme dan penerapan sistemtiteksi dini plvli
perlu_ dibangun untuk meminlmalisi. -.tr"".y" dampak
wabah PMK. Sistem deteksi dini tersebut dapai dilakukanmelalui surveilans sindromik oleh masyarakat luas,
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khususnya peternak dan pemelihara ternak. Selain itu,
respon cepat atas wabah yang te{adi juga penting untuk
dilakukan agar penyebaran virus PMK tidak meluas dan
berdampak signifikan, khususnya pada perekonomian
peternak maupun perekonomian negara.

3) Rencana Aksi 4.3: Mengakses dan menggunakan dana
darurat selama kondisi darurat PMK tedadi.
Rencana aksi ketiga dalam kegiatan 4 ini adalah
mengakses dan menggunakan dana darurat selama kondisi
darurat PMK terjadi. Kecepatan respon atas masuknya
virus PMK di awal wabah sangat ditentukan oleh akses dan
ketersediaan dana darurat dalam menjalankan rencana
kontijensi. Kesulitan akses dan/atau ketersediaan dana
darurat akan memperlambat penanganan wabah di awal
dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar.

4l Rencana Aksi 4.4: Melaksanakan manajemen FMD cnsis
center.
Rencana aksi keempat untuk kegiatan 4 ini adalah
melaksanakan manajemen FMD crbis center, meliputi
manajemen SDM, Norma, Standar Prosedur dan Kriteria
(NSPK), manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) hingga manajemen program dan anggaran.

5) Rencana Aksi 4.5: Menlrrsun rencana penilaian risiko (nsk
assessment plan) dan studi epidemiologi PMK.
Rencana aksi kelima untuk kegiatan 4 ini adalah
menJrusun rencana penilaian risiko (risk assessment plan)
dan studi epidemiologi PMK. Rrsk assessmen, plan pMK ini
disusun berdasarkan standar WOAH dan kemudian
ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri pertanian.

6) Rencana Aksi 4.6: Analisis rantai nilai (ualue chain
analgsis) penyebaran PMK pada rantai nilai peternakan.
Rencana aksi keenam untuk kegiatan 4 ini adalah analisis
rantai nilai (ualue chain analysis) penyebaran pMK pada
rantai nilai peternakan. Analisis rantai nilai dilakukan
untuk mengidentifikasi penularan pMK melalui rantai niiai
peternakan. Hasil analisis rantai nilai ini kemudian
dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan strategis
berbasis risiko (RBSp) pengendalian pMK yang dijelaskin
dalam sub bab berikutnya.

7) Rencana Aksi 4.2: Meny,usun perencanaan strategis
berbasis risiko (RBSp) pengendalian pMK.
Rencana aksi ketujuh untuk kegiatan 4 ini adalah
men5rusun perencanaan strategis berbasis risiko (RBSp)
pengendaiian pMK. RBSp disusun berdasarkan' pada
analisis risiko yang telah dituangkan dalam dokumer nsk
assessmen, plan maupun berdasarkan analisis rantai nilaipeternakan. Dokumen RBSp ini akan ditetapkan dalam
Keputusan Menteri pertanian dan dijadikan acuan dalampelaksanaan tahap 2 pCp-FMD.

8) Rencana Aksi 4.8: Meny,usun program pengendalian pMK
resmi (OCp-FMD) untuk diajukan t. Ofei WOAU
Rencana aksi kedelapan untuk kegiatan 4 ini adalahmenJrusun program pengendalian pMK resmi (OCP_FMD)untuk diajukan ke oIE/woAH. ocp disusun berdasarkan
li[rrl= peta jatan (roadmap) p.-be.a.rt"san pMK ini.OCP FMD kemudian ditetapkan'metatul Xeputusan Menteri

I
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dan diajukan untuk pengesahan secara internasional
melalui WOAH.

Kegiatan 5: Pemulihan produksi dan produktivitas ternak pasca
terkena PMK
Pasca terkena PMK, ternak masih akan mengalami penurunan
produksi maupun produktivitas. Untuk itu, maka perlu
dilakukan berbagai upaya dalam mengembalikan produksi dan
produktivitas ternak pasca terkena PMK, baik melalui
pemeliharaan yang sesuai best practices, pemberian pakan yang
sehat hingga penggunaan obat-obatan. Rencana aksi yang
dilakukan dalam kegiatan ini adalah:
1) Rencana Aksi 5.1: Pendampingan penerapan pemeliharaan

ternak yang baik bagi peternak rakyat.
Rencana aksi pertama untuk kegiatan I ini adalah
pendampingan penerapan pemeliharaan ternak yang baik
bagi peternak rakyat. Pendampingan dilakukan oleh SDM
Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memastikan

2)

3)

4l

peternak dapat menerapkan good farming practices maupun
good breeding practices. Pendampingan penerapan
pemeliharaan ternak dilakukan khususnya untuk ternak
sapi perah.
Rencana Aksi 5.2: Restocking ternak yang terdampak pMK
berdasarkan prioritas.
Rencana aksi kedua untuk kegiatan S ini adalah restocking
ternak yang terdampak pMK berdasarkan prioritaJ.
Memasukkan ternak baru pada populasi ternak terdampak
PMK akan mengembalikan jumlah populasi ternak terse-but
sehingga produksi dan produktivitas akan Kembali normal.
Restocking dilakukan berdasarkan prioritas untuk peternak
rakyat yang paling terdampak pMK.
Rencana Aksi 5.3: Perlindungan Sumber Daya Genetik
(SDG) ternak terdampak pMK.
Rencana aksi ketiga untuk kegiatan S ini adalah
perlindungan Sumber Daya Genetik (SDG) ternak
terdampak PMK. Perlindungan SDG penting dilakukan
untuk memastikan keberlalgsungan genetic ternak di
masa depan, terutama ternak yang terdampak pMK dan
berpotensi kehilangan 1 generasi. kegiatan perlindungan
SDG yang dilakukan seperti penetapan kawasan wilayahbibit, import ternak .TFresh blood yarrg masih murni
genetiknya, import semen, produkii *-..,, produksi
embrio, dan lain sebagainya.
Rencana Aksi 5.4: Memberikan suplemen, vitamin dan
obat-obatan dalam memulihkan produksi dan produktivitas
ternak terdampak pMK.
Rencana_ aksi keempat untuk kegiatan 5 ini adalah
membe.rikan suplemen, vitamin dai obat-obatan dalammemulihkan produksi dan produktivitas ternak terdampak
PMK. Pemberian suplemen, vitamin dan obat_obatan yangtepat, bagi ternak yang terpapar pMK akan dapatmembantu memuiihkan produksi dan produktivitas ternaktersebut.

menuhi

adalah
nutrisi

s) Rencana Aksi 5.S: penyediaan pakan dalam mekecukupan nutrisi ternali saat p.ril"fif,^". 
**^"

Rencana aksi kelima untuk kegiatan S inipenyediaan pakan dalam -"*..r,rIli kecukufan
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ternak saat pemulihan. Selain suplemen, vitamin dan obat-
obatan, kecukupan nutrisi ternak juga harus dipenuhi oleh
pakan yang sehat. Penyediaan pakan bagi ternak pasca
terkena PMK diharapkan dapat mengembalikan produksi
dan produktivitas ternak.

Kegiatan 6: Penanganan dampak sosio-ekonomi PMK khususnya
bagi peternak rakyat
PMK yang melanda Indonesia tidak hanya memberikan dampak
bagi ternak maupun subsektor peternakan saja, namun juga
memberikan dampak secara politik, sosial, ekonomi maupun
budaya. Untuk itu, maka perlu dilakukan penanganan dampak
sosio-ekonomi PMK khususnya bagi peternak rakyat. Rencana
aksi yang dilakukan dalam kegiatan ini ada_lah:
1) Rencana Aksi 6.1: Analisis dampak politik, sosial, ekonomi

dan budaya PMK bagi stakeholder.
Rencana aksi pertama untuk kegiatan 6 ini adalah analisis
dampak politik, sosial, ekonomi dan budaya pMK bagi
stakeholder. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui
sejauh mana dampak politik, sosial, ekonomi dan budaya
yang ditimbulkan akibat PMK, khususnya bagi peternak
rakyat.

2) Rencana Aksi 6.2: Penetapan produk asal ternak terpapar
PMK sebagai produk aman dan halal (bukan zoonosis).
Rencana aksi kedua untuk kegiatan 6 ini adalah penetapan
produk asal ternak terpapar PMK sebagai produk aman dan
halal. PMK bukan zoonosis, dimana pMK tidak menular dan
menyebabkan manusia menjadi sakit. Namun perdebatan
terjadi ditengah masyarakat terkait keamanan dan halal
atau tidaknya ternak yang terpapar pMK. Untuk itu,
Kementerian Agama meialui MUI perlu membuat penetapan
status halal untuk ternak yang terpapar pMK.

3) Rencana Aksi 6.3: Mengantisipasi penurunan produksi
temak dan produk asal ternak terdampak pMK [erhadap
perekonomian nasional.
Rencana aksi ketiga untuk kegiatan 6 ini adalah
mengantisipasi penurunan produksi ternak dan produk
asal ternak terdampak pMK terhadap perekonomian
nasional. Kasus PMK yang terjadi di berbagai negara didunia memberikan dampak ekonomi yang -cukup
signifikan, baik bagi peternak maupun bagi negaia. Untuiitu, perlu dilakukan langkah ..riisipalif dalam
mengantisipasi menurunnya produksi [ernak yang
berdampak terhadap ketersediaan ternak dalam memenuh]
kebutuhan pangan asal ternak. Dampak signifikan di
Indonesia akibat pMK yang perlu diantisipasi adalah
kerugian petani secara ekonomi,-pelarangan ekspor produk
ternak rawan pMK (akibat status negara yang tidak bebas
lYXt, peningkatan impor ternak dalam memenuhi
kebutuhan dalam negeri hingga penurunan pDB jika pMK

-, te{adi dalamjangka waktu yang Fanjang.4) Rencana Aksi 6.4: pendampingan "dai 
fasilitasi UMKM

terdampak pMK, khususnya bagiusaha mikro.
Rencana aksi keempat untuk kegiatan 6 ini adalahpendampingan dan fasilitasi UMK-M terdampak pMK,
khu.slsr.ty_a bagi usaha mikro. penurunan produksi danproduktivitas ternak akibat pMK, khususnya pada ternak



-90-

sapi perah dan sapi potong, dapat menyebabkan beberapa
usaha mikro sub sektor peternakan gulung tikar. Untuk itu
maka diperlukan adanya pendampingan kepada usaha
mikro agar dapat bertahan selama wabah dan masa
pemberantasan PMK dilakukan. Selain itu, fasilitasi usaha
mikro sub sektor peternakan juga penting diberikan kepada
peternak mikro agar tidak terlilit hutang dan dapat terus
menjalankan usahanya ditengah gempuran PMK di
Indonesia.

5) Rencana Aksi 6.5: Optimasi peran koperasi dalam
membantu peternak terdampak PMK.
Rencana aksi kelima untuk kegiatan 6 ini adalah optimasi
peran koperasi dalam membantu peternak terdampak PMK.
Koperasi usaha peternakan menjadi "rumah" khususnya
bagi peternak kecil dalam menjalankan usaha peternakan
mereka. Peran koperasi perlu dioptimalkan sebagai backtp
dan membantu peternak selama PMK terjadi.

6) Rencana Aksi 6.6: Mengantisipasi dampak PMK bagi citra
pariwisata Indonesia.
Rencana aksi keenam untuk kegiatan 6 ini adalah
mengantisipasi dampak PMK bagi citra pariwisata
Indonesia. Beberapa destinasi pariwisata prioritas seperti
Bali sedikit terdampak akibat wabah PMK yang melanda
Indonesia. Wisatawan Mancanegara (Wisman) maupun
Wisatawan Nusantara (Wisnus) cenderung menahan diri
untuk mengunjungi destinasi dengan kasus pMK yang
terjadi. Untuk itu, perlu dibangun komunikasi pemasaran
yang efektif dalam memberikan informasi dan edukasi
calon Wisman dan Wisnus tentang PMK, khususnya terkait
PMK yang bukan zoonosis.

7) Rencana Aksi 6.7: Pendampingan bagi peternak rakyat
terdampak PMK: Psikolog/ psikiater, tokoh agama dan
motivator.
Rencana aksi ketujuh untuk kegiatan 6 ini adalah
Pendampingan bagi peternak ralryat terdampak pMK:
Psikolog/ psikiater, tokoh agama dan motivator. Dampak
PMK yang dirasakan oleh peternak cukup signifikan, mulai
dari peternak merasa tertekan, konflik rumah tangga
hingga ada peternak yang sampai bunuh diri. Untuk liu
maka perlu dilakukan pendampingan dari sisi psikologis
maupun religi terhadap peternak yang terdampak pMK,
kh.ususnya secara psikologis dan religi. pendampingan oleh
psikolog/psikiater dan motivator dilakukin untuk
memastikan kesehatan jiwa peternak, sedangkan
pendampingan oieh tokoh agama dilakukan ,itrk
meningkatkan iman dan taqwa serta kesabaran peternak
dalam menghadapi musibah pMK.

8) Rencana Aksi 6.8: pendampingan mendapatkan akses
pembiayaan dan asuransi kepada peternak terdampak
PMK.
Rencana aksi kedelapan untuk kegiatan 6 ini adalahpendampingan mendapatkan aksei pembiayaan dan
as'rransi kepada peternak terdampak eUX. Uingga saat ini,
PMK merupakan jenis penyakit yang belum masuk dalamitem.perlindungan asuransi, sehing[a peternak tidak bisamelakukan klaim atas ternak merifa yang terkena pMK.
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Beberapa peternak juga mulai kesulitan modal usaha
akibat ternaknya mati atau terkena PMK. Untuk itu maka
diperlukan pendampingan bagi peternak terdampak PMK
dalam mendapatkan akses pembiayaan dan asuransi
untuk ternak dan usaha peternakannya.

9) Rencana Aksi 6.9: Memberikan bantuan sosial bagi
peternak rakyat yang terdampak PMK.
Rencana aksi kesembilan untuk kegiatan 6 ini adalah
memberikan bantuan sosial bagi peternak rakyat yang
terdampak PMK. Bantuan sosial yang diberikan kepada
peternak terdampak PMK, terutama bagi peternak yang
kehilangan ternaknya akibat mati terkena PMK, akan
sangat berarti dalam meringankan beban peternak.
Pemberian bantuan sosial harus mempertimbangkan
kondisi perekonomian peternak dan dampak PMK bagi
usaha peternakannya.

Kegiatan 7: Koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder,
dalam dan luar negeri, dalam mengendalikan PMK
Pemberantasan PMK di Indonesia tidak bisa dilakukan secara
sektoral, dimana dampak yang ditimbulkan akibat PMK yang
luas hingga pada perekonomian nasional. Untuk itu dibutuhkan
koordinasi dan koiaborasi antar KILID terkait maupun dengan
stakeholder non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
Rencana aksi yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:
1) Rencana Aksi 7.1: Memberikan informasi kepada WOAH

terkait wabah PMK tepat waktu, termasuk perkembangan
kondisi terkini pengendalian PMK.
Rencana aksi pertama untuk kegiatan 7 ini adalah
memberikan informasi kepada WOAH terkait wabah PMK
tepat waktu, termasuk perkembangan kondisi terkini
pengendalian PMK. Keterbukaan dalam informasi terkait
PMK di Indonesia akan membantu dalam mencegah
penyebaran PMK di regional maupun di dunia. Selain itu,
pemberian informasi kepada WOAH terkait pMK dan
penanganannya di Indonesia menjadi salah satu
persyaratan dalam PCP-FMD.

2l Rencana Aksi 7 .2: Memberikan informasi dan konsultansi
dengan stakeholder non pemerintah terkait perkembangan
pengendalian PMK.
Rencana aksi kedua untuk kegiatan T ir^i adalah
memberikan informasi dan konsultansi dengan stakeholder
non pemerintah terkait perkembangan pengendalian pMK.
Selain pemberian informasi kepada WOAH, informasi dan
konsultansi terkait perkembangan pengendalian pMK juga
perlu dilakukan kepada stakeholder non pemerintah,
khususnya yang terkait dengan peternakan dan kesehatan
hewan.

3) Rencana Aksi 7.3: Berpartisipasi aktif dalam berbagai
kegiatan PCP-FMD dan forum pengendalian pMK di tingklt
regional (WOAH, SEAC-FMD, dan lain_lain).
Rencana aksi ketiga untuk kegiatan T ini adalah
berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pCp-FMD danforum pengendalian pMK di tingkat -regional. partisipasi
aktif Indonesia dalam berbagai forum peige.rdalian pMK diregional akan memperkuat kerangka peng"endalian pMK diwilayah regional, dalam hal ini aaaUn" Asia Tenggara.
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Kontribusi Indonesia dan negara lain dalam berbagi
pengalaman pengendalian PMK di negara masing-masing
dapat menjadi lesson leamed dan mempercepat
penanganan PMK di regional.

4l Rencana Aksi 7.4: Membangun sinergi dengan KlLlPemda
untuk melaksanakan roadmap pengendalian PMK (kegiatan
1 ,2,3 ,4 ,6,9 beserta rencana aksinya) .

Rencana aksi keempat untuk kegiatan 7 ini adalah
membangun sinergi dengan KlLlPemda untuk
melaksanakan roadmap pengendalian PMK. K/L/D secara
spesilik dapat berperan dalam pemberantasan PMK terkait
dengan kegiatan 1,2,3,4,6,9 beserta rencana aksinya. Peran
tersebut dapat dijabarkan pada tabel berikut ini;

NO K/UO Pgran T\/UD

1

Kemenenan Koordinabr
Brdan0 PeDkonomran
(Komenko Per€konomtan)

a Analsisdampakpoi!kdenekonomiakiMtPMKbagislakeholder

b Mongantsipasi penutunan produksi Emak d6n p.oduk asal temak todsmpak PMK lori8dap
porEkonomren nasjonal

2

(em6nlDnen Koordinetor

Bidang P6rnMngumn Menusra

dan Ksbudayean (Kom6iko
PM()

a. Analisis dampak sosialdan budaya aklbat PMK bagislrkehoder

b Monganlisipesr ponurunan pmduk$ tenak dan prcduk asal temak terdampak PMK l€fiadap
sos aldan budaya masyarakat

3

Kom6nlenen Xoonnaior Bidang

X6manlrmen dan lnvaslag

6 Ana s s dampak tnvesbsi akibal PMK bagrglakeho der

b Mengantsipa$ penurunan prcduksiEmakdan produk asa temak terdampak PMKlehadap
rnvoslasr beik dalammaupun larneg6n

Bedan Rrsetdan hovasr

Ne3lon6t(8R N)

a Melakukan peneliian dan pengembangan bEp€n (applied lB3€arcn) b a( leknotoli
melode iDo/s dan poselLrr pemberanla$n PM( r Hrnqoa pDlolpe

b Membual kalan led(ait tskno og big data dan kecedasan bualan (artfoat inte gence)

lerla l sufteilans den pengendalran pergeaekan Emak b€lbag9 dtola i HinoEa prolotyDe

5

a M€ndoong rndLrsfipodusen vaksin lnuk monghesiLkli valstn bdmutJ 3$uelkebutJhan

Kem.nlenan P.nndLstlen
b M6d*€dkan p€dimbangan left€dap eaatt3ls Entai nilai (vr/ue charn snslysis ) F€nyob€€n
PMK p8da rentai nilal petemakan khususnya te*ait tndusti petrmekan dan produk erel Emak

d M€ngantsipag penutunan p6duk3ibmak den prcduk agat tem6k lei\edap ind6h n63ionat

6

Tgnt6ra Nasonal lndon6sia /
Kepolisian No$rd Repubtik

hdon63ie (TN lPolri)

3 Merlbentr pelallahar velsimsi ,rElalui EaUn!€ den Bh6unkanijbmar (pendanpin!
vtX!imbr)
D

c Uendukuno pelakanaEn kelanlina dsn pong€manan wliayah p€balasan dai polanlt
flE3lknya virus PMX daa n€gara lain d6nHeu Enta, witsyah danhlau anlff pulsu dan/rbu
di&lam pulau llususnya pada lalu tinbs h€wan ilegst

d Membenb m€mberikan pemahaman kepada pelemak untrk m€mbentan tapo€n stndomik
llka rElrhal gojala fsik yang ll]engaleh kepad€ PMK (Babrns6 den Bhab nkamtbmas)

o Membanfu penegalin biosecunry p€tsmakan. hsilitas p€iiotongan hewan dsn pasar tomek

Penanggu angan Boncrn.
(BNP8)

c M6ndukung p€ngrluan &n pgnggunaan dsna daturat s6tsma kondr3j darursi pMK

Komonbrtan Kop€..!l drn

a P6ndampngandanfdsiribsr uMKMtedampakpMK.khususn

K.ft.nbrian p.f,lidrk n.
Kobudayaan, Ris6l dan
lolnolo9r (Xom6n!ib!di.t6t)

I

a M.mbdikan penimbanga. da am men6nu€n lsncan€ *onbjensi p6nsnganan w.bsn PMK

d M*tukung op€nlionai FMD crss cenEr
h6sil psnitarEn nsiko datsm pa aksanarn ksgiaisn msksnrEmB langgsp

f Msmanbatan has analrss Entarn €r(v.t!acnain, narysrs) dalam psraks€naan k6EraLn

b Ophasip6lEn kop6ras dalsm membantu pelsmak t€.dampak pMK

c P€nda.npingan mendapalkan 5ks€s pambiayaan dan asu.ansi kgpads p6l6nsk hrdempsk

a Psn€lapan pmduk asatlEh€k teDapar pMK ssbaga pmduk sman d8n h.tat(bukan

b Analisrsdahpak pMK bag k€hidupan

c Pendamp .gan loi(oh aqama bsg pslemat

a l\rambankan bantuan sosial bagipelemak .akyai yang brdampak pMK
b Peidarnp.ganbag peGmak .akyat ls.damoak PMKjsl

0

Morbsrd.ya,€r maras*a td.r/abudose.rfakL[as k66okreEl h6w.1o6tsm pe,Eks€.s.n
vaksrn6si ssb.ga' kgg|atan p€nosbdran masveEker

ir€ngloordinask n s€turuh SKPO brkait
(,DadaD, ) p6,r'b€ba!.n PM(

n h*an d.l8m marakgnakan pablst€n

I
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M€ndlkung p€lelsne.n k r.nin. d.n Fng.mMn elay.h pebab!.n dan pois.si
rm6uknya v1tus Pux dan n€gsra lsrn dsrvrl6u .nt r si.yah d6n/3t u rntr. pulau dan/.t o
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Peran K,/UD

b Ana 
'as 

d.mpak PMx t6rhad3p p€d.gang.n (skspo0 lomak dan prcduk 6.al |€mak

a l\,lonb.nka. p.nmb.nga. Elhadap anarrsis .ant i lai (vrlu6 .hain 6nalyss) p€nyobrr.n
PMK prdr rrnLi nrr.r p61m3k n rerkair !€rdsgangan iEmak dan poduk a3oLlcmak

c M6nE.n!s p6s' p€n!tuna. plDduksrtem.k dan podukasa lemakl€dampak PMK lglnadap
p6rllonom'an l]6s on6r khusus.ya perdag.ngan (ekspor)

Badrclaboras donqsn Dtsn P6l6rnskan dsn Ke*h.t8n H an dslam hsr.kukan kamp.nys
maupun komunikssi pafElaran lart€il penanganan PMK drlndon€si. -' M€nlnqka*Bn cftr

s)

6)

8)

7l

Tobel 11. Matriks peran KILID dalam pemberantasan PMK

Rencana Aksi 7.5: Meningkatkan Kedasama Pemerintah-
Badan Usaha (KPBU) dalam pengendalian PMK.
Rencana aksi kelima untuk kegiatan 7 rni adalah
meningkatkan kerjasama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU)
dalam pengendalian PMK. Semakin tinggi tahapan PCP-
FMD yang dicapai, maka ketergantungan terhadap
pemerintah daiam hal pendanaan harusnya semakin
berkurang. Tahap 3 PCP-FMD keatas merupakan tahapan
dimana keterlibatan stakeholder non pemerintah, dalam
hal ini adalah badan usaha, akan semakin tinggi.
Rencana Aksi 7.6: Membangun kerjasama dengan mitra
internasional dalam pengendalian PMK
Rencana aksi keenam untuk kegiatan 7 ini adalah
membangun kerjasama dengan mitra internasional dalam
pengendalian PMK. Kerjasama dapat dilakukan dalam
berbagai aspek, dari mulai kajian, penelitian dan
pengembangan, hingga penggunaan laboratorium referensi.
Beberapa kerjasama yang telah dibangun diantaranya
adalah kerjasama dengan Brazil, New Zealand, Australia,
FAO dan lain-lain.
Rencana Aksi 7.7: Mendorong VS untuk berkolaborasi
dengan pemangku kepentingan non pemerintah dalam
pengendalian PMK.
Rencana aksi ketujuh untuk kegiatan 7 ini adalah
Mendorong VS untuk berkolaborasi dengan pemangku
kepentingan non pemerintah. Koiaborasi dilakukan dalam
rangka menJrusun dan melaksanakan program bersama
terkait pengendalian PMK. Kolaborasi VS dengan lembaga
non pemerintah juga didorong untuk dapat memberi saran
tentang perubahan dan peningkatan yang diperlukan.
Rencana Aksi 7.8: Meningkatkan peran serta masyarakat
dalam pemberantasan PMK.
Rencana aksi kedelapan untuk kegiatan 7 ini adalah
meningkatkan pera_n serta masyarakat dalam
pemberantasan PMK. peran serta masyarakat yang
diharapkan dalam pemberantasan pMK adalah:
a) Membantu meningkatkan kesadaran pentingnya

vaksinasi.
b)
c)

Melakukan vaksin mandiri bagi yang mampu.
Melakukan surveilans sindromik dengan memberikan
laporan secara periodik.
Mematuhi protokol biosecurity dan lalu lintas hewan
secara disiplin dan konsisten.

K/UO
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e) Mendukung pelaksanaan identifikasi ternak dan
pendaftaran peternakan.

f) Mengikuti prosedur kesiapsiagaan dan tanggap
darurat PMK Ketika terjadi wabah sesuai arahan
pemerintah.

d Melaksanakan good farming practices dan good
breeding practices sesuai pedoman dan arahan
pemerintah.

h) Bergotong royong dan saling menguatkan dalam
menghadapi wabah maupun endemik PMK di
Indonesia.

i) Memberikan informasi tentang PMK di peternakan
masing-masing.

j) Melaksanakan Kerjasama dalam pemberantasan PMK.
k) Berperan aktif dalam mengikuti KIE maupun advokasi

terkait PMK.
1) Memanfaatkan hasil Litbang maupun Teknologi

Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemberantasan
PMK di tempat masing-masing.

Kegiatan 8: Meningkatnya au)areness dan advokasi kepada
stakeholder tentang pengendalian PMK
Kegiatan 8 merupakan kegiatan dasar yang memungkinkan
mempermudah pelaksanaan kegiatan t hingga kegiatan 8. Hal
penting dalam kegiatan 8 ini adalah membangun awareness
terkait PMK dan penanggulangannya. Selain itu, pada kegiatan
ini juga dilakukan advokasi kepada stakeholder tentang
pengendalian PMK. Rencana aksi yang dilakukan dalam
kegiatan ini adalah:
1) Rencana Aksi 8.1: Kampanye pengenalan dan pengendalian

PMK secara masif kepada seluruh stakeholder.
Rencana aksi pertama untuk kegiatan 8 ini adalah
kampanye pengenalan dan pengendalian PMK secara masif
kepada seluruh stakeholder. Kampanye pengendalian pMK
dilakukan dengan menggunakan berbagai media, baik
cetak, elektronik maupun digital dengan menggunakan
konten yang mudah dipahami masyarakat luas.

2) Rencana Aksi 8.2: Melakukan KIE terkait pMK beserta
risiko dan pengendaliannya.
Rencana aksi kedua untuk kegiatan 8 ini adalah
melakukan KIE terkait PMK beserta risiko dan
pengendaliannya. KIE dilaksanakan dengan berbagai
metode dan pendekatan untuk memberikan pemahaman
tentang PMK beserta risikonya, termasuk pemahaman
tentang vaksin dan vaksinasi, surveilans, biosecurity,
biosafety, karantina dan pengendalian pergerakan hewan
serta penanganan dampak pMK bagi sosio_ekonomi
masyarakat.

3) Rencana Aksi 8.3: Menumbuhkan bioseanritg awareness
secara konsisten dan berkesinambungan.
Rencana aksi ketiga untuk kegiatan g ini adalah
menumbuhkan bioseanrity awareneis secara konsisten dan
berkesinambungan.. Kesadaran akan pentingnya bioseanritg
penting dilakukan dalam meminimalisir resistlnsi p.t...r"iterkait pelaksanaan bioseanritg. pemahaman dankesadaran biosecuitg ini akan -J-U.rrt, mempermudah
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pelaksanaan biosecuitg dala mencegah penyebaran virus
PMK.

4l Rencana Aksi 8.4: Melaksanakan advokasi pengendalian
PMK dengan stakeholder.
Rencana aksi keempat untuk kegiatan 8 ini adalah
melaksanakan advokasi pengendalian PMK dengan
stakeholder. Advokasi sangat dibutuhkan dalam membantu
pelaksanaan pengendalian PMKm baik di pusat maupun di
daerah.

Kegiatan 9: Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam
pengendalian PMK
Pengendalian PMK dilakukan berbasis ilmiah, dimana
pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang),
khususnya Litbang terapan, akan membantu meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pengendalian PMK. Selain itu,
pengendalian PMK berbasis digital juga periu diterapkan dalam
mendukung transformasi digital nasional maupun
meningkatkan kualitas pengendaiian pMK di Indonesia.
Pemanfaatan TIK dalam pengendalian TIK dapat meningkatkan
efisiensi proses bisnis, lebih mudah dilaksanakan, terintegrasi
dari hulu ke hilir serta otomasi proses yang masih dikerjakan
manual. Sehingga pemanfaatan TIK dapat meningkatkan
kecepatan dan akurasi pelaksanaan pengendaliarr pMK.
Rencana aksi yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah:
1) Rencana Aksi 9. 1 : Melakukan penelitian dan

pengembangan terapan (applied researchl dan
memanfaatkan hasilnya dalam mendukung pengendalian
PMK.
Rencana aksi pertama untuk kegiatan 9 ini adalah
melakukan penelitian dan pengembangan terapan (apptied.
researchl dan memanfaatkan hasilnya dalam mendukung
pengendalian pMK. pengendalian pMK tentunyi
membutuhkan metode, tools, prosedur maupun teknologi
hasil Litbang terapan dalam pengendalian pMK. Untuk itlu
maka Kementerian pertanian dapat mengajukan Litbang
terapan tertentu untuk diiakukan oleh Badan Riset daiInovasi Nasional (BRIN) dan kemudian memanfaatkan
hasilnya daiam pengendalian pMK.

2l Rencana Aksi 9.2: pemanfaatan teknologi big data dan
kecerdasan buatan (artificiat inteiligencel k-hususnya dalam
melaksanakan surveilans dan pingendalian pergerakan
ternak berbasis digital.
Rencana aksi kedua untuk kegiatan 9 ini adalahpemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan(artiftcial intetrigence) khususnya dalam meraksanakan
surveilans dan pengendalian pirgerakan ternak berbasisdigital. Hingga saat ini, oitjen eril Kementerian pertanian
telah memiliki Sistem Informasi Kesehatan H.*"., Nasional(I-SIKHNAS), namun perlu dilakuku" p."g._U"ngan lebihlanjut khususnya rerkait integrasi 'f_SifHUeS d."g";sistem informasi lain. di f i""gk""g"rr-' Oftj"r, pKH.
Perkembangan lebih lanjut adalaf, iiit ut 

^r. upgroiiigterhadap I-SIKHNAS untuk mema"f;;tk"; teknologi brbdata maupun teknologi t."..Ju"* -'ilr","., (arttficiatintelligence).

I
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Strategi 2: Memperkuat Sistem Kesehatan Hewan Nasional
(Siskeswannas) dalam mendukung pengendalian PMK di Indonesia.

a Kegiatan 1O: Optimasi kewenangan dan kemampuan VS dalam
menjalankan peran dan fungsi veteriner.
Penguatan VS perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas VS
dan Sistem Kesehatan Hewan Nasional, dimana penguatan VS
dilakukan melalui perluasan kewenangan dan kemampuan
maupun pelaksanaan peran VS yang dijabarkan dalam rencana
aksi 10.1 dan rencana aksi 10.2. Penjabaran pelaksanaan
penguatan VS tersebut meliputi:
1) Rencana Aksi 10.1: Memperluas kewenangan dan

kemampuan VS terkait pengendalian PMK dalam:
a) Melaksanakan kesiapsiagaan dan tanggap darurat

PMK
b) Melaksanakan program pencegahan, pengendalian

atau pemberantasan PMK serta beberapa penyakit
prioritas di beberapa wilayah atau populasi

c) Melakukan surveilans aktif menggunakan prinsip-
prinsip ilmiah dan standar OIE

d) Melakukan surveilans pasif dengan beberapa
pengumpulan sampei dan pengujian laboratorium

e) Melakukan pemeriksaan ante-dan post-mortem
dengan pengumpulan informasi penyakit dilakukan
sesuai dengan standar internasional untuk tempat
ekspor dan rumah potong hewan utama

f) Menerapkan langkah-langkah biosekuriti dan sanitasi
dengan tujuan membentuk zona bebas penyakit untuk
hewan dan produk hewan tertentu

g) Mengidentifikasi dan melacak beberapa produk asal
hewan, dalam menangani masalah tertentu

h) Menerapkan sistem untuk identifikasi hewan,
keterlacakan dan kontrol pergerakan untuk sub
populasi hewan tertentu sesuai standar internasional

i) Menjalankan kontrol regulasi dan administratif pada
sebagian besar aspek keamanan pakan ternakj) Menjalankan kontrol regulasi dan administratif yang
efektif pada otorisasi pasar obat-obatan dan biologl
hewan termasuk penggunaan obat-obatan pada hewai2l Rencana Aksi 10.2: Memberikan penugasan kepada VS

terkait pengendalian pMK untuk:
a) Berpartisipasi dalam sebagian besar pertemuan dan

kegiatan yang relevan, dan membeiikan beberapa
umpan balik kepada rekan_rekan nasional

b) Memberitahu OIE, WTO, mitra dagang dan organisasi
terkait lainnya tentang status penyakii, peraturan dan
tindakan dan sistem sanitasi, sesuai dengan proseduryanq ditetapkan, sebagaimana berlaku 

- 
untuk

perdagangan internasional
c) Mendiseminasikan informasi terkini kepada sebagian

yang relevan, baik

dengan pemangkud)

besar pemangku kepentingan
secara daring maupun luring
Mengadakan konsultasi formai
kepentingan non pemerintah
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e) Terlibat dalam implementasi dan penegakan hukum
undang-undang veteriner nasional dan aturan
turunannya,

f) Terlibat dalam mengembangkan dan memperbarui
undang-undang veteriner nasional dan aturan
turunannya

Kegiatan 1 1 : Meningkatkan ketersediaan, kompetensi dan
distribusi SDM Kesehatan Hewan (Tenaga Kesehatan Hewan
dan Para-Profesional Kesehatan Hewan)
Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan kritis
dalam meningkatkan kualitas VS untuk mendukung
pelaksanaan pengendalian PMK. Pengelolaan SDM kesehatan
hewan yang terdiri dari tenaga kesehatan hewan dan
paraprofesional kesehatan hewan merupakan upaya untuk
meningkatkan ketersediaan maupun kompetensi SDM
Kesehatan Nasional. Pengelolaan SDM kesehatan hewan
tersebut dilakukan melalui rencana aksi 1 1.1 hingga 1 1.7,
yaitu:
1) Rencana Aksi 11.1: Kolaborasi dengan K/L maupun

lembaga non pemerintah dalam meningkatkan ketersediaan
dokter hewan nasional, termasuk memberdayakan dan
memanfaatkan dokter hewan swasta (privat) dalam
memenuhi kebutuhan dokter hewan.

2l Rencana Aksi 1 1.2: Menyempurnakan dan menetapkan
standar kompetensi VS (SDM tenaga kesehatan hewan dan
paraprofessional kesehatan hewan).

3) Rencana Aksi 1 1.3: Penilaian (asesmen) kompetensi VS
SDM tenaga Kesehatan hewan dan paraprofessional
Kesehatan hewan.

4l Rencana Aksi 11.4: Melaksanakan pengembangan
kompetensi SDM tenaga Kesehatan hewan dan
paraprofessional Kesehatan hewan (umum dan khusus)
melalui Pendidikan dan Pelatihan, internal coaching
maupun reward and punishment.

5) Rencana Aksi 11.5: Penempatan staf VS sesuai kebutuhan
dan prioritas.

6) Rencana Aksi 1 1 .6: Memastikan kesesuaian antara
pekerjaan dan kompetensi VS (SDM tenaga Kesehatan
hewan dan paraprofessional Kesehatan hewan).

7l Rencana Aksi 11.7: Membangun budaya organisasi VS
sesuai sistem nilai yang disepakati.

Kegiatan 12: Penataan dan/atau penyusunan peraturan
perundang-undangan terkait Sistem Kesehatan Hewan Nasiona-l
Peraturan Perundang-Undangan merupakan payung hukum
yang mutlak dibutuhkan sebagai dasar dalam pelaksanaan
seluruh kegiatan pemberantasan PMK. Rencana aksi yang
dilakukan dalam kegiatan ini adalah:
1) Rencana Aksi 12.1: Menyelesaikan pengesahan Rancangan

Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem Kesehatan
Hewan Nasional.
Rencana aksi ini menekankan percepatan pemyelesaian
rancangan peraturan perundang_undangan terkait
pengendalian PMK, meliputi:
a) Rancangan peraturan pemerintah (Rpp) tentang

Perubahan pp 3 Tahun 2OlZ tentang Otorita;
Veteriner

c
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b) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata
Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan,
dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

c) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang
Pengendalian Resistansi Antimikroba di Subsektor
Peternakan dan Kesehatan Hewan

d) Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2022
tentang Pengamatan dan Pengidentifikasi Penyakit
Hewan

2) Rencana Aksi 12.2: Pemetaan (mappingl peraturan
perundang-undangan terkait Sistem Kesehatan Hewan
Nasional dan turunannya.
Rencana aksi ini menekankan pemetaan terhadap
peraturan perundang-undangan terkait sistem Kesehatan
Hewan Nasional dan turunannya yang masih tumpang
tindih. Pemetaan dilakukan terhadap substansi maupun
administrasi atas peraturan perundang-undangan tersebut.

3) Rencana Aksi 12.3: Regulasi dan deregulasi peraturan
perundang-undangan terkait Sistem Kesehatan Hewan
Nasionai dan turunannya.
Rencana aksi ini merupakan upaya dalam melakukan
penataan peraturan perundang-undangan baru dengan
melakukan deregulasi peraturan perundang-undangan
yang dianggap tumpang tindih. Selain itu juga dilakukan
regulasi atau pen5rusunan peraturan perundang-undangan
baru sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan peratuian
perundang-undangan yang mendesak dan prioritas terkait
Kesehatan masyarakat adalah:
a) RancanganUndang-UndangtentangVeteriner.
b) Rancangan Peraturan presiden tentang pembentukan

Konsil Kedokteran Hewan Indonesia (VSB).
c) Rancangan Peraturan presiden tentang peta Jalan

Pemberantasan pMK pada Ternak Ruminansia
Berkuku Belah.

d) Rancangan Peraturan Menteri pertanian tentang
Norma Standar prosedur dan Kriteria (NSPKJ
Pemberantasan pMK pada Ternak Ruminansia
Berkuku Belah.

e) Rancangan peraturan Menteri pertanian tentang
Kompartementalisasi.

4) Rencana Aksi 12.4: .Memperbaharui peraturan perundang_
undangan terkait Sistem Kesehatan Hewan Nasional da-nturunannya sesuai kebutuhan.
Rencana aksi ini menekankan pada pembaharuan
peraturan perundang_undangan yang sudah disahkan lebihdari 2 tahu. pembaharuan aimuili dengan melakukanreviu. peraturan perundang_undangan yan'g ada saat initerkait. relevansinya g."S1l pert"emUanlan lingkunganstrategis peternakan dan Kesehatan he#an. Setelah itudilaksanakan pembaharuan peraturan perundang_undangan dengan mengajukan .^.r"r.rg", peraturanperundang-undangan perubihan.
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d. Kegiatan 13: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi
veteriner
Salah satu upaya penting dalam penguatan layanan veteriner
dan Sistem Kesehatan Hewan Nasional adalah melalui
peningkatan efektivitas dan elisiensi organisasi veteriner.
Penguatan organisasi veteriner tersebut dilaksanakan melalui
rencana aksi 13.1 hingga 13.4, yaitu:
1) Rencana Aksi 13.1: Membentuk badan hukum veteriner

(VSB), dalam hal ini adalah Konsil Kedokteran Hewan
Indonesia (KKHI).

2) Rencana Aksi 13.2: Menyusun struktur organisasi maupun
kewenangan, tugas dan fungsi VSB.

3) Rencana Aksi 13.3: Memberikan kewenangan dan
kemampuan VSB dalam mengatur dokter hewan di semua
sektor profesi dokter hewan, menetapkan standar
pendidikan serta menerapkan tindakan disipliner.

4l Rencana Aksi 13.4: Memastikan ketersediaan pendanaan
operasional VSB.

e. Kegiatan 14: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Sarana
dan Prasarana (Sarpras) pelayanan kesehatan hewan
Ketersediaan maupun kualitas Sarpras peiayanan kesehatan
hewan perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat
mendukung pelaksanaan pemberantasan pMK di Indonesia.
Rencana aksi yang dilakukan dalam meningkatkan ketersediaan
dan kualitas Sarana dan Prasarana (Sarpras) pelayanan
kesehatan hewan ini adalah:
1) Rencana Aksi 14.1: Membangun dan mengoperasikan 1

Puskeswan untuk setiap 3 kecamatan atau menyesuaikan
dengan kondisi populasi yang ada
Rencana aksi ini menekankan pada pembangunan dan
pengoperasian Pusat Kesehatan Hewan (puskeswan), baik
di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
Ketersediaan Puskeswan yang beroperasi dibutuhkan
sebanyak minimal 1 puskeswan untuk setiap Kecamatan,
atau menyesuaikan dengan kondisi populasi yang ada,
dalam hal ini adalah sentra peternakan.

2) Rencana Aksi 14.2: Mempertahankan dan meningkatkan
mutu laboratorium kesehatan hewan beritandar
internasional
Rencana aksi ini menekankan upaya dalam
mempertahankan mutu laboratorium kesehatan hewan
yang telah berstandar internasional serta meningkatkanmutu laboratorium kesehatan hewan yang belum
berstandar internasional Laboratorium Kesehatan hewanyang dimaksud disini adalah laboratorium veteriner dan
iaboratorium karantina.

3) Rencana Aksi 14.3: Memberikan akses penggunaan
laboratorium diagnosis kepada VS d"l"_ -?;;;k;
pengendalian pMK
Rencana aksi ini menekankan pada pemberial akseskepada VS dalam menggunakan laboratorium diagnosisdalam rangka pengendalian pMK. pemberian aksJs initentunya mempertimbangkan persyaratan tertentu dari VSyang harus dipenuhi agar dapat mengakses laboratorium.
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4l Rencana Aksi 14.4: Optimalisasi fasilitas Rumah Potong
Hewan
Rencana aksi ini menekankan pada peningkatan kualitas
Rumah Potong Hewan (RPH) melalui peningkatan fasilitas
RPH yang ada maupun upgrading Tempat Potong Hewan
(TPH) menjadi RPH.

Kegiatan 15: Perencanaan, implementasi serta monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program pemberantasan PMK (OCP-FMD)
Kegiatan ini merupakan pelaksanaan siklus manajemen strategi
pemberantasan PMK yang meliputi prinsip perencanaan (plan),
implementasi (dol, monitoring dan evaluasi (cLrcck) serta
perbaikan (actl. Pelaksanaan manajemen strategi dan
penganggaran pemberantasan PMK dilakukan secara rutin
setiap tahun melalui rencana aksi 15. t hingga 15.5 sebagai
berikut:
1) Rencana Aksi 15.1: Memperbaharui roadmap

pemberantasan PMK secara periodik sesuai perkembangan
lingkungan strategis.

2l Rencana Aksi 15.2: Menyrrsun perencanaan tahunan
pelaksanaan roadmap pemberantasan PMK.

3) Rencana Aksi 15.3: Memastikan perencanaan tahunan
pemberantasan PMK masuk dalam Renstra, Renja dan RKA
KlL, baik di Ditjen PKH Kementerian Pertanian maupun di
KlLlPemda

4l Rencana Aksi 15.4: Implementasi program pemberantasan
PMK secara berkesinambungan.

5) Rencana Aksi 15.5: Monitoring, pengukuran dan evaluasi
pelaksanaan program pemberantasan pMK secara periodik.

Pohon Kinerja Pemberantasan pMK

PMK merupakan penyakit h
memberikan dampak signifikan

ewan menular lintas batas yang
bagi pembangunan nasional.

Pemberantasan PMK yang dilakukan hingga tahun 2035 sangat erat
kaitannya dengan pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung
tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Keterkaitan kinerja
pemberantasan PMK dengan pemban gunan nasional dapat digambarkan

ada pohon kinerja menggunakan pnnslp logic model seperti pada gambar
erikut ini;

f

EI

p
b

sr.b,ti.5

PDrrlt Dmrdt &lno pOE, p.n ni.r

I

.,.. dnu h.t r !-

P.,t nlrEi.gl. - H.r!.xnir ftr. s&6..&

Gambar 24. pohon Kinerja terkait pemberantasan pMK
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Gambar 25 menunjukkan bagaimana saiah satu kinerja nasional,
yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya PDB Pertanian, akan
sangat dipengaruhi oleh 3 faktor yang dominan. Ketiga faktor tersebut
adalah konsumsi rumah tangga sektor pertanian (termasuk sub sektor
peternakan), impor dan ekspor sektor pertanian. Sebenarnya ada 2lagi
faktor pembentuk dari PDB, yaitu investasi (dalam dan luar negeri) serta
belanja pemerintah. Namun kedua faktor tersebut tidak dimasukkan
pada gambar 25 diatas karena dianggap tidak terlalu terkait dengan PMK.
PDB beserta komponen pembentuknya yaitu konsumsi, ekspor dan impor
dikategorikan sebagai kinerja nasionai dan menjadi outcome akhir atau
ftnal/ ultimate outcome yang akan dicapai pada pohon kinerja ini.

Konsumsi akan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan pangan
strategis nasional dan juga stabilitas harga. Kenaikan harga (inflasi)
pangan strategis nasional yang terlalu tinggi akan menyebabkan
penurunan konsumsi. Sedangkan di sisi lain, tingginya permintaan
daripada ketersediaan dapat menyebabkan kenaikan harga. Ketersediaan
pangan strategis nasional akan sangat dipengaruhi oleh produksi pangan
strategis nasional dan impor. Jika produksi dalam negeri tidak dapat
memenuhi permintaan konsumsi pangan strategis nasional, untuk
memastikan stabilitas harga maka dilakukan impor atas produk pangan
strategis nasional tersebut. Daging (sapi, kambing, domba dan kerbau)
maupun susu merupakan salah satu dari pangan strategis nasional,
sehingga jika dilihat berdasarkan produksi yang dihasilkan saat normal
(sebelum PMK), produksi daging dan susu belum mampu memenuhi
kebutuhan nasional sehingga untuk memenuhi ketersediaan maka
dilakukan impor atas daging dan susu.

Penyebaran virus PMK yang terjadi memberikan dampak yang
signifikan terhadap produksi daging dan susu, dimana ternak yang
terkena PMK akan mengalami kematian atau penurunan produksi secara
drastis. Penuruna produksi daging dan susu tersebut tentunya akan
mempengaruhi ketersediaan daging dan susu, sehingga untuk memenuhi
permintaan daging dan susu maka volume impor harus ditambah. Hal ini
berarti bahwa secara tidak langsung, penyebaran pMK yang terjadi
berdampak terhadap komponen pDB, yaitu konsumsi dan impoi. Uniuk
mempertahankan konsumsi, maka volume impor harus diiingkatkan
dalam memenuhi permintaan daging dan susu dan memastikan siabilitas
khususnya pada daging dan susu.

_ selain itu, terjadinya wabah pMK di Indonesia semenjak buran April
tahun.2o22 lalu menyebabkan Indonesia tidak dapat mer."akukan eks'por
terhadap ruminansia berkuku belah, baik ternak maupun produk p""-f""
asal ternaknya. Dalam. jangka waktu pendek, hal ini -""gf.i" ti8.f.
menjadi masalah mengingat ketergantungan Indonesia terhaxap imptrpangan asal ternak ruminansia berkuku belah ini masih cukup tinggi.Namun 

. 
dalam jangka panjang, maka terdapat potensi t .rugiar, .j"iiaInd_o_ne_sia tidak segera mendapatkan p..rg"k u. iebagai .regri" b.L"PMK. Potensi ekspor ternak ruminansia birkuku behfr d;;;;k;.akan hilang dan ketergantungan 
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meminimalisir penyebaran relatif lebih suiit disbanding penyakit hewan
lintas batas lainnya.

Untuk dapat mencegah penyebaran PMK yang lebih luas serta
mengembalikan status Indonesia sebagai negara bebas PMK (immediate
outcome), maka 8 pilar strategi pemberantasan PMK dilaksanakan sebagai
kinerja operasional (output). Pemberantasan PMK tentunya diiringi dengan
pengendalian penyakit hewan lintas batas lainnya sesuai dengan standar
yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
capaian pemberantasan PMK melalui peta jalan pemberantasan PMK ini
merupakan kinerja strategis yang harus dilaksanakan dan berdampak
terhadap kinerja pembangunan pertanian nasional, baik kinerja sector
(kementerian) maupun kinerja nasional.

C. Tim Pelaksana Pemberantasan PMK

Peta jalan pemberantasan PMK ini perlu dilaksanakan secara beq'enjang,
baik pada tingkat nasional, tingkat provinsi hingga tingkat
kabupaten/kota. Gambaran struktur tim pelaksana pemberantasan pMK
dapat dilihat pada gambar berikut ini;

Pcmbina d.tr P.ngarah

I
P.nanggung Jrwab

Gambar 25. Tim pelaksana pemberantasan pMK

Tim pelaksana Pemberantasan pMK bertujuan untuk melaksanakan
koordinasi pemberantasan pMK di tingkat nlsional, provinsi maupun
kabupaten/kota. Tim pelaksana pemberantasan pMK ieidiri dari n..uig"r
K.lL/D 

_yang menjalaakan peran sesuai tugas dan fungsi K/L/D te.setiit.Tim pelaksana pemberantasan pMK di maiing-masinglenjang terairi Jarr9 (Sembilan) fungsi. setiap fungsi bertugas me"raksana]kl"'r pir". 
"i..t"gr"pemberantasan PMK, ditambah 
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BAB VI
PENUTUP

Peta Jalan Pemberantasan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Nasional
(Roadmap Pemberantasan PMK Nasional) dokumen perencanaan komprehensif
yang menggambarkan kerangka strategis pemberantasan PMK nasional
menuju "lndonesia Bebas PMK 2035." Roadmap Pemberantasan PMK Nasional
secara garis besar terbagi menjadi beberapa bagian meliputi: gambaran umum
peternakan di Indonesia, kondisi PMK saat ini, benchmarking penanggulangan
PMK di negara lain; kerangka strategis pemberantasan PMK hingga strategi
pemberantasan PMK Nasional. Oleh karena itu, perumusan Roadmap
Pemberantasan PMK Nasional melibatkan multi stakeholders mulai dari
pelaku usaha, asosiasi, hingga para pakar di bidang peternakan serta
Kesehatan hewan dengan Kementerian Pertanian sebagai leading sector.

Gambaran umum petemakan di Indonesia dirumuskan sebagai dasar
argument, analisis dan urgensi perumusan Roadmap Pemberantasan PMK
Nasional. Kondisi PMK saat ini bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai sebaran PMK dari secara komprehensif serta melihat dampak
politik, sosial hingga ekonomi PMK. Benchmarking penanggulangan PMK
bertujuan untuk mendapatkan insight dari negara-negara yang berhasil
mengendalikan PMK sekaligus mempelajari strategi global dan regional
pemberantasan PMK. Kerangka strategis pemberantasan PMK bertujuan
untuk melihat garis besar strategi penanggulangan PMK yang akan menjadi
dasar dalam perumusan strategi dan turunannya. Strategi pemberantasan
PMK bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai upaya pemberantasan
PMK dalam rangka mewujudkan visi pemberantasan PMK nasional. Strategi
akan diterjemahkan kedalam bentuk yang lebih operasional meliputi kegiatan
dan inisiatif sehingga dapat menjadi dasar pengalokasian sumber daya, baik
SDM maupun anggaran terkait penanggulangan PMK.

Mewujudkan "Indonesia Bebas PMK 2035" merupakan visi nasional yang
ingin diwujudkan dalam pemberantasan PMK. Bukan merupakan hal yang
mudah, namun bukan hal yang tidak mungkin tert'ujud. Oleh karena itu,
dibutuhkan kesamaan persepsi, kerja sama yang baik, konsistensi dan
komitmen para pemangku kepentingan, serta ketepatan dalam mengeksekusi
strategi. Adanya Roadmap Pemberantasan PMK Nasional diharapkan dapat
menjadi langkah awal untuk menjawab tantangan pemberantasan pMK serta
menjadi pijakan dalam pemberantasan PMK Nasional.
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